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SISTEM AKUNTANSI SKPD

Sistem akuntansi SKPD mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan
pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, penda patan-LRA, belanja, aset,
kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi serta penyusunan laporan
keuangan SKPD sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Sistem akuntansi SKPD terdiri dari sistem akuntansi pokok sebagai berikut:

A. Akuntansi Pendapatan — LO dan Pendapatan — LRA SKPD;
B. Akuntansi Beban dan Belanja SKPD;
C. Akuntansi Piutang SKPD;

D. Akuntansi Persediaan SKPD;
E. Akuntansi Aset SKPD;

F. Akuntansi Kewajiban SKPD;

G. Akuntansi Ekuitas SKPD;

H. Jurnal, Buku Besar, dan Neraca Saldo
I Penyusunan Laporan Keuangan SKPD.

Sistem akuntansi SKPD tidak menyelenggarakan pencatatan anggaran
secara berpasangan (double entry) dengan pertimbangan kepraktisan dan
pertimbangan biaya manfaat dengan latar belakang bahwa:

1 Nilai anggaran pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) SKPD dapat
diperoleh dari dokumen anggaran DPA SKPD atau DPPA SKPD;

2. Pengendalian pelaksanaan anggaran yang merupakan salah satu tujuan
diselenggarakan akuntansi anggaran telah di akomodasi pada sistem
penatausahaan pelaksanaan anggaran.

Sehingga, pencatatan atas transaksi realisasi anggaran baik penerimaan
kas yang merupakan Pendapatan LRA maupun pengeluaran kas yang
merupakan Belanja dan Pembiayaan dibukukan secara berpasangan
(double entry) pada akun realisasi anggaran yaitu akun “Perubahan SAL.”




1. Pihak Terkait

a. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran

Dalam kegiatan ini mempunyai tugas menerima salinan SKP-Daerah
(Surat Ketetapan Pajak-Daerah) dan SKR (Surat Ketetapan Retribusi)
dan menyerahkan kepada Bendahara Penerimaan dan ditembuskan
kepada PPK SKPD.

b. Bendahara Penerimaan
Dalam kegiatan ini mempunyai tugas:

1) Menerima pembayaran sejumlah uang yang tertera pada
SKP/SKR -Daerah dari Wajib Pajak/Retribusi;

2) Menerima pembayaran sejumlah uang dari pendapatan daerah
tanpa penetapan;

3) Membuat STS (Surat Tanda Setoran) dan Surat Tanda Bukti
Pembayaran/Bukti lain yang sah;

4) Menyerahkan Tanda Bukti Pembayaran/tanda bukti lain yang
sah kepada Wajib Pajak/Retribusi;

S) Menyetorkan uang yang diterimanya dan STS (Surat Tanda
Setoran) ke kas daerah;

6) Menerima STS vyang telah diotorisasi dari Bank dan
menyampaikan ke BUD;

7) Menyerahkan tembusan dokumen Tanda Bukti

Pembayaran/tanda bukti lain yang sah serta STS yang sudah
diotorisasi oleh Bank kepada PPK SKPD.

8) Menerima Slip Setoran/Bukti lain yang sah dari Wajib
Pajak/Retribusi jika pendapatan disetorkan langsung ke
Rekening Kas di Kas Daerah.




¢. PPK SKPD
Dalam kegiatan ini mempunyai tugas:

1) Menerima tembusan dokumen SKP-Daerah (Surat Ketetapan
Pajak-Daerah) dan SKR (Surat Ketetapan Retribusi)

2) Menerima tembusan dokumen Tanda Bukti Pembayaran/tanda
bukti lain yang sah serta STS yang sudah diotorisasi oleh Bank
dari Bendahara Penerimaan serta Slip Setoran/Bukti lain yang
sah dari Wajib Pajak/Retribusi;

3) Membuat dokumen akuntansi/Memo Jurnal berdasarkan
tembusan dokumen yang diterimanya dan dokumen pengakuan
yang diterbitkannya;

4) Melakukan pencatatan ke dalam buku jurnal atas setiap
transaksi sesuai dengan dokumen akuntansi/Memo Jurnal yang
telah dibuat;

5) Melakukan posting atas transaksi sesuai dengan akun yang
bersangkutan ke Buku Besar;

d. Waijib Pajak/Wajib Retribusi/Pihak Terkait Lainnya

Dalam kegiatan ini berkewajiban melakukan pembayaran atas
kewajibannya dan menerima tanda bukti pembayaran.

e. PPKD selaku BUD

Dalam Kegiatan ini mempunyai tugas menerima STS yang telah
diotorisasi oleh Bank dari Bendahara Penerimaan dan Nota Kredit
dari Bank.

2. Prosedur Akuntansi

a. PPK SKPD mencatat pendapatan yang sudah menjadi hak
pemerintah daerah sesuai dengan tembusan SKP-Daerah (Surat
Ketetapan Pajak-Daerah) dan SKR (Surat Ketetapan Retribusi) yang
diterima;

b. PPK SKPD membuat dokumen akuntansi/Memo Jurnal berdasarkan
tembusan dokumen yang diterimanya dari Bendahara Penerimaan,
dokumen pengakuan lainnya selain SKP-Daerah (Surat Ketetapan




Pajak-Daerah) dan SKR (Surat Ketetapan Retribusi) dan Slip
Setoran/Bukti lain yang sah dari Wajib Pajak/Retribusi;

c. PPK SKPD melakukan pencatatan transaksi berdasarkan dokumen
akuntansi/Memo Jurnal;

d. PPK SKPD melakukan posting atas transaksi sesuai dengan akun
yang bersangkutan ke Buku Besar;

3. Dokumen Sumber

Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan
transaksi keuangan pemerintah daerah yang digunakan sebagai
sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi. Dokumen
sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan pada Akuntansi
Pendapatan — LO dan Pendapatan — LRA SKPD meliputi:

a. SKP-Daerah (Surat Ketetapan Pajak-Daerah)
b. SKR-Daerah (Surat Ketetapan Retribusi-Daerah)

¢. Dokumen Penetapan Pendapatan lainnya, misalnya perjanjian
sewa, dll.

d. Tanda Bukti Pembayaran(TBP)
e, Surat Tanda Setoran (STS)
f. Bukti setoran lainnya

4, Pencatatan Transaksi

Pencatatan transaksi atas Pendapatan — LO dilakukan dengan
memperhatikan kapan saat pendapatan tersebut menjadi hak
pemerintah daerah sesuai kebijakan akuntansi yang ditetapkan.
Pengakuan pendapatan — LO ini didasarkan pada dokumen
akuntansi/Memo Jurnal yang dibuat oleh PPK SKPD sesuai dokumen
sumber yang diterima.

Bila dikaitkan dengan penerimaan kas pencatatan transaksi atas
Pendapatan — LO di SKPD sesuai kondisi transaksi dan prosedur
akuntansi dapat dilakukan dengan tiga kondisi berikut ini:

a. Pendapatan - LO diakui dan dicatat sebelum penerimaan kas




Pencatatan ini dilakukan apabila dalam hal proses transaksi
pendapatan daerah terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak
pendapatan dan penerimaan kas, dimana penetapan hak
pendapatan dilakukan lebih dulu, maka pendapatan — LO diakui
pada saat terbit atau diterimanya dokumen penetapan walaupun
kas belum diterima. Pencatatan transaksi ini dapat dilakukan
dengan jurnal berikut ini;

1) Pada saat penetapan hak

Saat terbit atau diterimanya SKP/SKR Daerah atau dokumen
penetapan lainnya dicatat dengan jurnal:

1.1.03.XX Piutang XXX

8.1.01.XX Pendapatan - LO XXX

2) Pada saat penerimaan kas

Saat wajib pajak atau retribusi melakukan pembayaran melalui
bendahara penerimaan dan ditebitkanya Tanda Bukti
Penerimaan dicatat dengan jurnal:

1.1.01.02 Kas di Bendahara Penerimaan Xxx

1.1.03.XX Piutang XXX

Atau apabila pembayaran langsung ke kas daerah dan
ditebitkanya Surat Tanda Setoran dicatat dengan jurnal::

2.1.07.01 R/KPPKD _ Xxx

1.1.03.XX Piutang ... XXX

Akun Kas di Bendahara Penerimaan digunakan saat Wajib
Pajak/Retribusi melakukan penyetoran melalui Bendahara




Penerimaan, sedangkan akun R/K PPKD digunakan jika Waijib
Pajak/Retribusi langsung menyetorkan melalui Rekening Kas di Kas
Daerah yang dikelola oleh PPKD selaku BUD.

Pada saat penerimaan kas, berdasarkan bukti pembayaran atau
surat tanda setoran, PPK SKPD juga sekaligus mengakui dan
mencatat penerimaan tersebut sebagai pendapatan — LRA yang
dilakukan dengan membuat jurnal berikut ini:

7.3.04,01 Perubahan SAL Xxx

4.1.01.XX Pendapatan — LRA XXX

b. Pendapatan — LO diakui dan dicatat pada saat penerimaan kas

Pencatatan ini dilakukan apabila dalam hal proses transaksi
pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu yang signifikan
antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas
daerah dan masih dalam periode pelaporan, dimana penetapan hak
pendapatan dapat dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas,
maka pendapatan LO diakui pada saat kas diterima.

Kebijakan akuntansi terkait pengakuan pendapatan — LO bersamaan
dengan penerimaan kas ini dapat juga dilakukan atas transaksi
dengan pertimbangan:

1) Perbedaan waktu tidak signifikan

Apabila perbedaan waktu antara pengakuan pendapatan
(timbulnya dokumen penetapan) dan penerimaan kas tidak
signifikan dan masih dalam periode akuntansi jika ditinjau dari
manfaat dan biaya maka transaksi ini akan memberikan manfaat
yang sama dan lebih efisien dibanding dengan perlakuan
akuntansi (accounting treatment) dimana pendapatan LO
diakui pada saat timbulnya dokumen penetapan.

2) Ketidakpastian jumlah penerimaan yang cukup tinggi




Beberapa jenis penerimaan mempunyai tingkat ketidakpastian
akan jumlah pendapatannya cukup tinggi. Oleh sebab itu sesuai
dengan prinsip kehati-hatian serta prinsip pengakuan
pendapatan yang seringkali dilakukan secara konservatif, maka
atas transaksi yang mempunyai perbedaan waktu antara
pengakuan pendapatan dan penerimaan kas tersebut dapat
dilakukan kebijakan akuntansi pengakuan pendapatan secara
bersamaan saat diterimanya kas.

3) Tidak ada dokumen penetapan

Beberapa PAD tidak memerlukan dokumen penetapan seperti
pajak dan retribusi daerah dengan sistem self assesment atau
dokumen penetapan tidak diterima oleh fungsi akuntansi
sampai kas diterima, maka atas transaksi tersebut dapat
dilakukan perlakuan akuntansi pengakuan pendapatan LO
secara bersamaan saat diterimanya kas.

4) Masa transisi perubahan sistem akuntansi

Apabila sistem administrasi dan penatausahaan pengelolaan
keuangan pemerintah daerah belum mendukung perubahan
sistem akuntansi akrual dimana dokumen penetapan
tidak/belum ditembuskan ke fungsi akuntansi dan kompetensi
sumber daya manusia (SDM) akuntansi belum memadai maka
pengakuan pendapatan LO dilakukan pada pada saat
penerimaan kas dengan penyesuaian pada akhir tahun atau
pada saat penyusunan laporan keuangan agar laporan keuangan
disajikan sesuai dengan Standar Akuntasi Pemerintahan (SAP).

Selain pertimbangan di atas, pengakuan pendapatan yang
dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan dengan
pertimbangan kepraktisan dan pertimbangan biaya dan manfaat.

Pencatatan ini dilakukan oleh PPK SKPD jika Penerimaan kas
melalui Bendahara Penerimaan




Pada saat terdapat penyetoran pendapatan melalui Bendahara
Penerimaan dengan dasar pencatatan Bukti Penerimaan maka hak
atas pendapatan - LO juga diakui dengan melakukan jurnal:

1.1.01.02 Kas di Bendahara Penerimaan XXX

8.1.01.XX Pendapatan - LO XXX

Pada saat Bendahara Penerimaan menyetorkan kas ke Kas Umun
Daerah yang dikelola Bendahara Umum Daerah (BUD) dengan
dokumen berupa Surat Tanda Setoran (STS) maka dilakukan jurnal
berikut ini:

2.1.07.01 R/KPPKD Xxx
1.1.01.02 Kas di Bendahara XXX
Penerimaan

Pada saat penerimaan kas di Bendahara Penerimaan sebagai
bagian dari unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan, PPK
SKPD juga sekaligus mengakui dan mencatat penerimaan tersebut
sebagai pendapatan — LRA yang dilakukan dengan membuat jurnal
berikut ini:

7.3.04.01 Perubahan SAL Xxx

4.1.01.XX Pendapatan — LRA XXX

Apabila dilakukan perlakuan pencatatan pengakuan pendapatan LO
bersamaan dengan penerimaan kas maka pada akhir tahun harus
dilakukan koreksi atau penyesuaian terhadap penerimaan kas yang
telah diakui sebagai pendapatan periode sebelumnya,
penerimaan kas yang belum merupakan hak atau pendapatan LO




dan pendapatan yang sudah menjadi hak namun kas belum
diterima pemerintah daerah pada periode pelaporan.

1)

2)

3)

Penerimaan kas yang telah diakui sebagai pendapatan LO
periode sebelumnya

lika pada periode akuntansi terdapat penerimaan kas yang
merupakan penerimaan pendapatan yang telah diakui sebagai
Pendapatan LO dan mengakui piutang pendapatan, serta
penerimaan kas tersebut telah dicatat sebagai pendapatan LO
karena diakui pada saat penerimaan kas. Atas transaksi
tersebut harus dilakukan koreksi:

8.1.01.XX Pendapatan-LO XXX

1.1.03.01 Piutang Pendapatan XXX

Koreksi Pendapatan yang belum merupakan hak

Jika pada akhir tahun terdapat pendapatan LO yang seharusnya
belum merupakan hak pada periode pelaporan yang
bersangkutan maka harus dilakukan koreksi, Pengakuan
Pendapatan — LO yang belum merupakan hak pada periode
pelaporan yang bersangkutan tersebut dijurnal sebagai berikut:

8.1.01.XX Pendapatan— LO XXX
2.1.04.01 Pendapatan Diterima XXX
Dimuka

Penyesuaian Pendapatan yang sudah menjadi hak

Jika pada akhir tahun terdapat pendapatan yang seharusnya
sudah merupakan hak pada periode akuntansi yang
bersangkutan maka harus dilakukan penyesuaian. Pengakuan
Pendapatan ~ LO yang sudah menjadi hak pada periode
akuntansi yang bersangkutan tersebut dijurnal sebagai berikut:




1.1.03.01 Piutang Pendapatan Xoex

8.1.01.XX Pendapatan -LO XXX

¢. Pendapatan ~ LO diakui dan dicatat setelah penerimaan kas

Pencatatan ini dilakukan apabila dalam hal proses transaksi
pendapatan daerah terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak
pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Kas telah diterima
terlebih dahulu, namun belum dapat diakui sebagai pendapatan
karena belum menjadi hak pemerintah daerah. Oleh sebab itu
Pendapatan-LO akan diakui pada saat pendapatan telah menjadi
hak pemerintah daerah.

Pencatatan ini dilakukan oleh PPK SKPD dengan cara melakukan
jurnal seperti di bawah ini:

1.1.01.02 Kas di Bendahara Penerimaan Xxx

2.1.04.04 Pendapatan Diterima XXX
Dimuka

Atau dengan jurnal berikut ini:

3.1.03.01 R/KPPKD Xxx
2.1.04.04 Pendapatan Diterima XXX
Dimuka

Pada saat penerimaan kas, PPK SKPD juga sekaligus mengakui dan
mencatat penerimaan tersebut sebagai pendapatan — LRA yang
dilakukan dengan membuat jurnal berikut ini:




7.3.04.01 Perubahan SAL Xxx

4.1.01.01 Pendapatan ... — LRA XXX

Kemudian ketika pendapatan tersebut sudah menjadi hak, maka
PPK SKPD menerbitkan dokumen akuntansi/memo jurnal untuk
menjadi dasar pencatatan atas pengakuan hak tersebut sesuai

- dengan dokumen sumber yang diterimanya. Pencatatan pengakuan
hak atas pendapatan tersebut dilakukan dengan membuat jurnal
berikut ini:

2.1.04.04  Pendapatan Diterima Dimuka Xxx

8.1.01.01 Pendapatan —LO XXX

Setelah dilakukan pencatatan dalam buku Jurnal maka PPK SKPD
melakukan posting untuk mengklasifikasikan akun sesuai dengan
jenisnya ke dalam Buku Besar

1. Pihak Terkait
a. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran

Dalam kegiatan ini mempunyai tugas memberikan pengesahan
atas pegeluaran anggaran dan kewajiban yang sudah timbul dari
setiap transaksi yang ada di lingkungan SKPD yang dipimpinnya
melalui dokumen SPM dan Pengesahan SP).

b. Bendahara Pengeluaran

Dalam kegiatan ini mempunyai tugas:

-



1)

2)

3)

4)

5)

Menerima bukti tagihan dari pihak ketiga/dokumen bukti
pembayaran/dokumen sumber lainnya,

Membuatkan  dokumen  pertanggungjawaban  beserta
tembusan bukti tagihan/dokumen bukti pembayaran/dokumen
sumber lainnya dan menyerahkannya kepada PPK SKPD untuk
dilakukan verifikasi.

Melakukan pembayaran terhadap tagihan yang diterima
dengan uang persediaan atau membuat SPP;

Melakukan proses penatausahaan sesuai dengan sistem dan
prosedur yang berlaku untuk melakukan pembayaran atas
tagihan yang diterimanya;

Menyerahkan tembusan dokumen tagihan dan dokumen
pembaaran sepert SP2D yang diterimanya/dokumen sumber
lainnya kepada PPK SKPD.

. PPK SKPD

Dalam kegiatan ini mempunyai tugas:

1)

2)

3)

4)

5)

Menerima dokumen pertanggungjawaban dari bendahara
pengeluaran dan melakukan verifikasi bukti.

Menerima tembusan bukti tagihan dari bendahara
pengeluaran dan membuatkan Memo Jurnal.

Melakukan pencatatan ke dalam buku jurnal atas setiap
transaksi sesuai dengan dokumen akuntansi/Memo Jurnal yang
telah dibuat;

Melakukan posting atas transaksi sesuai dengan akun yang
bersangkutan ke Buku Besar;

Membuat jurnal koreksi, penyesuaian, dan penutup dan
menyusun Laporan Keuangan.

. Pihak Ketiga/Pihak Terkait Lainnya

Dalam kegiatan ini Pihak Ketiga akan menyerahkan barang/jasa
berdasarkan BAST, melakukan penagihan, menerima pembayaran




dari Bendahara Pengeluaran atau BUD menggunakan dokumen
bukti pembayaran SP2D .

e. PPKD selaku BUD

Dalam Kegiatan ini mempunyai tugas menerbitkan SP2D untuk
melakukan pembayaran.

. Prosedur Akuntansi

Prosedur akuntansi untuk pengakuan dan pencatatan beban
- dilakukan sesuai dengan fungsi yang melakukan pengeluaran kas.
Dua fungsi tersebut adalah Bendahara Pengeluaran dan Bendahara
Umum Daerah. Oleh sebab itu prosedur akuntansi untuk
pengeluaran yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dapat
dijelaskan sebagai berikut:

a. Bendahara Pengeluaran menerima dokumen tagihan dari pihak
ketiga atau dokumen sumber lainnya dan menyerahkan
tembusannya kepada PPK SKPD.

b.PPK SKPD membuat dokumen akuntansi berdasarkan tembusan
tagihan dari pihak ketiga atau dokumen sumber lainnya dari
Bendahara Pengeluaran,

c. Berdasarkan dokumen tersebut Bendahara Pengeluaran
melakukan proses pembayaran dan penatausahaan sesuai dengan
sistem dan prosedur penatausahaan keuangan, kemudian
menyerahkan tembusan dokumen pembayaran tersebut kepada
PPK SKPD.

d.PPK SKPD membuat dokumen akuntansi berdasarkan tembusan
dokumen pembayaran dari Bendahara Pengeluaran.

e.PPK SKPD melakukan pencatatan akuntansi dalam buku jurnal
berdasarkan dokumen akuntansi.

f. PPK SKPD melakukan posting jurnal ke buku besar.

g- Berdasarkan saldo Buku Besar PPK SKPD menyusun Laporan
Keuangan SKPD.




Sedangkan prosedur akuntansi untuk pengeluaran yang dilakukan
oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) adalah sebagai berikut:

a. PPK SKPD menerima tembusan dokumen sumber atas pembayaran
dari BUD yang menggunakan mekanisme SP2D LS, kemudian
membuat dokumen akuntansi berdasarkan tembusan dokumen
sumber tersebut.

b.PPK SKPD melakukan pencatatan akuntansi dalam buku jurnal
berdasarkan dokumen akuntansi.

c. PPK SKPD melakukan posting jurnal ke buku besar.

d.Berdasarkan saldo Buku Besar PPK SKPD menyusun Laporan
Keuangan SKPD.

3. Dokumen Sumber

Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan
transaksi keuangan pemerintah daerah yang digunakan sebagai
sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi. Dokumen
sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan pada Akuntansi
Beban dan Belanja SKPD meliputi:

a. Berita Acara Serah Terima (BAST) atau Berita Acara Kemajuan
Pekerjaan

b. Surat Tagihan dari pihak ketiga dan dokumen pendukung tagihan
¢. Surat Bukti Pengeluaran/Belanja

d. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara Pegeluaran

e. Surat Pengesahan Pertanggungjawaban (SPPJ)

f. SP2D LS/GU/Nihil

g- Dokumen Kontrak/Perjanjian

h. Dokumen lainnya

4. Pencatatan Transaksi

Dalam melakukan pencatatan atas setiap transaksi yang terjadi, PPK
SKPD melakukan pencatatan atau pengakuan beban dalam buku.Bila
dikaitkan dengan pengeluaran kas pencatatan transaksi atas beban di




SKPD sesuai dengan prosedur akuntansi dapat dilakukan dengan 3
kondisi berikut ini:

Beban diakui sebelum pengeluaran kas

Dalam hal terjadi perbedaan waktu yang signifikan atau melewati
tanggal pelaporan antara penetapan kewajiban atau pengakuan
beban dan pengeluaran kas, dimana timbulnya kewajiban daerah
terjadi lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan
beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen transaksi
penetapan/pengakuan  kewajiban walaupun  kas  belum
dikeluarkan. Contoh dari transaksi ini misalnya ditandatanganinya
Berita Acara Penyerahan Barang, Berita Acara Kemajuan
Pekerjaan, diterimanya tagihan dari pihak ketiga dan dokumen
transaksi lainnya. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya
kewajiban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif
bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan
pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.

Terkait dengan pengakuan beban sebelum pengeluaran kas dapat
dilakukan pencatatan sesuai dengan perolehan dokumen
sumbernya. Tembusan dokumen sumber yang dijadikan dasar
pencatatan dapat berasal dari Bendahara Pengeluaran dan
Bendahara Umum Daerah (BUD).

Pencatatan pembayaran dilakukan dengan mekanisme Uang
Persediaan

Pencatatan pengakuan beban yang dilakukan oleh PPK SKPD
berdasarkan dokumen sumber berupa BAST atau tagihan yang
berasal dari Bendahara Pengeluaran dilakukan dengan cara
melakukan jurnal seperti di bawah ini:

9.1.01.XX Beban XXX

2.1.05.XX Utang Beban XXX




Pada saat Bendahara Pengeluaran telah melakukan pembayaran
dan tembusan dokumen telah diterima dan diverifikasi oleh PPK
SKPD serta disahkan oleh pengguna anggaran melalui dokumen
Surat Pengesahan SPJ, maka PPK SKPD akan melakukan pencatatan
atas pembayaran tersebut dengan jurnal seperti di bawah ini:

2.1.05.XX Utang Beban XXX

1.1.01.03 Kas di Bendahara XXX
Pengeluaran

Kemudian pada saat PPK SKPD menerima tembusan SP2D GU atas
pengisian kembali Kas di Bendahara Pengeluaran maka PPK SKPD
akan melakukan pencatatan berikut ini:

1.1.01.03  Kas di Bendahara Pengeluaran  Xxx

3.1.03.01 R/K PPKD XXX

Bersamaan dengan pengisian kembali Kas di Bendahara
Pengeluaran maka PPK SKPD melakukan pengakuan terhadap
belanja (basis kas) yang dilakukan dengan jurnal:

5.1.01.XX Belanja Xxx

7.3.04.01 Perubahan SAL XXX

Pencatatan pembayaran dilakukan dengan mekanisme
Pembayaran Langsung

Pencatatan pengekuaran kas untuk membayar utang beban yang
dilakukan oleh PPK SKPD berdasarkan dokumen sumber yang
berasal dari BUD yaitu SP2D LS dilakukan dengan cara melakukan
jurnal seperti di bawah ini:




2.1.05.XX  Utang Beban Xxx

3.1.03.01 R/K PPKD XXX

Bersamaan dengan pembayaran utang beban dengan mekanisme
pembayaran langsung dengan dokumen SP2D LS, maka PPK SKPD
juga harus mengakui belanja yang dilakukan dengan jurnal;

5.1.01.XX Belanja Xxx

7.3.04.01 Perubahan SAL XXX

Pada saat BUD telah melakukan pembayaran dan tembusan
dokumen telah diterima oleh PPK SKPD, maka PPK SKPD tidak
melakukan jurnal pembukuan kas untuk pembayaran tersebut. Hal
ini disebabkan transaksi pembayaran oleh BUD merupakan
transaksi kas di entitas akuntansi PPKD sehingga tidak perlu
dilakukan pencatatan kas pada entitas akuntansi SKPD.

Seluruh transaksi pada periode pelaporan harus dicatat dan
dibukukan oleh PPK SKPD dalam buku Jurnal. Dari catatan dalam
Buku Jurnal tersebut PPK SKPD kemudian mengklasifikasikannya
dalam Buku Besar sesuai dengan akunnya.Pada akhir tahun atau
pada saat PPK SKPD akan melakukan penyusunan Laporan
Keuangan, maka akun-akun nominal atau akun-akun yang tidak
terkait dengan neraca akan dilakukan penutupan dengan
menggunakan Jurnal Penutup.

Beban diakui pada saat pengeluaran kas

Dalam hal tidak terjadi perbedaan waktu yang signifikan antara
penetapan kewajiban (pengakuan beban) dan pengeluaran kas
serta masih dalam periode pelaporan, maka beban dapat diakui
pada saat pengeluaran kas, pada saat penerbitan SP) Bendahara
Pengeluaran. Misalnya terbitnya tagihan listrik dengan
pembayaran tagihan listrik tersebut yang biasanya dengan jangka




waktu tidak terlalu lama. Oleh sebab itu ditinjau dari manfaat dan
biaya, transaksi ini akan lebih efisien apabila diakui secara pada
saat terjadi pengeluaran kas.

Kebijakan akuntansi terkait pengakuan beban bersamaan dengan
pengeluaran kas ini dapat juga dilakukan atas transaksi dengan
pertimbangan:

£y

2)

3)

4)

Perbedaan waktu tidak signifikan

Apabila perbedaan waktu antara pengakuan beban (timbulnya
dokumen penetapan) dan pengeluaran kas tidak signifikan dan
masih dalam periode akuntansi jika ditinjau dari manfaat dan
biaya maka transaksi ini akan memberikan manfaat yang sama
dan lebih efisien dibanding dengan perlakuan akuntansi
(accounting treatment) dimana beban diakui pada saat
timbulnya dokumen penetapan.

Nilai tagihan dan nilai pembayaran sama

Pelaksanaan anggaran belanja operasional umumnya dimulai
dari tagihan pihak ketiga yang merupakan kewajiban
pemerintah daerah dan diakhiri dengan peneluaran kas atas
tagihan tersebut setelah diverifikasi. Nilai tagihan setelah
dverifikasi dan pengeluaran kas atas tagihan tersebut
umumnya sama sehingga tidak menimbulkan utang atau nilai
beban yang merupakan kewajiban pemerintah daerah dibayar
lunas melalui mekanisme pengeluaran kas.

Karateristik belanja operasional

Sifat dari anggaran belanja operasional hanya untuk keperluan
satu tahun anggaran yang juga merupakan periode akuntansi
dan ketentuan bahwa pemerintah daerah dilarang melakukan
komitmen yang tidak ada anggarannya atau tidak boleh punya
utang.

Masa transisi perubahan sistem akuntansi

Apabila sistem administrasi dan penatausahaan pengelolaan
keuangan pemerintah daerah belum mendukung perubahan
sistem akuntansi akrual dimana dokumen penetapan
tidak/belum ditembuskan ke fungsi akuntansi dan kompetensi




sumber daya manusia (SDM) akuntansi belum memadai maka
pengakuan beban dilakukan pada pada saat pengeluaran kas
dengan penyesuaian pada akhir tahun atau pada saat
penyusunan laporan keuangan agar laporan keuangan disajikan
sesuai dengan Standar Akuntasi Pemerintahan (SAP).
Terkait dengan pengakuan beban pada saat pengeluaran kas dapat
dilakukan pencatatan sesuai dengan dokumen sumbernya.
Tembusan dokumen sumber yang dijadikan dasar pencatatan
dapat berasal dari Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Umum
Daerah (BUD).

Pencatatan pembayaran dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran

Pada saat Bendahara Pengeluaran memberikan panjar kegiatan
kepada PPTK maka maka perlu dilakukan pencatatan sebagai
berikut:

1.1.04.06  Panjar Kegiatan Xxx

1.1.01.03 Kas di Bendahara XXX
Pengeluaran

Pada saat PPTK mempertanggungjav&abkan uang panjar maka
dicatat:

1.1.04.05.01 Uang Muka Pengadaan Xxx
Barang/lasa
1.1.04.06 Panjar kegiatan XXX

dan menyetorkan sisa uang panjar maka dicatat

1.1.01.03  Kas di Bendahara Pengeluaran Xxx

1.1.04.06 Panjar kegiatan XXX




Pada saat Bendahara melakukan pembayaran tagihan dari uang
persediaan dan berdasarkan bukti pembayaran tersebut dicatat:

1.1.04.05.01 Uang Muka Pengadaan Xxx
Barang/Jasa
1.1.01.03 Kas di Bendahara XXX

Pengeluaran

Pada saat Bendahara Pengeluaran telah membuat Surat
Pertanggugjwaban (SPJ) atas pembayaran yang dilakukan melalui
Uang Persediaan dan mekanisme panjar serta telah diterima dan
diverifikasi oleh PPK SKPD dan disahkan oleh pengguna anggaran,
maka PPK SKPD akan melakukan pencatatan atas pembayaran
tersebut dengan jurnal seperti di bawah ini:

9.1.01.XX Beban Xxx
1.1.04.05.01 Uang Muka Pengadaan XXX
Barang/Jasa

Kemudian pada saat PPK SKPD menerima tembusan SP2D atas
pengisian kembali Kas di Bendahara Pengeluaran maka PPK SKPD
akan melakukan pencatatan berikut ini:

1.1.01.03  Kas di Bendahara Pengeluaran Xxx

3.1.03.01 R/K PPKD XXX

Bersamaan dengan pengisian kembali Kas di Bendahara
Pengeluaran maka PPK SKPD melakukan pengakuan terhadap
belanja (basis kas) yang dilakukan dengan jurnal:

5.1.01.XX Belanja Xxx

7.3.04.01 Perubahan SAL X




Pencatatan pembayaran dilakukan oleh BUD

Pencatatan pengakuan beban yangdilakukan oleh PPK SKPD
berdasarkan dokumen sumber yang berasal dari BUD seperti SP2D
LS maka dilakukan dengan cara melakukan jurnal seperti di bawah
ini:

9.1.010.XX Beban Xxx

3.1.03.01 R/K PPKD XXX

Bersamaan dengan pembayaran beban dengan mekanisme
pembayaran langsung, maka PPK SKPD juga harus mengakui
belanja yang dilakukan dengan jurnal:

5.1.01.XX Belanja Xxx

7.3.04,01 Perubahan SAL XXX

Pencatatan ini oleh PPK SKPD dilakukan dalam Buku Jurnal dan
semua pencatatan dalam buku jurnal pada setiap periode tertentu
ataupun saat transaksi terjadi (real time) diklasifikasikan sesuai
dengan akunnya dengan melakukan posting dalam Buku Besar.

Beban diakui setelah pengeluaran kas

Apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi
perbedaan waktu antara penetapan kewajiban daerah dan
pengeluaran kas daerah, dimana penetapan kewajiban daerah
(pengakuan beban) dilakukan setelah pengeluaran kas, maka
kebijakan akuntansi pengakuan beban dapat dilakukan pada saat
barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan.
Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa
dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai
Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai
Beban Dibayar Dimuka (akun neraca).




Terkait dengan pengakuan beban setelah pengeluaran kas dapat
dilakukan pencatatan sesuai dengan perolehan dokumen
sumbernya. Tembusan dokumen sumber yang dijadikan dasar
pencatatan dapat berasal dari Bendahara Pengeluaran dan
Bendahara Umum Daerah (BUD).

Pencatatan berdasarkan dokumen sumber dari Bendahara
Pengeluaran

Pencatatan yang dilakukan PPK SKPD saat pembayaran dilakukan
berdasarkan dokumen sumber yang berasal dari Bendahara
Pengeluaran dilakukan dengan cara melakukan jurnal seperti di
bawah ini:

1.1.06.01  Beban Dibayar Dimuka Xxx

1.1.01.03 Kas di Bendahara XXX
Pengeluaran

Bersamaan dengan pengeluaran kas yang dilakukan oleh
Bendahara Pengeluaran, maka PPK SKPD juga harus mengakui
belanja yang dilakukan dengan jurnal:

5.1.01.XX Belanja Xxx

7.3.04.01 Perubahan SAL XXX

Pada saat pengakuan beban berdasarkan dokumen akuntansi yang
diterbitkan oleh PPK SKPD, maka PPK SKPD akan melakukan
pencatatan dengan jurnal seperti di bawah ini:

9.1.01.XX Beban Xxx

1.1.06.01 Beban Dibayar Dimuka XXX




Pencatatan pembayaran dilakukan dengan mekanisme
Pembayaran Langsung

Pencatatan pada saat PPK SKPD menerima tembusan dokumen
pembayaran dari BUD (SP2D-LS) maka PPK SKPD berdasarkan
dokumen sumber yang berasal dari BUD dilakukan dengan cara
melakukan jurnal seperti di bawah ini:

1.1.06.01 Beban Dibayar Dimuka Xxx

3.1.03.01 R/K PPKD XXX

Bersamaan dengan pengeluaran kas yang dilakukan oleh BUD,
maka PPK SKPD juga harus mengakui belanja vang dilakukan
dengan jurnal:

5.1.01.XX Belanja Xxx

7.3.04.01 Perubahan SAL XXX

Pada saat terjadi pengakuan beban berdasarkan dokumen
akuntansi yang diterbitkan oleh PPK SKPD, maka PPK SKPD
melakukan jurnal sebagai berikut:

9.1.01.XX  Beban Xxx

1.1.06.01 Beban Dibayar Dimuka XXX




1.Pihak-Pihak Terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi piutang SKPD
adalah:

a. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)

PPK SKPD dalam hal ini mempunyai tugas melakukan tugas
membuat data piutang sebagai dasar pencatatan dan melakukan
pencatatan.

b. Bendahara Penerimaan

Bendahara Penerimaan mempunyai tugas melakukan penerimaan
atas pembayaran piutang yang dilakukan melalui Bendahara
Penerimaan.

c. BUD

BUD mempunyai tugas melakukan penerimaan atas pembayaran
piutang yang dilakukan melalui Kas di Kas Daerah.

d. Unit yang Menerbitkan Surat Ketetapan PAD

Unit ini bertugas untuk membuat Surat Ketetapan PAD yang akan
dijadikan dasar dalam melakukan pengakuan atas pendapatan,
jumlah pendapatan yang akan diterima maupun yang masih
terutang.

e. Waijib Pajak/Retribusi dan pihak ketiga lainnya

Wajib Pajak/Retribusi dan pihak ketiga lainnya berkewajiban untuk
melakukan pembayaran.

2.Prosedur Akuntansi

Prosedur akuntansi piutang akan dilakukan oleh SKPD apabila terjadi
transaksi pendapatan daerah dengan penangguhan penerimaan kas
walaupun pendapatan daerah sudah terjadi dan diakui. Piutang
dicatat atau diakui pada saat pendapatan daerah atau hak daerah
telah terjadi sesuai ketentuan atau perjanjian akan tetap belum ada
pembayaran kas dari pihak ketiga sehingga piutang bertambah.
Sebaliknya piutang akan berkurang apabila dilakukan pembayaran




atas piutang tersebut. Pembayaran dapat dilakukan melalui
Bendahara Penerimaan atau langsung ke kas daerah.

Berdasarkan bukti atas transaksi yang mempengaruhi piutang
tersebut maka PPK SKPD akan melakukan pencatatan jurnal pada
buku jurnal kemudian dilakukan posting untuk ke masing masing buku
besar dan buku besar pembantu piutang sesuai akun.

3.Dokumen Sumber

IDokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan
transaksi keuangan pemerintah daerah yang digunakan sebagai
sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi. Dokumen
sumber yang digunakan pada Akuntansi Piutang SKPD meliputi:

SKP-Daerah (Surat Ketetapan Pajak-Daerah)
SKR (Surat Ketetapan Retribusi)

T o

Dokumen Penetapan Pendapatan lainnya
Bukti Pembayaran
Surat Tanda Setoran (STS)
f. Bukti setoran lainnya
4.Pencatatan Transaksi

Ketika SKPD menerima dokumen penetapan pendapatan dan
- pelunasan belum dilakukan oleh wajib pajak/retribusi atau pihak
ketiga lainnya, maka PPK-SKPD akan mengakui adanya piutang akibat
transaksi tersebut dengan mencatat “piutang” pada sisi debit dan
“pendapatan...(sesuai rincian objek)” pada sisi kredit.

® o o

1.1.03.XX  Piutang... Xxx

8.1.01.XX Pendapatan.., XXX

Pada saat wajib pajak/retribusi atau pihak ketiga lainnya melakukan
pembayaran, maka PPK-SKPD akan menghapus atau mengurangi
piutang tersebut dengan menjurnal “Piutang” di kredit dan “Kas di




Bendahara Pengeluaran” (untuk kasus penerimaan kas di bendahara
penerimaan) atau “R/K PPKD” (untuk kasus penerimaan kas di BUD) di
debit.

Jurnal untuk pembayaran melalui Bendahara Penerimaan:

1.1.01.03  Kas di Bendahara Pengeluaran Xxx

1.1.03.XX Piutang... XXX

Jurnal untuk pembayaran melalui BUD:

2.1.07.01 R/KPPKD Xxx

1.1.03.XX Piutang... XXX

1. Pihak-Pihak Terkait
Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi Persediaan SKPD
adalah:
a. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)

PPK SKPD mempunyai tugas melakukan proses akuntansi
persediaan berdasarkan data penatausahaan persediaan dari
Penyimpan Barang.

b. Penyimpan Barang/Pengurus Barang

Penyimpan Barang/Pengurus Barang bertugas
mengadministrasikan keluar masuknya persediaan dan membuat
dokumen sumber dan data akuntansi lainnya tentang persediaan
yang ditembuskan kepada PPK SKPD.

c. BUD

BUD mempunyai tugas melakukan pembayaran atas pengadaan
persediaan yang dibayar melalui Kas di Kas Daerah.




d. Bendahara Pengeluaran

Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran atas pengadaan
persediaan yang langsung dibayar oleh Bendahara Pengeluaran.

2. Prosedur Akuntansi

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan
diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang
dapat diukur dengan andal, serta pada saat diterima atau hak
kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah. Saldo normal
akun buku besar persediaan adalah saldo debit. Artinya akun ini akan
bertambah dengan adanya transaksi yang mendebitnya, sebaliknya
akan berkurang dengan adanya transaksi yang mengkredit, Metode

pencatatan yang digunakan adalah bahwa persediaan dicatat secara
periodik_berdasarkan hasil inventarisasi fisik, antara lain berupa

barang konsumsi, Alat Tulis Kantor (ATK) atau barang pakai habis,
barang cetakan, obat-obatan, suku cadang alat berat, barang dalam
proses/setengah jadi, tanah/bangunan/barang lainnya untuk dijual
atau diserahkan kepada masyarakat, hewan dan tanaman, untuk
dijual atau diserahkan kepada masvarakat dan yang sejenisnya.

3. Dokumen Sumber

Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan
transaksi keuangan pemerintah daerah vang digunakan sebagai
sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi. Dokumen
sumber yang digunakan pada Akuntansi Persediaan SKPD meliputi:

a. Berita Acara Penerimaan Barang
b. Bukti Pengeluaran Barang
c. Berita Acara Pemeriksaan Barang

d. Berita Acara Inventaris Persediaan

e. Laporan Persediaan




4. Pencatatan Transaksi
a. Metode Periodik

1) Pada awal tahun, berdasar Bukti Memoarial, PPK-SKPD
mencatat pengakuan Beban Persediaan dan pengurangan
Persediaan atas persediaan awal pada neraca.

9.1.02.XX  Beban Persediaan Xxx

1.1.07.XX Persediaan X3

2) Berdasarkan tembusan SP2D dari BUD/Invoice atau Bukti
Pengeluaran Bendahara Pengeluaran setelah diverifikasi dan
dipertanggungjawabkan, PPK-SKPD akan mencatat pengakuan
Beban Persediaan dan R/K PPKD.

Jurnal pengadaan Persediaan dengan Pembayaran melalui
Bendahara Pengeluaran:

9.1.02.XX Beban Persediaan Xxx

1.1.01.03 Kas di Bendahara XXX
Pengeluaran

Jurnal pengadaan Persediaan dengan Pembayaran melalui

BUD:

9.1.02.XX Beban Persediaan Xxx
1.1.07.XX R/K PPKD XXX
Atau

Jurnal pengadaan Persediaan dengan pengakuan Utang
berdasarkan Berita Acara Penerimaan Barang atau Tagihan.

9.1.02.XX Beban Persediaan Xxx

2.1.05.02 Utang Beban Persediaan XXX




3) Pemakaian persediaan pada periode berjalan tidak ada
pencatatan atau pengakuan persediaan.

4) Pada akhir tahun, berdasarkan tembusan berita acara hasil
opname fisik persediaan dari bagian gudang, PPK-SKPD akan
melakukan pencatatan Persediaan (akhir) dan pengurangan
Beban Persediaan.

1.1.07.XX Persediaan Xxx

9.1.02.XX Beban Persediaan XXX

. Pihak-Pihak Terkait
Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi aset SKPD adalah :
a.BUD

Tugas BUD dalam hal ini adalah melakukan pembayaran atas
pengadaan Aset Tetap dan menerbitkan dokumen pembayaran
yaitu Surat Perintah Pencairan Dana mekanisme Pembayaran
Langsung (SP2D LS).

b. Pengguna Anggaran

Pengguna Anggaran bertugas memberikan
otorisasi/menandatangani dokumen atas pengadaan Aset Tetap,
pengusulan penghapusan, penggunaan, maupun pelepasan Aset
Tetap.

¢. Pengurus Barang

Pengurus Barang bertugas mengadministrasikan Aset Tetap hasil
pengadaan berdasarkan Berita Acara Penerimaan Barang/Aset
Tetap.

d.PPTK

Tugas PPTK adalah menyelenggarakan proses penggadaan Aset
Tetap sesuai dengan prosedur yang berlaku.




e. Pejabat penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD)

PPK SKPD akan melakukan pencatatan atas pengadaan Aset Tetap,
pengusulan penghapusan, penggunaan, maupun pelepasan Aset
Tetap berdasarkan dokumen yang diterima.

. Prosedur Akuntansi

Prosedur akuntansi untuk aset dapat dibedakan menjadi dua
transaksi utama yaitu transaksi untuk perolehan aset tetap dan
transaksi untuk pelepasan aset tetap.

Proporsi terbesar untuk transaksi untuk perolehan aset di
pemerintah daerah berasal dari pembelian. Prosedur yang dapat
dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Pembelian Aset Tetap

a) Berdasarkan SPM LS Belanja Modal yang telah ditandatangani
oleh Pengguna Anggaran, Kuasa BUD akan melakukan
pembayaran atas pembelian aset tetap dengan menerbitkan
SP2D LS Belanja Modal.

b) Berdasarkan SP2D LS Belanja Modal tersebut, PPK-SKPD
membuat dokumen akuntansi yang akan dijadikan dasar dalam
menghapus utang atau pengakuan aset tetap yang timbul atas
pembelian aset tetap.

b. Pelepasan Aset Tetap

Pelepasan Aset Tetap dapat dilakukan dengan dua cara yaitu
dengan cara melakukan proses penghapusan aset tetap dan
dengan cara melakukan penjualan aset tetap. Prosedur untuk
pelepasan aset tetap melalui proses penghapusan dilakukan
dengan cara sebagai berikut:

a. Pengelola Barang akan membuat Rancangan Surat Keputusan
Kepala Daerah tentang Penghapusan barang Milik Daerah yang
akan diotorisasi oleh Kepala Daerah.




b. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah yang telah
diotorisasi, Selanjutnya akan dilakukan penilaian apakah Barang
Milik Daerah tersebut akan dijual atau tidak.

c. Jika barang milik daerah tersebut tidak layak untuk dijual, maka
PPK-S5KPD akan melakukan penghapusan aset tetap dengan
membuat pencatatan penghapusan aset tetap.

Jika barang milik daerah tersebut akan dijual maka prosedur yang
dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Berdasarkan hasil penilaian Barang Milik Daerah sesuai Surat
Kepala Daerah yang telah diotorisasi untuk dijual, maka proses
penjualan dilakukan dan dibuatkan Berita Acara Penjualan.

b. Bukti transaksi berupa Berita Acara Penjualan yang diterima
oleh PPK-SKPD dari Pengelola barang akan menjadi dasar bagi
PPK-SKPD untuk mengakui pelepasan aset tetap.

c. Jika penjualan aset tetap mengalami kerugian (harga jual lebih
rendah  dibandingkan nilai buku) maka PPK-SKPD
Dinas/Badan/Kantor akan melakukan pencatatan sesuai dengan
kerugian yang diderita atas kegiatan pelepasan aset tetap
tersebut.

3. Dokumen Sumber

Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan
transaksi keuangan pemerintah daerah yang digunakan sebagai
sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi. Dokumen
sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan pada Akuntansi
Aset Tetap SKPD meliputi:

a. SP2DLS
b.

C.

Berita Acara Serah Terima (BAST)/Tagihan Pihak Il
Berita Acara Pelepasan Aset Tetap
Berita Acara Perubahan Kondisi Aset Tetap

Laporan




4, Pencatatan Transaksi

Pencatatan transaksi aset dapat dibedakan sesuai dengan sifat dan
hal-hal yang sering diperlakukan terhadap aset yang dimiliki oleh
pemerintah daerah. Pencatatan transaksi aset dapat diuraikan
sebagai berikut:

a. Perolehan Aset Tetap

Perolehan Aset Tetap dapat melalui pembelian, pembangunan,
pertukaran aset, hibah/donasi, atau lainnya.

1) Perolehan melalui Pembelian dan Pembangunan

Perolehan melalui pembelian dan pembangunan dapat
dilakukan dengan pembelian tunai dan angsuran atau
pembayaran termin sesuai kemajuan pekerjaan. Perolehan
melalui pembelian dan pembangunan dilakukan melalui
mekanisme pelaksanaan APBD yaitu pengeluaran belanja modal.
Sehingga untuk alasan kepraktisan dan kepastian perolehan
maka pengakuan aset tetap dilakukan pada saat terbit SP2D
belanja modal, dan dilakukan penyesuaian untuk aset tetap yang
belum selesai dan diserahkan atau masih dalam pengerjaan
kedalam akun Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

a) Berdasarkan SPM LS Belanja Modal vyang telah
ditandatangani oleh Pengguna Anggaran dan dokumen
pendukungnya, Kuasa BUD akan melakukan pembayaran
atas pembelian aset tetap dengan menerbitkan SP2D LS
Belanja Modal.

b) Berdasarkan SP2D LS Belanja Modal tersebut, PPK-SKPD
membuat dokumen akuntansi yang akan dijadikan dasar
pengakuan perolehan aset tetap dengan jurnal ”Aset Tetap”
di debit dan “R/K PPKD” di kredit.

1.3.02.XX Aset Tetap... XXX

3.1.03.01 R/K PPKD XXX




Selain itu, pada saat bersamaan PPK-SKPD juga perlu
mencatat transaksi pembayaran secara basis kas untuk
memenuhi kebutuhan penyusunan LRA dan Laporan
Perubahan SAL dengan menjurnal “Belanja Modal (sesuai
jenisnya)” di debit dan “Perubahan SAL” di kredit.

5.2.02.XX Belanja Modal XXX

7.3.04.01 Perubahan SAL Xxx

c) Selanjutnya, PPK-SKPD membuat akan membuat jurnal
penyesuaian untuk aset tetap yang belum selesai dan
diserahkan atau masih dalam pengerjaan kedalam akun
Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) dengan junal “KDP” di
debet dan “Aset Tetap” yang terkait di kredit.

1.3.06.01 KDP ' Xnx

13.02.XX  Aset Tetap... Xxx

2) Perolehan melalui Pertukaran Aset Tetap

Apabila aset tetap yaang diperoleh nilainya lebih besar dari nilai
buku aset tetap yang dilepas dijurnal

1.3.02.XX Aset Tetap... Xxx
1.3.07.XX Akumulasi Penyusutan... Xxx
1.3.02.XX Aset Tetap... X
8.4.01.01 Surplus Penjualan Aset Non XXX

Lancar - LO




Apabila aset tetap yang diperoleh nilainya lebih kecil dari nilai
buku aset tetap yang dilepas dijurnal

1.3.02.XX Aset Tetap... Xx
9.3.01.01 Defisit Penjualan Aset Non Lancar — Xex

LO
1.3.07.XX Akumulasi Penyusutan... XXX
1.3.02.XX Aset Tetap... XXX

3) Perolehan melalui Hibah/Donasi
Perolehan Aset Tetap melalui hibah atau donasi dilkukan jurnal,

1.3.02.XX Aset Tetap... Xoex

8.3.01.XX Pendapatan Hibah.. - LO XXX

Pada akhir tahun anggaran atau pada saat PPK SKPD akan
menyusun Laporan Keuangan, atas transaksi ini tidak dilakukan
jurnal penutup karena transaksi ini merupakan transaksi riil atau
transaksi atas akun neraca yang akan langsung mempengaruhi
saldo atas akun-akun tersebut.

b. Pelepasan Aset Tetap

Pelepasan aset tetap dapat terjadi karena proses penghapusan
aset tetap maupun akibat proses penjualan aset tetap.

Ketika Pemerintah Daerah akan melakukan proses penghapusan
aset tetap, Pengelola Barang akan membuat Rancangan Surat
Keputusan Kepala Daerah tentang Penghapusan barang Milik
Daerah yang akan diotorisasi oleh Kepala Daerah. Berdasarkan




Surat Keputusan Kepala Daerah yang telah diotorisasi, Selanjutnya
akan dilakukan penilaian apakah Barang Milik Daerah tersebut
akan dijual atau tidak. Jika barang milik daerah tersebut tidak
layak untuk dijual, maka PPK-SKPD akan melakukan penghapusan
aset tetap dengan menjurnal “Akumulasi Penyusutan” dan ”Defisit
Penjualan Aset Non Lancar” di debit dan “Aset sesuai jenisnya” di
kredit.

-1.3.07. XX __Akumulasi Penyusutan ... Xxx
-9.3.01.01 Defisit Peniualan Aset Non lancar XXX

1.3.02.XX Aset Tetap....

Sebaliknya, Jika barang milik daerah tersebut akan dijual, maka
bukti transaksi berupa Berita Acara Penjualan yang diterima oleh
PPK-SKPD dari Pengelola barang akan menjadi dasar bagi PPK-
SKPD untuk mengakui pelepasan aset tetap. Jika penjualan aset
tetap mengalami kerugian (harga jual lebih rendah dibandingkan
nilai buku) maka PPK-SKPD Dinas/Badan/Kantor akan menjurnal
"Kas di Bendahara Penerimaan”, “Akumulasi Penyusutan Aset
Tetap”, serta “Defisit Penjualan Aset Nonlancar” di debit dan ”Aset
sesuai jenisnya” di kredit pada buku jurnal.

1.1.01.02 Kas'di Bendahara Penerimaan Xxx
1.3.07.01 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Xxx
9.3.01.01 Defisit Penjualan Aset Nonlancar Xxx
1.3.02.XX Aset Tetap...

Xxx

Sebaliknya, jika terdapat keuntungan dari penjualan aset tetap
tersebut maka PPK-SKPD Dinas/Badan/Kantor akan menjurnal “Kas




di Bendahara Penerimaan” dan “Akumulasi Penyusutan Aset
Tetap” di debit serta "Surplus Penjualan Aset nonlancar” dan
“Aset sesuai jenisnya” di kredit pada buku jurnal.

1.1.01.02 Kas di Bendahara Penerimaan Xxx
1.3.07.XX Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Xxx
8.4.01.01 Surplus Penjualan Aset Xxx
Nonlancar
1.3.02.%XX Aset Tetap...
Xxx

Dari pencatatan jurnal tersebut, maka PPK SKPD akan
membukukannya dalam Buku Jurnal dan secara periodik PPK SKPD
kemudian mengklasifikasikannya dengan melakukan posting dalam
Buku Besar sesuai dengan akunnya.

Selain itu, pada saat yang bersamaan, PPK-SKPD perlu mencatat
transaksi penjualan aset tetap tersebut secara basis kas untuk
keperluan penyusunan LRA dan Laporan Perubahan SAL dengan
menjurnal “Perubahan SAL” pada sisi debit, dan "Pendapatan dari
Aset yang Tidak Dipisahkan” pada sisi kredit.

7.3.04.01 Perubahan SAL Xxx
4,1.04.01 Pendapatan dari Penjualan Aset - Xxx
yang Tidak Dipisahkan

¢. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan merupakan penyesuaian nilai yang terus menerus
sehubungan dengan penurunan kapasitas suatu aset, baik
penurunan kualitas, kuantitas, maupun nilai. Penurunan kapasitas
terjadi karena aset digunakan dalam operasional suatu entitas.
Penyusutan dilakukan dengan mengalokasikan biaya perolehan




1. Pihak-pihak Terkait

suatu aset menjadi beban penyusutan secara periodik sepanjang
masa manfaat aset. Tanpa penyusutan, nilai aset tetap dalam
neraca akan lebih saji (overstated).

Akumulasi penyusutan merupakan total dari penyusutan suatu
aset tetap yang telah dibebankan. Akumulasi penyusutan menjadi
pengurang aset tetap dalam neraca dimana harga perolehan aset
tetap yang telah dikurangi dengan akumulasi penyusutannya
menjadi nilai buku (book value) aset tetap tersebut.

Akumulasi penyusutan dan beban penyusutan dicatat setiap akhir
periode pelaporan (semesteran) melalui jurnal penyesuaian
sebagai berikut:

9.1.07.XX Beban Penyusutan Aset Tetap Xxx

1.3.07.XX Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Xxx

Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi lainnya SKPD
adalah:

Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)

Dalam sistem akuntansi aset lainnya, PPK-SKPD melaksanakan
fungsi  akuntansi  SKPD,  memiliki tugas  mencatat
transaksi/kejadian aset lainnya berdasarkan bukti- bukti
transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum.

Bendahara Pengeluaran

Dalam sistem akuntansi aset lainnya, Bendahara Pengeluaran
SKPD memiliki tugas menyiapkan dan menyampaikan dokumen-
dokumen atas transaksi pengeluaran kas yang terkait dengan
perolehan aset lainnya seperti lisensi, hak cipta, dan paten
_ ditembuskan ke PPK-SKPD.




¢. Pengurus Barang
Dalam sistemn akuntansi aset lainnya, Pengurus Barang SKPD
memiliki tugas menyiapkan dan menyampaikan dokumen-
dokumen atas transaksi inventarisasi barang barang milik daerah
vang rusak dan belum dihapuskan dan disampaikan ke PPK-SKPD.

2.Prosedur Akuntansi

Prosedur akuntansi aset lainnya akan dilakukan oleh SKPD apabila
terjadi transaksi pembelian atau perolehan aset lainnya seperti
lisensi, hak cipta, dan paten. Prosedur akuntansi juga akan dilakukan
apabila terjadi proses penghapusan barang milik daerah berdasarkan
berita acara perubahan kondisi barang dan usulan penghapusan
barang milik daerah yang rusak berat. Aset Lainnya dicatat diakui
pada saat barang diterima atau diterimanya tagihan dari pihak ke
tiga atau dilakukan pembayaran yang dilakukan oleh bendahara
pengeluaran dengan manggunakan uang persedian atau dilakukaft
oleh BUD melalui SP2D LS.

Berdasarkan bukti atas transaksi yang mempengaruhi aset lainnya
maka PPK SKPD akan melakukan pencatatan jurnal pada buku jurnal
kemudian dilakukan posting untuk ke masing masing buku besar dan
buku besar pembantu sesuai akun.

3.Dokumen Sumber

Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan.
transaksi keuangan pemerintah daerah yang digunakan sebagai
sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi. Dokumen
sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan pada Akuntansi
Aset lainnya SKPD meliputi:

a. Sertifikat/surat hak cipta/lisensi/paten
b. Surat Usulan Penghapusan/Dokumen yang Dipersamakan.

c. Bukti Prengeluaran Perolehan Aset Lainnya (SP2D, Bukti
Pengeluaran).




4. Pencatatan Transaksi
a. Aset Tidak Berwujud

Ketika aset tidak berwujud telah diterima dan siap digunakan oleh
SKPD, maka PPK-SKPD akan mencatat perolehan aset tidak
berwujud tersebut berdasarkan dokumen terkait, misal berita
acara serah terima, dengan menjurnal:

Jurnal Pengakuan Aset Tidak Berwujud pada SKPD

1.5.03.XX Aset Tidak Berwujud Xxx

1.3.07.XX Utang Belanja XXX

Ketika dilakukan pembayaran atas peroleh aset tidak berwujud
tersebut, PPK-SKPD melakukan penjurnalan berdasarkan
dokumen terkait, misal Tanda Bukti Pengeluaran (TBP) atau SP2D-
LS, dengan mencatat “Utang Belanja” di debit dan “Kas di
Bendahara Pengeluaran” di kredit jika dibayar menggunakan uang
UP/GU/TU atau “RK PPKD” di kredit ;Jka pembayaran dilakukan
dengan mekanisma LS.

Jurnal pengeluaran kas melalui kas di Bendahara Pengeluaran:

1.3.07.XX Utang Belanja Xxx

1.1.01.03 Kas di Bendahara Pengeluaran XXX

Jurnal pengeluaran kas melalui kas di Kas Daerah:

1.3.07.XX Utang Belanja Xxx

1.1.07.XX R/K PPKD XXX




Sebagai transaksi realisasi anggaran terhadap perolehan aset
tidak berwujud tersebut, PPK-SKPD mencatat “Belanja Barang dan
Jasa -...” di debit dan “Perubahan SAL” di kredit dengan jurnal:

5.1.02.XX Balanja Barang dan Jasa Xxx
7.3.04.01 Perubahan SAL XXX
. Aset Lain-Lain

Berdasarkan catatan pengurus barang terkait aset tetap yang
sudah dihentikan penggunaannya atau rusak,PPK— SKPD
membuat bukti memorial yang diotorisasi Pengguna Anggaran
dan kemudian mencatat pengakuan aset lain-lain dengan
menjurnal “Aset Lain-Lain” di debit sebesar nilai buku aset tetap
yang sudah dihentikan penggunaannya tersebut dan “Akumulasi
Penyusutan- ..” di debit serta“AsetTetap-...”dikredit untuk
mereklasifikasi aset tetap ke aset lain-lain.

1.5.04.XX Aset Lain-lain Xxx
1.3.07.XX Akumulasi Penyusutan XXX
1.3.X0XX Aset Tetap XXX

. Akumulasi Amortisasi

Amortisasi adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset
tetap tidak berwujud yang dapat disusutkan selama masa
manfaat aset yang bersangkutan. Nilai amortisasi untuk masing-
masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap
tidak berwujud dalam neraca dan beban amortisasi dalam laporan
operasional.

Akumulasi Amortisasi merupakan total dari Amortisasi suatu aset
tidak berwujud yang telah dibebankan. Akumulasi Amortisasi
menjadi pengurang aset tidak berwujud dalam neraca dimana




harga perolehan aset tidak berwujud yang telah dikurangi dengan
akumulasi amortisasinya menjadi nilai buku (book value) aset
tidak berwujud tersebut.

Akumulasi amortisasi dan beban amortisasi dicatat setiap akhir
periode pelaporan (semesteran) melalui jurnal penyesuaian
sebagai berikut:

9.1.07.05 Beban Amortisasi Aset Tidak Xxx
Berwujud
1.5.05.XX Akumulasi Amortisasi Aset Tidak XXX
Berwujud

Akuntansi Kewajiban SKPD
1. Pihak-Pihak Terkait
Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi kewajiban SKPD
adalah:
a. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)

PPK SKPD bertugas melakukan pencatatan atas kewajiban/utang
yang timbul, pembayaran yang telah dilakukan, serta menerbitkan
bukti memorial yang diperlukan sebagai dasar pencatatan,

b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

PPTK bertugas melakukan pengadaan Aset Tetap sesuai prosedur
dan memberikan dokumen pengadaan kepada PPK SKPD sebagai
tembusan untuk dijadikan dasar pencatatan.

¢. Bendahara Pengeluaran

Bendahara Pengeluaran bertugas melakukan pembayaran
kewajiban/utang SKPD yang timbul berdasarkan tanggal jatuh
tempo ataupun tagihan yang diterima yang dibayar melalui
Bendahara Pengeluaran.

d. BUD




Bendahara Pengeluaran bertugas melakukan pembayaran
kewajiban/utang SKPD yang timbul berdasarkan tanggal jatuh
tempo ataupun tagihan yang diterima yang dibayar melalui Kas di
Kas Daerah yang ada di BUD.

2.Prosedur Akuntansi

Prosedur akuntansi kewajiban akan dilakukan oleh SKPD apabila
terjadi transaksi pembelian atau pengadaan barang, jasa dan aset
tetap dengan menangguhkan pembayaranya walaupun barang atau
aset tetap sudah diterima dan jasa sudah diperoleh. Kewajiban dicatat
diakui pada saat barang diterima atau diterimanya tagihan dari pihak
ke tiga sehingga kewajiban bertambah. Sebaliknya kewajiban akan
berkurang apabila dilakukan pembayaran atas tagihan tersebut.
Pembayaran dapat dilakukan oleh bendahara pengeluaran dengan
manggunakan uang persedaan atau dilakukan oleh BUD melalui SP2D
LS.

Berdasarkan bukti atas transaksi yang mempengaruhi kewajiban atau
utang maka PPK SKPD akan melakukan pencatatan jurnal pada buku
jurnal kemudian dilakukan posting untuk ke masing masing buku
besar dan buku besar pembantu sesuai akun.

3.Dokumen Sumber

Dokumen Sumber adalah dokumen vyang berhubungan dengan
transaksi keuangan pemerintah daerah yang digunakan sebagai
sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi. Dokumen
sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan pada Akuntansi
Kewajiban SKPD meliputi:

a. Berita Acara Penerimaan Barang
b. Tagihan dari Pihak Il
c¢. SP2DLS

d. Surat Bukti Pengeluaran Belanja




4.Pencatatan Transaksi

Ketika SKPD melakukan suatu transaksi pembelian dengan
menangguhkan pembayarannya, maka PPK-SKPD akan mengakui
adanya hutang/kewajiban akibat transaksi tersebut dengan mencatat
“Beban...(sesuai rincian objek)” pada sisi debit dan “Utang” pada sisi

kredit.
9.1.01.XX Beban Xxx
©2.1.05.XX Utang Beban XXX

Dalam transaksi pembelian yang dilakukan adalah pembelian aset
tetap, maka jurnal pengakuan kewajiban yang dicatat oleh PPK-SKPD
adalah “Aset Tetap” di debit dan “Utang” di kredit.

1.3.02.XX Aset Tetap... Xox

2.1.05.XX Utang... Xxx

Pada saat SKPD melakukan pembayaran, maka PPK-SKPD akan
menghapus utang tersebut dengan menjurnal “Utang” di debit dan
“Kas di Bendahara Pengeluaran” (untuk kasus belanja menggunakan
UP) atau “R/K PPKD” (untuk kasus belanja dengan mekanisme LS) di
kredit.

Jurnal pembayaran utang melalui Bendahara Pengeluaran:

2,1.05.XX Utang... Xxx

1.1.01.03 Kas di Bendahara Pengeluaran XXX

Jurnal pembayaran utang melalui BUD:




2.1.05.XX Utang... Xxx

2.1.07.01 R/K PPKD XXX

1.Pihak-Pihak Terkait
Prosedur akuntansi ekuitas ini merupakan prosedur akuntansi ikutan
dari prosedur akuntansi lainnya yang seperti prosedur transaksi
kewajiban, prosedur transaksi Belanja, prosedur transaksi Aset dan
sebagainya.
Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi ekuitas SKPD
adalah:

a. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)

Tugas PPK SKPD adalah melakukan pencatatan atas setiap transaksi
ekuitas yang terjadi berdasarkan dokumen sumber serta bukti
memorial.

b. Bendahara Pengeluaran

Bendahara Pengeluaran bertugas melakukan pembayaran atas
setiap beban dan utang yang terjadi yang akan mempengaruhi
transaksi ekuitas.

¢. Bendahara Penerimaan

Bendahara Penerimaan bertugas menerima pendapatan dan
piutang yang dibayar oleh pihak ketiga yang akan mempengaruhi
transaksi ekuitas.

d. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

PPTK bertugas melakukan pengadaan Aset Tetap sesuai dengan
prosedur yang akan mempengaruhi transaksi ekuitas dan
memberikan dokumen tembusannya kepada PPK SKPD untuk
dilakukan pencatatan.




2.Prosedur Akuntansi

Pencatatan akuntansi atas ekuitas yang dapat terjadi pada transaksi di
SKPD dilakukan seperti berikut ini:

a. Pada saat penyusunan laporan keuangan dan melakukan
penutupan akun nominal yaitu akun pendapatan LO dan akun
beban,

b. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-

periode sebelumnya dan mempengaruhi aset dan kewajiban,
apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan,
dibukukan sebagai penambah atau pengurang ekuitas pada
periode ditemukannya koreksi tersebut. Koreksi tersebut antara
lain:

1) Koreksi nilai persediaan
2) Selisih Revaluasi Aset Tetap
3.Dokumen Sumber

Dokumen Sumberadalah dokumen yang berhubungan dengan
transaksi keuangan pemerintah daerah yang digunakan sebagai
sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi. Dokumen
sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan pada Akuntansi
Ekuitas SKPD meliputi:

. d. Berita Acara Inventarisasi Persediaan

e. Berita Acara Revaluasi Aset Tetap
4.Pencatatan Transaksi

a. Pada saat penyusunan laporan keuangan

Dalam tahapan penyusunan Laporan Keuangan SKPD, setelah
menyusun Laporan Operasional perlu dilakukan penutupan akun-
akun nominal dengan tujuan:

1) Menghitung jumlah surplus/defisit dari akun pendapatan LO
dan beban,

2) Memindahkan (menolkan) saldo akun sementara ke akun
ekuitas untuk pencatatan periode berikutnya.




3) Menghitung ekuitas akhir periode.
Berikut contoh jurnal penutup LO.

8.1.01.XX Pendapatan-LO Xxx
9.1.01.XX Beban XXX
3.1.01.02 Surplus/Defisit-LO XXX

Akuntansi SKPD membuat jurnal penutup akhir untuk menutup
akun Surplus (Defisit) — LO ke akun Ekuitas. Berikut contoh jurnal

penutup akhir periode

3.1.01.02 Surplus/Defisit-LO Xxx

3.1.01.01 Ekuitas XXX

b. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-
periode sebelumnya

1) Koreksi nilai persediaan

3.1.01.01 Ekuitas Xxx

1.1.07.XX Persediaan XXX

2) Selisih Revaluasi Aset Tetap

1.3.02.XX Aset Tetap Axx

3.1.01.01 Ekuitas XXX




Jurnal, Buku Besar, dan Neraca Saldo

L

Jurnal

Sebagai entitas akuntansi, SKPD melakukan proses akuntansi yang
dimulai dari pencatatan transaksi hingga penyusunan dan penyajian
Laporan Keuangan. Transaksi-transaksi tersebut dicatat oleh Fungsi
Akuntansi SKPD sesuai dengan dokumen transaksinya menggunakan
Memo Jurnal ke dalam buku jurnal. Format Memo Jurnal dan Buku
Jurnal yang digunakan adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT
MEMO JURNAL
Tahun Anggaran
SKPD : Badan Pengelol Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
Kode Perkiraan Deskripsi Perkiraan Jumiah Debet | Jumiah Kredit
Keteran :
Bukti 3 Momo Tanggal
1.
2.
3
Dicatat Okeh Disetujul : Auditor :

MEMO JURNAL Habman 1 dari 1




PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

BUKU JURNAL
Periode : 1 Januarl 5.d. 31 Desember 200X
Urusan i Urusan Wafib
Bldang 11,20 Otonont Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daer|
Unk Organisasi £ 1.20.05 Badan Pengelol Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)

Sub Unk Organisasl 1 1.20.05. 0)BPKAD (SKPD)

No | TANGGAL NO.BUKTI REKENING URAIAN [REF DEBET KREDIT

JUMLAH

PPI-SKPD
(tanda tangan)
(nama lengkap)
NIP

2. Buku Besar

Tahapan selanjutnya setelah pencatatan transaksi melalui jurnal
adalah posting ke buku besar. Dalam tahap ini, PPK SKPD mem-
posting atau memindahkan setiap akun beserta jumlahnya dari buku
jurnal ke buku besar masing-masing akun. Format buku besar yang
digunakan adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

BUKU BESAR
Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 20X1
Urusan &7 Urusan Wajb
Bidang :1.20 Otonoml Daerah, Pemerintahan Urmum, Administrasi Keuangan Daerah, Peri
Unit Organisasi £1.20.05 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)

Sub Unit Organisasi : 1.20,05.01 BPKAD (SKPD)

Kode Rekening Buku Besar : 1,1.3

Nama Rekening Buku Besar : Plutang —

No TANSGAL URAIAN DEBET KREDIT SALDO

JUMLAH




3. Neraca Saldo
Pada setiap akhir periode akuntansi atau sesaat sebelum penyusunan
laporan keuangan, PPK SKPD menyusun Neraca Saldo atau Daftar
Saldo Buku Besar.Neraca Saldo adalah suatu daftar yang berisi seluruh
kode rekening beserta saldonya pada tanggal tertentu. Format Neraca
Saldo atau Daftar Saldo Buku Besar yang digunakan adalah sebagai

berikut:
PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT
SALDO BUKU BESAR
per 31 Desember 2011
Urusan Pemerintahan : 1,20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemrerintashan Unum, Adminkstras!
Unit Organisas! £ 1.20.05 Badan Pengebia Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
Sub Unit Organisasi 1 1.20. 05. 01BPKAD (SKPD)
WODE REKENING URATAN DESET KREDIT
JUMLAH

Penyusunan Laporan Keuangan SKPD.
1. Ketentuan Umum

Laporan Keuangan yang dihasilkan pada tingkat SKPD dihasilkan melalui
proses akuntansi lanjutan yang dilakukan oleh PPK-SKPD. Jurnal dan
posting yang telah dilakukan terhadap transaksi keuangan menjadi
dasar dalam penyusunan laporan keuangan.




Dari 7 Laporan Keuangan wajib yang terdapat dalam PP 71/2010,
terdapat 5 Laporan Keuangan yang dibuat oleh SKPD, yaitu:

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

b. Neraca;

c. Laporan Operasional (LO);

d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan

e. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
2. Pihak-Pihak Terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur penyusunan laporan keuangan
adalah :

a. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)
PPK SKPD melakukan penyusunan atas Laporan Keuangan.
b. Pengguna Anggaran

Pengguna Anggaran akan melakukan otorisasi dan melaporkan
Laporan Keuangan atas SKPD-nya sebagai entitas akuntansi untuk
dapat dikonsolidasikan di entitas pelaporan.

3. Prosedur penyusunan Laporan Keuangan
a. Membuat Neraca Saldo

PPK-SKPD melakukan rekapitulasi saldo-saldo buku besar menjadi
neraca saldo atau daftar saldo buku besar.

b. Membuat Jurnal Koreksi dan Penyesuaian SKPD

PPK-SKPD membuat jurnal penyesuaianJurnal ini dibuat dengan
tujuan melakukan penyesuaian atas saldo pada akun-akun tertentu
dan pengakuan atas transaksi-transaksi yang bersifat akrual.Jurnal
penyesuaian tersebut diletakkan dalam kolom “Penyesuaian” yang
terdapat pada Kertas Kerja.




Jurnal koreksi dan penyesuaian yang diperlukan antara lain
digunakan untuk:

1) Koreksi kesalahan/Pemindahbukuan
2) Pencatatan jurnal yang belum dilakukan

3) Pencatatan piutang, persediaan dan atau aset lainnya pada
akhir tahun

Penjelasan atas jurnal koreksi tersebut dapat diuraikan sebagai
berikut:

1) Koreksi I(esalahén pencatatan

Untuk melakukan koreksi atas terjadinya  kesalahan
pencatatan, PPK-SKPD akan membuat bukti memorial yang
akan diotorisasi oleh Pengguna Anggaran. Berdasarkan bukti
memorial yang telah diotorisasi, PPK-SKPD langsung membuat
pembetulan ‘atas jurnal yang salah catat tersebut. Misalnya,
transaksi beban/belanja telepon dicatat pada beban/belanja
listrik. Untuk melakukan koreksi atas kesalahan tersebut, PPK-
SKPD menjurnal “Beban telepon” di debit dan “Beban listrik” di
kredit.

9.1.02.03.01 Beban telepon XXX

9.1.02.03.03 Beban listrik XXX

Karena merupakan transaksi realisasi anggaran, PPK-SKPD juga
mencatat koreksi belanja dan melakukan penyesuaian
Perubahan SAL dengan menjurnal “Belanja telepon” di debit
dan “Belanja listrik” di kredit.

5.1.02.03.01 Belanja telepon XXX

5.1.02.03.03 Belanja listrik XXX




2) Pengakuan Persediaan

Apabila SKPD melakukan transaksi persediaan dengan
pendekatan beban dan metode periodik, maka pada akhir
periode sebelum menyusun laporan keuangan, secara rutin
akan dilakukan stock opname setiap akhir periode untuk
mengetahui sisa persediaan yang dimiliki. Berdasarkan Berita
Acara Stock Opname, PPK-SKPD mengakui persediaan dengan
menjurnal “Persediaan sesuai jenisnya” di debit dan “Beban
Persediaan” di kredit sebesar persediaan yang ada di akhir
periode.

1.1.07.XX Persediaan XXX

9.1.02.XX Beban Persediaan XXX

3) Jurnal depresiasi

Berdasarkan Daftar Barang dan kebijakan akuntansi yang
dimiliki oleh Pemerintah Daerah, PPK-SKPD pada akhir tahun
akan membuat bukti memorial yang kemudian akan diotorisasi
oleh Pengguna Anggaran untuk mengakui depresiasi atau
penyusutan atas aset tetap yang dimiliki. PPK-SKPD akan
mencatat penyusutan aset tetap dengan menjurnal “Beban
Penyusutan” di debit dan “Akumulasi penyusutan” di kredit di
jurnal umum.

9.1.07.XX Beban penyusutan XXX

1.3.07.XX Akumulasi Penyusutan XXX

4) Penyesuaian Sewa Dibayar Dimuka

Pemerintah Daerah perlu membuat jurnal penyesuaian pada
akhir periode untuk transaksi pembayaran biaya sewa yang
masa manfaatnya lebih dari satu tahun anggaran yang dicatat
dengan pendekatan beban oleh pemerintah daerah. Pada akhir
tahun, berdasarkan Surat Perjanjian Sewa, PPK-SKPD akan
membuat bukti memorial yang kemudian akan diotorisasi oleh




Pengguna Anggaran untuk penyesuaian beban sewa. PPK-SKPD
akan mencatat penyesuaian beban sewa dengan jurnal “Sewa
dibayar di muka/ Beban Jasa Dibayar Dimuka” di debit dan
“Beban sewa” di kredit pada buku jurnal.

1.1.06.02 Beban Jasa Dibayar Dimuka XXX

9.1.02.07 Beban sewa XXX

¢. Membuat Neraca Saldo Setelah Penyesuaian

Berdasarkan jurnal penyesuaian yang telah dibuat PPK-SKPD
melakukan penyesuaian atas neraca saldo sebelumnya menjadi
neraca saldo atau daftar saldo buku besar setelah penyesuaian.

d. Membuat LRA dan jurnal penutup LRA

Berdasarkan Neraca Saldo atau daftar saldo buku besar setelah
penyesuaian. Akuntansi SKPD mengidentifikasi akun-akun yang
termasuk dalam komponen Laporan Realisasi Anggaran (kode
akun yang berawalan 4, 5, dan 6) dan kemudian membuat
“Laporan Realisasi Anggaran”.

Bersamaan dengan pembuatan LRA, Akuntansi SKPD juga
melakukan jurnal penutup untuk menutup akun-akun LRA.Prinsip
penutupan ini adalah membuat nilai akun-akun LRA menjadi 0
(nol). Berikut contoh jurnal penutup LRA:

4.01.01.XX Pendapatan-LRA XXX
5.01.01.XX Belanja XXX
7.3.01.01 Surplus/Defisit LRA XXX
7.3.01.01 Surplus/Defisit LRA XXX

7.3.03.01 SiLPA/SIKPA XXX




7.3.03.01 SIiLPA/SIKPA XXX

7.3.04.01 Perubahan SAL XXX

kemudian, setelah membuat jurnal penutupan, Akuntansi SKPD
menyusun Neraca Saldo setelah Penutupan LRA.

Berikut adalah format LRA SKPD :

PEMERINTA H PROVINSI PAPUA BARAT

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAL DENGAN 31 DESEMBER 20X1. dan 201D

Urusan : 1 Urusan Wajb

Bidang t 1,20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Unum, Administrasi Keuangan Daerah,
Pemerintahan Perangkat Daerah, Kepegawalan dan Persandian

Unit Organisasi : 1.20,05  Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daersh (BPKAD)

Sub Unit Organisasl @ 1.20.05, 01 BPKAD (SKPD)

| oaur | S

1 [PEMDAPATAN

. PENDAPATANASLI DAERAH

1.1.1]  Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Retribus Daerah

1.1.3]  Pendapatan Hasl Pengek layaan Daerah Yang
Diplsahkan

1.1.4 Laln-lain Pendapatan Ash Daerah yang Sah

2 |BELANDA

2.1 BELANJA OPERASI
21.1 Belanja Pegawal
2.1.2 Belanja Barang

2.2 BELANIA MODAL

2.2.2|  Belanja Peralatan dan Mesh
22.3 Belanja Bangunan dan Gedung
2.2.5  Belanja Aset Tetap Lainnya

SURPLUS / (DEFISIT)

KEPALA SKPD

(NAMA LENGKAP)
NIP. XO0000CK X000000K X X00(




e. Membuat LO dan jurnal penutup LO

Berdasarkan Neraca Saldo setelah Penutupan LRA, Akuntansi
SKPD  mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam
komponen Laporan Operasional (kode akun yang berawalan 8
dan 9) untuk kemudian membuat Laporan Operasional.
Bersamaan dengan pembuatan LO, Akuntansi SKPD juga
membuat jurnal penutup untuk menutup akun-akun LO. Prinsip
penutupan ini adalah membuat nilai akun-akun LO menjadi 0.
Kemudian, setelah membuat jurnal penutupan, Akuntansi SKPD
menyusun Neraca Saldo setelah Penutupan LO. Berikut contoh
jurnal penutup LO.

8.01.01.XX Pendapatan-LO XXX
9.01.01.XX Beban XXX
7.3.01.01 Surplus/Defisit LO XXX
PEMERINTAH PROVINS! PAPUA BARAT
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 den 20X0
Urusan ©1.20 Urusan Wajib Otonom Dmerah, Adminkstras Keuangan Daerah,
unit Urgansasi ©1.20.05  Badan Pengeloh Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
Sub Unit Orgenisa: : 1. 20.05. 01 BPKAD (5KPD)
No URNAN 20X1 | 20X0 | Kenaban| (% |
Panurunan
KEGIATAN OPERAS|ONAL
1 TAN
2 PENDAPATAN ASLI DAERAH
3 Pendapaian Pajak Daerah 00 R 0 XK
4 Pendapalan Rekbus Deerah x0x o0 X Hoox
5 Pend: Hasd Pengek tyaan Dasrah yang Dipisahian XK AXA XX 2000
6 Pendapatin Asil Daerah Lainnya XHX a0 a0t 000
1 Jumish Pendspatan Asll Dasrsh( 3 /d 6) o 00 0 3
8 JUMLAH PENDAPATAN 00X ) o x|
9 |BEBAN
10 Beban Pegawai KX X w0t i
" Beban Persediaan HEX ETS 000 xxx
12 Beban Jasa 0K X0 XX 000
13 Beban Pemefharsan XXX 000 00 x00
14 Beban Perjalanan Dinas Hxx e w0l o0
15 Beban Peryusulan K 000 oot 000
16 Beban Lein-lain xx XX 0 00
17 JUMLAH BEBAN B o000 00 000
18 SURPLUSIDEFIBIT KEGIATAN DPERASIONAL X HXK 2000 XK
19 SURPLUSIDEFISIT-LO 00K AN 000 0K




f. Membuat Laporan Perubahan Ekuitas dan jurnal penutup akhir

Selanjutnya, Akuntansi SKPD membuat Laporan Perubahan
Ekuitas (LPE) menggunakan data Ekuitas Awal dan data
perubahan ekuitas periode berjalan yang salah satunya diperoleh
dari Laporan Operasional (LO) yang telah dibuat sebelumnya.
Laporan Perubahan Ekuitas ini akan menggambarkan pergerakan

ekuitas SKPD.
Berikut merupakan contoh format Laporan Perubahan Ekuitas
SKPD.
PEMERINTAH PROVINS| PAPUA BARAT
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPA! DENGAN 31 DESEMBER 20K1 DAN 2040
Urusan Pemerintaban @ 1.20 : Urusan Wajib Otonomi Daerah, Admiaistrasi Keuangaa
Unit Orgenjeasi 1 1.20.05 . Badan Pengelola Kevangan dan Aset Daerah (BPKAD)

Sub Unit Organisasd  :1.20.05.01 : BPKAD (SKPD)

[~ WO URATAN X %0 |

1 EKUITAS AWAL XK XXX
2 |SURPLUSMEFISITLO X X
3 |DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIUAKAN/KESALAHAN MENDASAR:

4 KOREKS! NILAI PERSEDIAAN 00 X0
5 SELISIH REVALUASI ASET TETAP X pect
8 LAINAAIN 0% X%
7 |EKUITAS AKHIR 00 beid

I

Akuntansi PPKD membuat jurnal penutup akhir untuk menutup
akun Surplus (Defisit) — LO ke akun Ekuitas. Berikut contoh jurnal

penutup akhir

3.1.01.02  Surplus/Defisit-LO XXX

3.1.01.01 Ekuitas XXX




g. Membuat Neraca dan Neraca Saldo Akhir)

Berdasarkan Neraca Saldo setelah Penutupan LO, Akuntansi PPKD
membuat Neraca. Bersamaan dengan pembuatan Neraca,
Akuntansi PPKD menyusun Neraca Saldo Akhir. Neraca Saldo
Akhir ini akan menjadi Neraca Awal untuk periode akuntansi yang
selanjutnya.

PEMERINTAH PROVINS] PAPUA BARAT
NERACA
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20%0
Urissn Pemerintshan : 1,30 * Uruwen Walls Dlomare] Desrah, Administrasl Keuangsn

Unit Orgsnisasi t1.00.08 i Baden Pengsicln Keuangen dan Aset Desrah (BFIAD)
Bub Unit Organisssl  :1.30.0881 : BPHAD (BKPD)
(Dalam Rupish)

Uraian

3
-

ASET LANCAR
Kas di Bendahara Pengelusaran
Kas di Bendahara Penerimaan
Investas Jangka Pendek
Piutang Pajak
Plutang Retribus|
Peryisihan Piutang
Belanja Dibayar Dimuka
10 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
11 Eagian lencar Tunhutan Ganll Rugi
12 Piutang Lainmys
13 Persedisan
5 Jumlah Aset Lancar
15 ASET TETAP
i6 Tanah
17 Peralatan dan Mesin
18 Gedung dan Bangunan
19 Jakan, Irigasi, dan Jaringan
Mqu:l Lainnya
2 dalam P
Akumulas Panyumn
Jumiah Aset Tetap
ASET LAINNYA
Taginan Penjualan Angsuran
Tuntutan Ganti Rugi
Kemliraan dengan Plhak Ketiga
Aaet T ak Barwujud
Aset Lain-Lain
Jumiah Aset Lainnya
JUMLAH ASET

KEWAJIBAN
KEWAUIBAN JANGKA PENDEK
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
ka

CENOAL W N &

RREZEE NEEBENEENUGEY

]
BREEEEY wBupsesy wymemsdssss

BEEEEEE &

Ulang Jangka Pendek Lalnnya

R PPKD
Jumlah Kewajiban Jangka Pmdat
KEWAJIBAN JANG KA P AN LN

Uiang Dalam Neger| - sakhr Perbankan

Utang Dalam Negeri - Obligasl

Prem ium (Diskonto) Obligasi

Uang Jangka Panjang Lalnnya
Mnldlkmmm Jangka Panjang

REEEEE REEEE
REEEEE HNBEEE

JUMI

EKUITAS
EKLNT A5

i

[JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS




h. Membuat Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan
naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan
Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan
Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan
Laporan Arus Kas. Hal-hal yang diungkapkan di dalam
Catatan atas Laporan Keuangan antara lain:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas
Akuntansi;

Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan
ekonomi makro;

Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun
pelaporan berikut kendala dan hambatan yang
dihadapi dalam pencapaian target;

Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan
dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk
diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-
kejadian penting lainnya; Rincian dan penjelasan
masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka
laparan keuangan;

Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar

Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam
lembar muka laporan keuangan; dan

Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian
yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka
laporan keuangan.




SKPD
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Bab | Pendahuluan

1.1 | Maksud dan tujuan penyusunan laporan
keuangan SKPD

1.2 |ndasan hukum penyusunan laporan
keuanganSKPD

1.3 | Sistematika penulisan catatan atas laporan
keuangan SKPD

Bab I Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD

2.1 | Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja
keuangan SKPD

2.2 | Hambatan dan kendala yang ada dalam
pencapaian target yang telah ditetapkan

Bab Il Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD

3.1 | Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos
pelaporan keuangan Pemda

3.1.1 | Pendapatan

3.1.2 | Beban

3.1.3 | Belanja

3.1.4 | Aset

3.1.5 | Kewajiban

3.1.5 | Ekuitas

3.2 | Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban
yang timbul sehubungan dengan penerapan
basis akrual atas pendapatan dan belanja dan
rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas,
untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang
menggunakan basis akrual pada Pemda.
Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan
Pemda

Bab V Penutup

Bab IV




Membuat Pernyataan Tanggung Jawab

Sebagai entitas akuntansi, SKPD wajib menyelenggarakan sistem
akuntansi untuk menyusun laporan keuangan SKPD sebagai alat
akuntabilitas penggunaan anggaran dan penggunaan barang milik
daerah.Laporan Keuangan SKPD merupakan tanggung jawab
pengguna anggaran sehingga pada saat menyampaikan kaporan
keuangan SKPD kepada PPKD untuk dikonsolidasi harus
dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab. Surat
Pernyataan Tanggung Jawab berisi pernyataan bahwa Laporan
Keuangan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian
internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi
pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai
dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Format Surat
Pernyataan Tanggung Jawab adalah sebagai berikut:

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

KEPALA SKPD
DINAS/BADAN/KANTOR..........
Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Dinas/Badan/Kantor............ Tahun
Anggaran............. sebagaimana terlampir adalah merupakan
tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem
pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan
informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak
sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Manokwari, ......cceemmreeimnannns

Kepala Dinas/Badan/Kantor




GUBERNUR PAPUA BARAT,
CAP/TTD
ABRAHAM 0. ATURURI

Untuk salinan yang sah sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,
CAP/TTD

WAFIK WURYANTO
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19570830 198203 1 005
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SISTEM AKUNTANSI PPKD

Sistem akuntansi PPKD mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan
pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja,
transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi,
penyusunan laporan keuangan PPKD serta penyusunan laporan keuangan
konsolidasian pemerintah daerah. Sistem akuntansi PPKD terdiri dari
sistem akuntansi pokok sebagai berikut:

Akuntansi Pendapatan — LO dan Pendapatan — LRA PPKD;
Akuntansi Belanja dan Beban PPKD
Akuntansi Transfer PPKD

o o

a o

Akuntansi Pembiayaan PPKD
Akuntansi Aset dan Investasi PPKD
Akuntansi Kewajiban PPKD

lurnal Koreksi dan Penyesuaian PPKD

S ®m oo

Jurnal, Buku Besar, dan Neraca Saldo

Penyusunan Laporan Keuangan PPKD

j.  Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian Pemerintah Daerah

Sistem akuntansi PPKD tidak menyelenggarakan pencatatan anggaran
secara berpasangan (double entry) dengan pertimbangan kepraktisan dan
pertimbangan biaya dan manfaat dengan latar belakang bahwa:

3. Nilai anggaran yang tercantum pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
diperoleh dari dokumen anggaran DPA PPKD atau DPPA PPKD;

4. Pengendalian anggaran yang merupakan salah satu tujuan
diselenggarakan akuntansi anggaran telah akomodasi pada sistem
penatausahaan pelaksanaan anggaran.




Sehingga, pencatatan atas transaksi realisasi anggaran baik penerimaan
kas maupun pengeluaran kas dibukukan pada akun realisasi anggaran
yaitu akun “Perubahan SAL.”

Akuntansi Pendapatan @ LO dan Pendapatan ~ LRA PPKD

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) mengelola pendapatan
tertentu yang tidak bisa dikelola oleh SKPD menurut peraturan
perundang-undangan.

1. Pihak Terkait
a. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)

PPKD bertugas untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah,
memberikan otorisasi atas penerimaan yang menjadi hak
Pemerintah Daerah yang meliputi:

1) Menandatangani/mensahkan dokumen surat ketetapan
pajak/retribusi daerah.

2) Menandatangani laporan keuangan yang telah disusun oleh
Fungsi Akuntansi PPKD

b. Fungsi Akuntansi PPKD

Fungsi akuntansi PPKD melakukan tugas untuk
mengadministrasikan seluruh dokumen sumber berdasarkan
transaksi yang terjadi dan melaksanakan sistem akuntansi di PPKD.
Dalam sistem akuntansi Pendapatan, fungsi akuntansi PPKD,
memiliki tugas sebagai berikut:

1) Mencatat transaksi/kejadian pendapatan LO dan Pendapatan
LRA berdasarkan bukti bukti transaksi yang sah dan valid ke
Buku Jurnal LRA dan Buku Jurnal LO dan Neraca;

2) Melakukan posting jurnal jurnal transaksi/kejadian pendapatan
LO dan pendapatan LRA kedalam Buku Besar masing masing
rekening (rincian objek);




3) Menyusun Laporan Keuangan, yang terdiri dari Laporan
Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan SAL (LP.SAL),
Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE),
Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan keuangan

c. Bendahara Umum Daerah (BUD)

BUD bertugas menerima semua penerimaan kas melalui Kas di Kas
Daerah dan melakukan penatausahaan yang diperlukan menurut
peraturan perundang-undangan. Diantaranya adalah:

1) Mencatat dan membukukan semua penerimaan pendapatan
kedalam buku kas penerimaan.

2) Membuat Rekap Penerimaan Harian yang bersumber dari
Pendapatan.

2. Prosedur Akuntansi

a. Fungsi akuntansi PPKD mencatat pendapatan yang sudah menjadi
hak pemerintah daerah sesuai dengan SKP-Daerah (Surat
Ketetapan Pajak-Daerah), SKR (Surat Ketetapan Retribusi), Surat
Ketetapan Perizinan, Dokumen penetapan Transfer dari
Pemerintah Pusat, dan Dokumen Penetapan lainnya yang
diserahkan oleh Pengguna Anggaran/PPKD; '

b. Fungsi akuntansi PPKD membuat memo jurnal/Memo Jurnal
berdasarkan tembusan dokumen yang diterimanya dari Bendahara
Umum Daerah, dokumen pengakuan lainnya selain SKP-Daerah
(Surat Ketetapan Pajak-Daerah), SKR (Surat Ketetapan Retribusi),
Dokumen penetapan Transfer dari Pemerintah Pusat, dan
Dokumen Penetapan lainnya dan Slip Setoran/Bukti lain yang sah
dari Wajib Pajak/Retribusi atupun Nota Kredit dari Bank;

c. Fungsi akuntansi PPKD melakukan pencatatan transaksi
berdasarkan memo jurnal/Memo Jurnal;

d. Fungsi akuntansi PPKD melakukan posting atas transaksi sesuai
dengan akun yang bersangkutan ke Buku Besar;




3. Dokumen Sumber

Dokumen Sumber adalah dokumen vyang berhubungan dengan
transaksi keuangan pemerintah daerah yang digunakan sebagai
sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi. Dokumen
sumber yang digunakan pada Akuntansi Pendapatan - LO dan
Pendapatan — LRA PPKD meliputi:

Pendapatan Pajak Daerah Surat Ketetapan Pajak
Asli Daerah (SKP) Daerah
Retribusi Daerah SKR (Surat Ketetapan
Retribusi)
Hasil Pengelolaan Hasil RUPS/Dokumen yang
Kekayaan Daerah dipersamakan
yang Dipisahkan

Lain-lain PAD yang Sah :

Penjualan Aset yang | Dokumen Kontrak
dipisahkan Penjualan /Perjanjian
Penjualan/Dokumen yang
dipersamakan/bukti

memorial
Jasa giro/bunga Nota Kredit/sertifikat
deposito deposito / dokumen yang
dipersamakan/ bukti
memorial

Tuntutan Ganti Rugi | SK Pembebanan/SKP2K /
SKTJM/ Dokumen yang
dipersamakan

Pendapatan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat :
Transfer




Bagi Hasil Pajak

PMK/Dokumen yang
dipersamakan /bukti
memorial

Bagi hasil bukan PMK/Dokumen yang

Pajak dipersamakan /bukti
memorial

DAU Perpres/Dokumen yang
dipersamakan dan Nota
Kredit dari Bank/bukti
memorial

DAK PMK/Dokumen yang

dipersamakan dan Nota
Kredit dari Bank/bukti
memorial

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya :

Dana Otonomi
Khusus

PMK/Dokumen yang
dipersamakan dan Nota
Kredit dari Bank/bukti
memorial

Dana Penyesuaian

PMK/Dokumen yang
dipersamakan dan Nota
Kredit dari Bank/bukti
memorial

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya:

Pendapatan bagi
hasil Pajak

Keputusan Kepala Daerah
/Dokumen yang
dipersamakan /bukti
memorial




Bantuan Keuangan Keputusan Kepala Daerah
/Dokumen yang
dipersamakan /bukti
memorial

Lain-lain Pendapatan Hibah Keputusan Kepala Daerah
Pendapatan /Dokumen yang

Daerah yang dipersamakan serta Nota
Sah Perjanjian Hibah
Daerah/bukti memorial

Dana Darurat Keputusan Kepala Daerah
/PMK / Dokumen yang
dipersamakan

Pendapatan Lainnya | Dokumen yang
dipersamakan /bukti
memorial

4. Pencatatan Transaksi

Pencatatan transaksi atas Pendapatan — LO di PPKD dilakukan dengan
memperhatikan kapan saat pendapatan tersebut menjadi hak
pemerintah daerah sesuai kebijakan akuntansi yang ditetapkan.
Pengakuan pendapatan — LO di PPKD ini didasarkan pada memo
jurnal/Memo Jurnal yang dibuat oleh Fungsi akuntansi PPKD sesuai
dokumen sumber yang diterima.

Bila dikaitkan dengan penerimaan kas pencatatan transaksi atas
Pendapatan — LO di PPKD sesuai kondisi transaksi dan prosedur
akuntansi dapat dilakukan dengan 3 kondisi berikut ini:

d. Pendapatan — LO diakui dan dicatat sebelum penerimaan kas

Pencatatan ini dilakukan apabila dalam hal proses transaksi
pendapatan daerah terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak




pendapatan dan penerimaan kas, dimana penetapan hak
pendapatan dilakukan lebih dulu, maka pendapatan — LO diakui
pada saat terbit atau diterimanya dokumen penetapan walaupun
kas belum diterima. Pencatatan transaksi ini dapat dilakukan
dengan jurnal berikut ini:

3) Pada saat penetapan hak

1.1.03.XX Piutang XXX

8.1.01.XX Pendapatan ~ LO XXX

4) Pada saat penerimaan kas

1.1.01.01 Kas di Kas Daerah XXX

1.1.03.XX Piutang ... XXX

Pada saat penerimaan kas, berdasarkan bukti pembayaran atau
surat tanda setoran, juga sekaligus mengakui dan mencatat
penerimaan tersebut sebagai pendapatan — LRA yang dilakukan
dengan membuat jurnal berikut ini:

7.3.04.01 Perubahan SAL XXX

4.1.01.%XX Pendapatan — LRA XXX

e. Pendapatan - LO diakui dan dicatat saat terjadi penerimaan kas

Pencatatan ini dilakukan apabila dalam hal proses transaksi
pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu yang signifikan
antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas




daerah dan masih dalam periode pelaporan, maka pendapatan LO
diakui pada saat kas diterima.

Pengakuan dan pencatatan pendapatan-LO bersamaan dengan
penerimaan kas ini dapat dilakukan dengan pertimbangan:

5)

6)

7)

8)

Perbedaan waktu tidak signifikan

Apabila perbedaan waktu antara pengakuan pendapatan
(timbulnya dokumen penetapan) dan penerimaan kas tidak
signifikan dan masih dalam periode akuntansi jika ditinjau dari
manfaat dan biaya maka transaksi ini akan memberikan manfaat
yang sama dan lebih efisien dibanding dengan perlakuan
akuntansi (accounting treatment) dimana pendapatan LO
diakui pada saat timbulnya dokumen penetapan.

Ketidakpastian jumlah penerimaan yang cukup tinggi

Beberapa jenis penerimaan mempunyai tingkat ketidakpastian
akan jumlah pendapatannya cukup tinggi. Oleh sebab itu sesuai
dengan prinsip kehati-hatian serta prinsip pengakuan
pendapatan yang seringkali dilakukan secara konservatif, maka
atas transaksi yang mempunyai perbedaan waktu antara
pengakuan pendapatan dan penerimaan kas tersebut dapat
dilakukan kebijakan akuntansi pengakuan pendapatan secara
bersamaan saat diterimanya kas.

Tidak ada dokumen penetapan

Beberapa PAD tidak memerlukan dokumen penetapan seperti
pajak dan retribusi daerah dengan sistem self assesment atau
dokumen penetapan tidak diterima oleh fungsi akuntansi
sampai kas diterima, maka atas transaksi tersebut dapat
dilakukan perlakuan akuntansi pengakuan pendapatan LO
secara bersamaan saat diterimanya kas.

Masa transisi perubahan sistem akuntansi

Apabila sistem administrasi dan penatausahaan pengelolaan
keuangan pemerintah daerah belum mendukung perubahan




sistem akuntansi akrual dimana dokumen penetapan
tidak/belum ditembuskan ke fungsi akuntansi dan kompetensi
sumber daya manusia (SDM) akuntansi belum memadai maka
pengakuan pendapatan LO dilakukan pada pada saat
penerimaan kas dengan penyesuaian pada akhir tahun atau
pada saat penyusunan laporan keuangan agar laporan keuangan
disajikan sesuai dengan Standar Akuntasi Pemerintahan (SAP).

Selain pertimbangan di atas, pengakuan pendapatan yang
dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan dengan
pertimbangan kepraktisan dan pertimbangan biaya dan manfaat.

Pencatatan dilakukan oleh Fungsi Akuntansi PPKD

Pada saat terdapat penyetoran ke kas daerah dengan dokumen
berupa Surat Tanda Setoran (STS), maka dapat diakui pendapatan -
LO dan dilakukan jurnal berikut ini:

1.1.01.01 Kas di Kas Daerah : XHX

8.1.01.%XX Pendapatan - LO XXX

Pada saat penerimaan kas di BUD sebagai unit yang mempunyai
fungsi perbendaharaan, Fungsi Akuntansi PPKD juga sekaligus
mengakui dan mencatat penerimaan tersebut sebagai pendapatan
= LRA yang dilakukan dengan membuat jurnal berikut ini:

7.3.04.01 Perubahan SAL XXX

4.1.01.XX Pendapatan — LRA XXX

Apabila dilakukan perlakuan pencatatan pengakuan pendapatan
bersamaan dengan penerimaan kas maka pada akhir tahun harus
dilakukan koreksi atau penyesuaian terhadap penerimaan kas yang
telah diakui sebagai pendapatan periode sebelumnya, penerimaan




kas yang belum merupakan hak dan pendapatan yang sudah
menjadi hak pemerintah daerah pada periode pelaporan.

4) Penerimaan kas yang telah diakui sebagal pendapatan LO

5)

6)

periode sebelumnya

Jika pada periode akuntansi terdapat penerimaan kas yang
merupakan penerimaan pendapatan yang telah diakui sebagai
Pendapatan LO dan mengakui piutang pendapatan, serta
penerimaan kas tersebut telah dicatat sebagai pendapatan LO
karena diakui pada saat penerimaan kas. Atas transaksi
tersebut harus dilakukan koreksi:

8.1.01.XX Pendapatan -LO XXX

1.1.03.01 Piutang Pendapatan XXX

Koreksi Pendapatan yang belum merupakan hak

Jika pada akhir tahun terdapat pendapatan LO yang seharusnya
belum merupakan hak pada periode pelaporan yang
bersangkutan namun sudah diakui pada saat penerimaan kas
maka harus dilakukan koreksi. Pengakuan Pendapatan — LO
yang belum merupakan hak pada periode pelaporan yang
bersangkutan tersebut dijurnal sebagai berikut:

8.1.01.XX Pendapatan-—LO XXX
2.1.04.01 Pendapatan Diterima XXX
Dimuka

Penyesuaian Pendapatan yang sudah menjadi hak

Jika pada akhir tahun terdapat pendapatan yang seharusnya
sudah merupakan hak pada tahun anggaran yang bersangkutan




maka harus dilakukan penyesuaian. Pengakuan Pendapatan -
LO yang sudah menjadi hak pada tahun anggaran yang
bersangkutan tersebut dijurnal sebagai berikut:

1.1.03.01 Piutang Pendapatan XXX

8.1.01.XX Pendapatan -LO XXX

(A Pendapatan — LO diakui dan dicatat setelah penerimaan kas

Pencatatan ini dilakukan apabila dalam hal proses transaksi
pendapatan daerah terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak
pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Kas telah diterima
terlebih dahulu, namun belum dapat diakui sebagai pendapatan
karena belum menjadi hak pemerintah daerah. Oleh sebab itu
Pendapatan-LO akan diakui pada saat pendapatan telah menjadi
hak pemerintah daerah.

Pencatatan ini dilakukan oleh Fungsi Akuntansi PPKD dengan cara
melakukan jurnal seperti di bawah ini:

1.1.01.01 Kas di Kas Daerah : XXX
2.1.04.04 Pendapatan Diterima XXX
Dimuka

Pada saat penerimaan kas, Fungsi Akuntansi PPKD juga sekaligus
mengakui dan mencatat penerimaan tersebut sebagai pendapatan
— LRA yang dilakukan dengan membuat jurnal berikut ini:

7.3.04.01 Perubahan SAL XXX

4.1.01.XX Pendapatan — LRA XXX




Kemudian ketika pendapatan tersebut sudah menjadi hak, maka
menerbitkan memo jurnal/bukti memorial untuk menjadi dasar
pencatatan atas pengakuan hak tersebut sesuai dengan dokumen
sumber yang diterimanya. Pencatatan pengakuan hak atas
pendapatan tersebut dilakukan dengan membuat jurnal berikut ini:

2.1.04.04 Pendapatan Diterima Dimuka XXX

8.1.01.01 Pendapatan —LO XXX

Berdasarkan kondisi dan perlakuan akuntansi seperti tersebut di atas
maka beberapa prosedur pengakuan dan pencatatan atas pendapatan
dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pendapatan Transfer

Ketika Pemerintah Daerah menerima surat pemberitahuan dari
Pemerintah Pusat terkait ketetapan jumlah dana transfer yang akan
diterima oleh Pemerintah Daerah, maka berdasarkan ketetapan
tersebut, Fungsi Akuntansi PPKD kemudian akan mencatat jurnal:

1.1.03.05 Piutang Pendapatan Transfer XXX

8.2.01.XX Pendapatan Transfer — XXX
LO

Ketika pemerintah daerah telah menerima dana transfer dari
pemerintah pusat, maka bank kas daerah akan mengeluarkan Nota
Kredit. Berdasarkan Dokumen tersebut, Fungsi Akuntansi PPKD
kemudian akan mencatat jurnal:

1.1.01.01 Kas di Kas Daerah XXX

1.1.03.XX Piutang Pendapatan XXX




Dan pada saat diterimanya kas maka Fungsi Akuntansi PPKD juga
melakukan pencatatan atas pendapatan — LRA dengan jurnal:

7.3.04.01 Perubahan SAL XXX
4.2.01.XX Pendapatan Transfer — XXX
LRA

. Lain-lain Pendapatan yang Sah — Pendapatan Hibah

Berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang ditandatangani,
Fungsi Akuntansi PPKD kemudian akan mencatat jurnal:

1.1.03.09 Piutang Pendapatan Hibah XXX
8.3.01.XX Pendapatan Transfer — XXX
LO

Selanjutnya, ketika hibah diterima oleh Pemerintah Daerah, Fungsi
Akuntansi PPKD kemudian akan mencatat jurnal:

1.1.01.01 Kas di Kas Daerah XXX
1.1.03.09 Piutang Pendapatan XXX
Hibah

Dan pada saat diterimakanya kas maka Fungsi Akuntansi PPKD juga
melakukan pencatatan atas pendapatan — LRA dengan jurnal:

7.3.04.01 Perubahan SAL XXX

4.3.01.XX Pendapatan Hibah — LRA XXX




Akuntansi Beban dan Belanja PPKD
Pihak Terkait
a. Fungsi Akuntansi PPKD

Fungsi Akuntansi PPKD bertugas untuk melakukan administrasi
termasuk menerbitkan bukti memorial dan pencatatan akuntansi
atas setiap transaksi yang terjadi.

b. PPKD

PPKD mempunyai tugas memberikan otorisasi atas transaksi
beban yang terjadi serta menyetujui penerbitan dokumen
pencairan dana untuk membayar beban yang terjadi.

¢. BUD/Kuasa BUD

BUD/Kuasa BUD akan mempunyai tugas melakukan pembayaran
atas beban dari Kas di Kas Daerah yang dikelolanya yang meliputi:

1) mencatat dan membukukan semua pengeluaran beban dan
belanja kedalam buku kas umum PPKD.

2) membuat SP) atas beban dan belanja.

Prosedur Akuntansi

Prosedur akuntansi untuk pengakuan dan pencatatan beban atas
pengeluaran yang dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah dapat
dijelaskan sebagai berikut:

h. Bendahara Umum Daerah menerima dokumen tagihan dari pihak
ketiga atau dokumen sumber lainnya dan menyerahkan
tembusannya kepada Fungsi Akuntansi PPKD.

i. Fungsi Akuntansi PPKD membuat memo jurnal/bukti memorial
berdasarkan tembusan tagihan dari pihak ketiga atau dokumen
sumber lainnya dari BUD/Kuasa BUD.

j. Berdasarkan dokumen tersebut BUD/Kuasa BUD melakukan proses
penatausahaan sesuai dengan sistem dan prosedur penatausahaan
keuangan, kemudian menyerahkan tembusan  dokumen
pembayaran yaitu SP2D tersebut kepada fungsi akuntasi PPKD.




k. Fungsi Akuntansi PPKD membuat mema jurnal/bukti memorial
berdasarkan tembusan dokumen pembayaran SP2D dari
BUD/Kuasa BUD.

. Fungsi Akuntansi PPKD melakukan pencatatan akuntansi dalam
buku jurnal berdasarkan memo jurnal.

m. Fungsi Akuntansi PPKD melakukan posting jurnal ke buku besar.

n. Berdasarkan saldo Buku Besar Fungsi Akuntansi PPKD menyusun
Laporan Keuangan PPKD.

P

Dokumen Sumber

Surat Tagihan Pihak Ketiga

. Bukti Pengeluaran Kas

Kuitansi/Bukti Pembayaran

Surat Pertanggungjawaban (SPJ)

. Surat Perintah Membaya Langsung (SPM-LS)
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Dokumen Perjanjian Utang

Surat Tagihan dari Penerima Subsidi
Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)
Surat Keputusan Kepala Daerah

Bukti Memorial

Nota Debit

m. Bukti akuntansi lainnya
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Pencatatan Transaksi

Dalam melakukan pencatatan atas setiap transaksi yang terjadi,
Fungsi Akuntansi PPKD melakukan pencatatan atau pengakuan
beban dalam buku Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas pencatatan
transaksi atas beban di PPKD sesuai dengan prosedur akuntansi
dapat dilakukan dengan 3 kondisi berikut ini:




Beban diakui sebelum pengeluaran kas

Dalam hal terjadi perbedaan waktu yang signifikan atau melewati
tanggal pelaporan antara penetapan kewajiban atau pengakuan
beban dan pengeluaran kas, dimana timbulnya kewajiban daerah
terjadi lebih dulu, maka pencatatan akuntansi untuk pengakuan
beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen transaksi
penetapan/pengakuan  kewajiban  walaupun kas  belum
dikeluarkan. Contoh dari transaksi ini misalnya ditandatanganinya
Berita Acara Penyerahan Barang, Berita Acara Kemajuan
Pekerjaan, diterimanya tagihan dari pihak ketiga dan dokumen
transaksi lainnya. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya
kewajiban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif
bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan
pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.

Terkait dengan pengakuan beban sebelum pengeluaran kas dapat
dilakukan pencatatan sesuai dengan perolehan dokumen
sumbernya. Tembusan dokumen sumber yang dijadikan dasar
pencatatan dapat berasal dari Bendahara Umum Daerah (BUD).

Pencatatan pengakuan beban yang dilakukan oleh Fungsi
Akuntansi PPKD berdasarkan dokumen sumber yang berasal dari
BUD/Kuasa BUD dilakukan dengan cara melakukan jurnal seperti di
bawabh ini:

9.1.01.XX Beban XXX

2.1.05.XX Utang Beban
XXX

Pada saat BUD/Kuasa BUD telah melakukan pembayaran dan
tembusan dokumen SP2D telah diterima dan diverifikasi oleh
serta disahkan oleh pengguna anggaran/PPKD, maka akan




melakukan pencatatan atas pembayaran tersebut dengan jurnal
seperti di bawah ini:

2,1.05.XX Utang Beban XXX

1.1.01.01 Kas di Kas Daerah
XXX

Bersamaan dengan pengeluaran kas untuk pembayaran utang
beban maka melakukan pengakuan terhadap belanja (basis kas)
yang dilakukan dengan jurnal:

5.1.01.XX Belanja XXX

7.3.04.01 Perubahan SAL

Seluruh transaksi pada periode pelaporan harus dicatat dan
dibukukan oleh dalam buku Jurnal. Dari catatan dalam Buku Jurnal
tersebut kemudian mengklasifikasikannya dalam Buku Besar
sesuai dengan akunnya. Pada akhir tahun atau pada saat akan
melakukan penyusunan Laporan Keuangan, maka akun-akun
nominal atau akun-akun yang tidak terkait dengan neraca akan
dilakukan penutupan dengan menggunakan Jurnal Penutup.

Beban diakui pada saat pengeluaran kas

Dalam hal tidak terjadi perbedaan waktu yang signifikan antara
penetapan kewajiban (pengakuan beban) dan pengeluaran kas dan
masih dalam periode pelaporan, maka beban dapat diakui pada
saat pengeluaran kas. Perlakuan akuntansi terkait pengakuan
beban yang pada saat pengeluaran kas ini dapat juga dilakukan
atas transaksi dimana perbedaan waktu antara pengakuan dan




pembayaran tidak terlalu lama, misalnya satu minggu, misalnya
terbitnya tagihan listrik yang diverifikasi dan diotorisasi oleh
Pengguna Anggaran melalui Fungsi Akuntansi PPKD pada proses
pengajuan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) maupun pengajuan
Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) dengan pembayaran
tagihan listrik tersebut yang ditandai dengan terbitnya Surat
Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang biasanya jangka waktunya
tidak terlalu lama. Oleh sebab itu ditinjau dari manfaat dan biaya
serta alasan kepraktisan maka transaksi ini akan memberikan
manfaat apabila diakui pada saat pengeluaran kas.

Terkait dengan pengakuan beban pada saat pengeluaran kas dapat
dilakukan pencatatan sesuai dengan dokumen sumbernya.
Tembusan dokumen sumber yang dijadikan dasar pencatatan
dapat berasal dari Bendahara Umum Daerah (BUD)/Kuasa BUD.

Pada saat BUD/Kuasa BUD telah melakukan pembayaran dan
tembusan dokumen telah diterima dan diverifikasi oleh serta
disahkan oleh pengguna anggaran/PPKD, maka akan melakukan
pencatatan atas pembayaran tersebut dengan jurnal seperti di
bawabh ini:

9.1.01.XX Beban

g
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1.1.01.01 Kas di Kas Daerah

Bersamaan dengan pengeluaran kas untuk pembayaran beban
maka melakukan pengakuan terhadap belanja (basis kas) yang
dilakukan dengan jurnal:

5.1.01.XX Belanja XXX

7.3.04.01 Perubahan SAL XXX




Pencatatan ini oleh dilakukan dalam Buku Jurnal dan semua
pencatatan dalam buku jurnal pada setiap periode tertentu
ataupun saat transaksi terjadi (real time) diklasifikasikan sesuai
dengan akunnya dengan melakukan posting dalam Buku Besar.

Terkait dengan pengakuan beban yang dilakukan dengan kondisi
bersamaan dengan pengeluaran kas (basis Kas) maka pada saat
akan dilakukan penyusunan Lapoaran Keuangan harus dilakukan
penyesuaian dan koreksi terhadap Pengeluaran kas yang telah
diakui sebagai beban periode sebelumnya, pengeluaran kas yang
telah diakui sebagai beban belum merupakan kewajiban, dan
beban yang sudah menjadi kewajiban namun belum ada
pengeluaran kas pada periode pelaporan. sehingga akun beban
apat disajikan dengan wajar atau tidak tersaji lebih (overstated)
maupun tersaji kurang (understated).

1) Pengeluaran kas yang telah diakui sebagai beban periode
sebelumnya’

Jika pada periode akuntansi terdapat pengeluaran kas yang
merupakan belanja yang telah diakui sebagai beban dan
mengakui utang pada periode akuntansi sebalumnya,
sedangkan pengeluaran kas tersebut telah dicatat sebagai
beban karena pengakuan bersamaan. Atas transaksi tersebut
harus dilakukan koreksi:

2,1.05.XX Utang Beban XXX

9.1.01.XX Beban XXX

2) Koreksi pengeluaran kas yang telah diakui sebagai beban
belum merupakan kewajiban

Jika pada akhir tahun terdapat beban yang seharusnya belum
merupakan kewajiban pada periode pelaporan yang
bersangkutan namun sudah diakui pada saat pengeluaran kas
karena pengakuan berasmaan maka harus dilakukan koreksi.




Koreksi beban yang belum merupakan kewajiban pada periode
pelaporan yang bersangkutan tersebut dijurnal sebagai berikut:

1.1.06.XX Beban Dibayar Dimuka XXX

9,1.01.XX Beban XXX

3) Penyesuaian Beban yang sudah menjadi kewajiban

Jika pada akhir tahun terdapat beban yang seharusnya sudah
merupakan hak pada tahun anggaran yang bersangkutan meski
pengeluaran kas belum terjadi maka harus dilakukan
penyesuaian.  Pengakuan beban  yang sudah menjadi
kewajiban pada periode akuntansi tersebut dijurnal sebagai

berikut:
9.1.01.XX Beban XXX
2.1.05.XX Utang Beban XXX

Beban diakui setelah pengeluaran kas

Apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi
perbedaan waktu antara penetapan kewajiban daerah dan
pengeluaran kas daerah, dimana penetapan kewajiban daerah
(pengakuan beban) dilakukan setelah pengeluaran kas, maka
kebijakan akuntansi pengakuan beban dapat dilakukan pada saat
barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan.

Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa
dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai
Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai
Beban Dibayar Dimuka {akun neraca).




Terkait dengan pengakuan beban setelah pengeluaran kas dapat
dilakukan pencatatan sesuai dengan perolehan dokumen
sumbernya. Tembusan dokumen sumber yang dijadikan dasar
pencatatan dapat berasal dari Bendahara Umum Daerah
(BUD)/Kuasa BUD,

Pencatatan vyang dilakukan saat pembayaran dilakukan
berdasarkan dokumen sumber yang berasal dari BUD/Kuasa BUD
dilakukan dengan cara melakukan jurnal seperti di bawah ini:

1.1.06.01 Beban Dibayar Dimuka XXX

1.1.01.01 Kas di Kas Daerah XXX

Bersamaan dengan pengeluaran kas vyang dilakukan oleh
BUD/Kuasa BUD, maka juga harus mengakui belanja yang
dilakukan dengan jurnal;

5.1.01.XX Belanja XXX

7.3.04.01 Perubahan SAL XXX

Pada saat pengakuan beban berdasarkan memo jurnal yang
diterbitkan oleh , maka akan melakukan pencatatan dengan jurnal
seperti di bawah ini:

9.1.01.XX Beban XXX

1.1.06.01 Beban Dibayar Dimuka XXX

Terkait dengan prosedur pengakuan beban berdasarkan ketiga kondisi
tersebut, maka beberapa prosedur pengakuan beban yang diuraikan




sesuai dengan beban yang khusus dikelola oleh PPKD dapat diuraikan
sebagai berikut:

a. Beban Bunga

Berdasarkan Dokumen Perjanjian Utang, Fungsi Akuntansi PPKD
membuat bukti memorial terkait pengakuan beban bunga untuk
diotorisasi oleh PPKD. Berdasarkan Bukti memorial tersebut Fungsi
Akuntansi PPKD melakukan pencatatan pengakuan beban dengan
jurnal “Beban Bunga” di debit dan “Utang Bunga” di kredit.

9.1.03.XX Beban Bunga XXX

2.1.02.XX Utang Bunga XXX

Selanjutnya  dilaksanakan proses penatausahaan  untuk
pembayaran beban bunga tersebut mulai dari pengajuan SPP,
pembuatan SPM hingga penerbitan SP2D. Berdasarkan SP2D
tersebut Fungsi Akuntansi PPKD akan mencatat pengeluaran kas
yang juga merupakan penghapusan utang bunga, dengan jurnal
“Utang Bunga” di debit dan "Kas di Kas Daerah” di kredit.

2.1.02.XX Utang Bunga XXX

1.1.01.01 Kas di Kas Daerah XXX

Apabila dilakukan perlakuan akuntansi pengakuan beban bunga
bersamaan dengan pengeluaran kas atas belanja bunga maka
pencatatan dilakukan berdasarkan SP2D Belanja Bunga dengan
jurnal:

9.1.03.XX Beban Bunga XXX

1.1.01.01 Kas di Kas Daerah XXX




Sebagai transaksi realisasi anggaran, juga mencatat belanja dan
melakukan penyesuaian Perubahan SAL melalui jurnal “Belanja
Bunga” di debit dan “Perubahan SAL” di kredit.

5.1.03.XX Belanja Bunga XXX
7.3.04.01 Perubahan SAL XXX
b. Beban Subsidi

Berdasarkan tagihan dari penerima subsidi yang telah
melaksanakan prestasi sesuai persyaratan pemberian subsidi,
menyiapkan bukti memorial terkait pengakuan beban subsidi.
Setelah diotorisasi oleh PPKD, bukti memorial tersebut menjadi
dasar bagi untuk melakukan pengakuan beban dengan jurnal
“Beban Subsidi” di debit dan “Utang Beban Subsidi” di kredit.

9.1.04.XX Beban Subsidi XXX

2.1.05.04 Utang Beban Subsidi XXX

Selanjutnya  dilaksanakan proses penatausahaan  untuk _
pembayaran beban subsidi tersebut mulai dari pengajuan SPP,
pembuatan SPM hingga penerbitan SP2D. Berdasarkan SP2D
tersebut akan mencatat pengeluaran kas yang juga merupakan
penghapusan utang subsidi, dengan jurnal “Utang Beban Subsidi”
di debit dan “Kas di Kas Daerah” di kredit.

2.1.05.04 Utang Beban Subsidi XXX

1.1.01.01 Kas di Kas Daerah
XXX




Apabila dilakukan perlakuan akuntansi pengakuan beban subsidi
bersamaan dengan pengeluaran kas atas belanja subsidi maka
pencatatan dilakukan berdasarkan SP2D Belanja Subsidi dengan
jurnal:

9.1.03.XX Beban Subsidi XXX

1.1.01.01 Kas di Kas Daerah
XXX

Sebagai transaksi realisasi anggaran, juga mencatat belanja dan
melakukan penyesuaian Perubahan SAL melalui jurnal “Belanja
Subsidi” di debit dan “Perubahan SAL" di kredit.

5.1.04.XX Belanja Subsidi XXX
7.3.04,01 Perubahan SAL XXX
. Beban Hibah

PPKD dan Pemerintah Daerah Lain/PD/Masyarakat/Ormas
bersama-sama melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian
Hibah Daerah (NPHD). Pengakuan beban hibah sesuai NPHD
dilakukan saat penandatangan perjanjian, meskipun harus
dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran hibah. Namun
demikian timbulnya kewajiban/beban atas transaksi tersebut
dapat ditentukan berdasarkan NPHD. Untuk itu, mencatat
pengakuan beban hibah dan kas dengan jurnal “Beban Hibah” di
debit dan “Utang Beban Hibah” di kredit.

9.1.05.XX Beban Hibah XXX

2.1.05.XX Utang Beban Hibah
XXX




Selanjutnya  dilaksanakan proses penatausahaan  untuk
pembayaran beban subsidi tersebut mulai dari pengajuan SPP,
pembuatan SPM hingga penerbitan SP2D. Berdasarkan SP2D
tersebut akan mencatat pengeluaran kas yang juga merupakan
penghapusan utang subsidi, dengan jurnal “Utang Beban Hibah” di
debit dan “Kas di Kas Daerah” di kredit,

2.1.05.XX Utang Beban Hibah XXX

1.1.01.01 Kas di Kas Daerah XXX

Apabila dilakukan perlakuan akuntansi pengakuan beban hibah
bersamaan dengan pengeluaran kas atas belanja hibah maka
pencatatan dilakukan berdasarkan SP2D Belanja Hibah dengan
jurnal:

9.1.03.XX Beban Hibah XXX

1.1.01.01 Kas di Kas Daerah
XXX

Sebagai transaksi realisasi anggaran, juga mencatat belanja dan
melakukan penyesuaian Perubahan SAL melalui jurnal “Belanja
Hibah” di debit dan “Perubahan SAL” di kredit.

5.1.05.XX Belanja Hibah XXX

7.3.04.01 Perubahan SAL XXX

. Beban Bantuan Sosial

Realisasi Beban Bantuan Sosial dilakukan melalui proses
penatausahaan yang dimulai dari pengajuan SPP, pembuatan SPM
hingga penerbitan SP2D. Berdasarkan SP2D tersebut, akan




mencatat pengakuan beban terkait dengan jurnal “Beban Bantuan
Sosial” di debit dan “Kas di Kas Daerah” di kredit.

9,1.06.XX . Beban Bantuan Sosial XXX

1.1.01.01 Kas di Kas Daerah XXX

Sebagai transaksi realisasi anggaran, juga mencatat belanja dan
melakukan penyesuaian Perubahan SAL melalui jurnal “Belanja
Bantuan Sosial” (sesuai rincian obyek terkait) di debit dan
“Perubahan SAL” di kredit.

5.1.06.XX Belanja Bantuan Sosial XXX

7.3.04.01 Perubahan SAL XXX

Akuntansi Akuntansi Transfer PPKD
Pihak Terkait

b.

PPKD selaku Pengguna Anggaran

Dalam Kegiatan ini Pengguna Anggaran bertugas memberikan
persetujuan atas pengeluaran transfer yang harus dilakukan
setelah mendapatkan verifikasi .

BUD/Kuasa BUD
Dalam kegiatan ini, BUD memiliki tugas:

1) menyiapkan SP2D atas transaksi yang terkait dengan proses
pelaksanaan transfer;

2) memberikan SP2D tembusan kepada sebagai dasar pencatatan
transaksi keuangan;

3) membukukan dalam pembukuan BUD/Kuasa BUD terkait
dengan tata usaha keuangan.




¢. Fungsi Akuntansi PPKD
Dalam kegiatan ini, Fungsi Akuntansi PPKD memiliki tugas sebagai
berikut :
1) Menerima tembusan SP2D transaksi dari BUD/Kuasa BUD;
2) Membuat memo jurnal atas transaksi transfer berdasarkan
tembusan SP2D yang diberikan oleh BUD/Kuasa BUD;
3) Melakukan verifikasi dokumen penatausahan terkait
pengeluaran transfer sebelum disetujui oleh PPKD;
4) Mencatat transaksi-transaksi transfer berdasarkan memo
jurnal;
5 Memposting jurnal-jurnal ke dalam buku besarnya masing-
masing;
6) Menyusun Laporan Keuangan dan Catatan Atas Laporan
Keuangan.
Prosedur Akuntansi
Prosedur Akuntansi untuk transaksi transfer dapat diuraikan sebagai
berikut:
a. BUD mendapatkan bukti persetujuan atau SPM atas pengeluaran

b.

o

g

transfer; :

BUD menyiapkan dokumen terkait atau SP2D untuk melakukan
pembayaran atas transfer dan menyerahkan tembusan bukti
persetujuan transfer kepada ;

BUD melakukan pembayaran transfer dan menyerahkan SP2D
tembusan atas bukti pembayaran transfer kepada Fungsi
Akuntansi PPKD;

. Fungsi Akuntansi PPKD membuat memo jurnal berdasarkan

dokumen sumber yang disampaikan oleh BUD yang berupa
tembusan;

. melakukan pencataatan dalam jurnal sesuai dengan memo jurnal;

melakukan posting ke Buku Besar;

. menyusun Laporan Keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan,




Dokumen Sumber

Peraturan Menteri Keuangan

F o

Peraturan Presiden

Peraturan Kepala Daerah

a o

Surat Tagihan dari Pihak yang akan mendapatkan transfer

Bukti Memaorial

oo

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Nota Perjanjian Transfer
Nota Debit Bank

= @

Dokumen Transfer Lainnya

Pencatatan Transaksi

Transfer yang dilakukan oleh pemerintah daerah merupakan transfer
pendapatan bagi hasil pendapatan dan transfer bantuan keuangan
kepada daerah otonom di bawahnya seperti kabupaten/kota serta
pemerintah desa di wilayah provinsi.

Berdasarkan surat ketetapan tentang transfer yang terkait, membuat
bukti memorial terkait pengakuan beban transfer untuk diotorisasi

oleh PPKD. Berdasarkan bukti memorial tersebut  melakukan
pencatatan pengakuan beban dengan jurnal “Beban transfer” di debit
dan “Utang Beban Transfer” di kredit.

9.2.XX.XX Beban Transfer XXX

2.1.05.07 Utang Beban Transfer XXX

Selanjutnya dilaksanakan proses penatausahaan untuk pembayaran
beban transfer tersebut mulai dari pengajuan SPP, pembuatan SPM
hingga penerbitan SP2D. Berdasarkan SP2D tersebut akan mencatat
pengeluaran kas yang juga merupakan penghapusan utang beban




transfer, dengan jurnal “Utang beban transfer” di debit dan “Kas di
Kas Daerah” di kredit.

2.1.05.07 Utang Beban Transfer XXX

1.1.01.01 Kas di Kas Daerah XXX

Apabila dilakukan perlakuan akuntansi pengakuan beban transfer
‘bersamaan dengan pengeluaran kas atas transfer maka pencatatan
dilakukan berdasarkan SP2D Belanja Transfer dengan jurnal:

9.2.XX.XX Beban Transfer XXX

1.1.01.01 Kas di Kas Daerah
XXX

Sebagai transaksi realisasi anggaran, juga mencatat Transfer dan
melakukan penyesuaian Perubahan SAL melalui jurnal “Transfer” di
debit dan “Perubahan SAL” di kredit.

6. XX.XX.XX Transfer XXX

7.3.04.01 Perubahan SAL XXX

Akuntansi Pembiayaan PPKD
Pihak Terkait
a. Fungsi Akuntansi PPKD

Fungsi Akuntansi PPKD bertugas melakukan pencatatan atas
transaksi pembiayaan yang terjadi baik penerimaan pembiayaan
maupun pengeluaran pembiayaan berdasarkan dokumen sumber
transaksi yang diterimanya maupun bukti memorial yang
diterbitkan serta menyusun Laporan Keuangan PPKD.




b. PPKD

PPKD berwenang memberikan persetujuan atas pengeluaran
pembiayaan dan otorisasi atas penerimaan pembiayaan sesuai
dengan peraturan yang berlaku.

BUD/Kuasa BUD

BUD/Kuasa BUD bertugas melakukan fungsi mengadministrasi
transaksi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan,
sehingga BUD memiliki tugas menyiapkan dokumen transaksi
untuk pencatatan akuntansi oleh Fungsi Akuntansi PPKD yang
sebelumnya disahkan oleh Kepala SKPKD.

Prosedur Akuntansi

a.

PPKD menyetujui pengeluaran pembiayaan serta melakukan
persetujuan atas penerimaan pembiayaan sesuai dengan
kelengkapan dokumen yang sudah diverifikasi oleh ;

Berdasarkan dokumen tersebut maka BUD/Kuasa BUD akan
melakukan penerimaan pembiayaan sesuai dengan dokumen
penyetorannya serta memberikan tembusannya dokumennya
kepada Fungsi Akuntansi PPKD;

Fungsi Akuntansi PPKD akan mencatat transaksi tersebut dalam
catatan akuntansi berdasarkan dokumen tembusan yang
diterimanya.

Dokumen Sumber

mFm P Aan T

Dokumen Penerimaan pembayaran utang
Dokumen penjualan investasi

Bukti penerimaan pinjaman dari Bank
Dokumen penerimaan kembali dana bergulir
Peraturan Daerah terkait transaksi pembiayaan
Naskah Perjanjian Kredit

Nota Kredit Bank

Bukti Memorial

Dokumen Pembiayaan Lainnya




Pencatatan Transaksi
a. Penerimaan Pembiayaan

Akuntansi penerimaan pembiayaan PPKD pada dasarnya
merupakan akuntansi yang tidak berdiri sendiri. Akuntansi
penerimaan pembiayaan ini melekat pada pencatatan transaksi
lainnya khususnya penerimaan kas dari transaksi aset nonlancar
dan kewajiban jangka panjang. Akuntansi ini akan menjadi sebuah
jurnal komplementer yang melengkapi jurnal transaksi pelepasan
investasi, transaksi penerimaan utang dan transaksi lainnya yang
sejenis.

Fungsi Akuntansi PPKD mencatat penerimaan pinjaman dari bank
atau lembaga keuangan dengan jurnal “Kas di Kas Daerah” di debit
dan “Kewajiban Jangka Panjang” di kredit.

1.1.01.01 Kas di Kas Daerah XXX

2.2.XX.XX Kewajiban Jangka Panjang XXX

Berdasarkan transaksi di atas, Fungsi Akuntansi PPKD juga akan
mencatat jurnal “Perubahan SAL” di debit dan “Penerimaan
Pembiayaan” di kredit.

7.3.04.01 Perubahan SAL XXX

7.1.XX.XX Penerimaan Pembiayaan XXX

b. Pengeluaran Pembiayaan

Sama halnya dengan akuntansi penerimaan pembiayaan PPKD,
akuntansi pengeluaran pembiayaan PPKD pada dasarnya juga
merupakan akuntansi yang tidak berdiri sendiri. Akuntansi
pengeluaran pembiayaan ini melekat pada pencatatan transaksi
lainnya khususnya pengeluaran kas atas transaksi aset nonlancar




dan kewajiban jangka panjang. Akuntansi ini akan menjadi sebuah
jurnal komplementer yang melengkapi jurnal transaksi perolehan
investasi, transaksi pembayaran utang dan transaksi lainnya yang
sejenis.

Fungsi Akuntansi PPKD mencatat pembayaran pokok pinjaman
dari bank atau lembaga keuangan dengan jurnal “Kewajiban
Jangka Panjang” di debit dan “Kas di Kas Daerah” di kredit

2.2.XX.XX Kewajiban Jangka Panjang XXX

1.1.01.01 Kas di Kas Daerah XXX

Fungsi Akuntansi PPKD akan mencatat berdasarkan Bukti
Memorial yang telah diotorisasi PPKD dengan jurnal “Penerimaan
Pembiayaan” di debit dan “Perubahan SAL” di kredit.

7.2.XX.XX Pengeluaran Pembiayaan XXX

7.3.04.01 Perubahan SAL XXX

Akuntansi Aset dan Investasi PPKD

Aset yang dimiliki oleh PPKD adalah Aset berupa Kas di Kas Daerah,
Piutang dari Pendapatan Transfer, Investasi Jangka Pendek, Investasi
Jangka panjang, dan beberapa jenis dari kategori Aset Lainnya.

Pihak Terkait
a. Fungsi Akuntansi PPKD

Fungsi Akuntansi PPKD bertugas melakukan pencatatan atas
transaksi Aset yang dikelola oleh PPKD berdasarkan dokumen yang
diperoleh maupun bukti memorial yang diterbitkan serta
menyusun Laporan Keuangan PPKD.




b. PPKD

PPKD memberikan pengesahan/otorisasi atas setiap transaksi Aset
di unitnya.

¢. BUD/Kuasa BUD
BUD/Kuasa BUD bertugas mengeluarkan Kas dari Kas Daerah dan
dan menerima kas/menatausahakan dari hasil penyertaan modal
serta memberikan tembusan dokumen kepada .

Prosedur Akuntansi

a. PPKD menandatangani SP2D atas pengeluaran pembiayaan
berdasarkan kesepakatan dan perencanaan mengenai penyertaan
modal atau investasi yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah
berdasarkan dokumen perjanjian yang ada dan memberikan
otorisasi/disposisi mengenai penambahan penyertaan modal atau
investasi lainnya. '

b. BUD/Kuasa BUD berdasarkan dokumen SP2D mengeluarkan Kas
dari Kas Daerah dan dan menerima kas/menatausahakan dari hasil
penyertaan modal serta memberikan tembusan dokumen kepada
Fungsi Akuntansi PPKD.

c. Fungsi Akuntansi PPKD melakukan pencatatan berdasarkan
dokumen yang diterima dari BUD/Kuasa BUD.

" d. Pada akhir periode akuntansi Fungsi Akuntansi PPKD melakukan
penyesuaian atas investasi yang dimiliki berdasarkan prinsip dan
kebijakan akuntansi yang berlaku.

e. Fungsi Akuntansi PPKD membuat seluruh pencatatan akuntansi
dan menyiapkan Laporan Keuangan PPKD.

Dokumen Sumber

a. Berita Acara/Surat Penyertaan Investasi

b. Berita Acara Penyertaan Modal dan sejenisnya

¢. Berita Acara/Surat Pembagian Deviden atas penyertaan Modal

d. Perjanjian Kemitraan dengan Pihak Ketiga




Ty @m o

—

Bukti Kepemilikan Aset Tidak Berwujud
Sertifikat SBI

Sertifikat Deposito

Sertifikat Saham/Obligasi

Sertifikat SUN

Bukti Memorial

Pencatatan Transaksi

a. Perolehan Investasi

1)

2)

Perolehan Investasi (Investasi Jangka Pendek)

Ketika Pemerintah Daerah melakukan pembentukan Investasi
Jangka Pendek, akan mengakui adanya penambahan aset
lancar berupa investasi jangka pendek dengan mencatat jurnal
“Investasi Jangka Pendek” di debit dan “Kas di Kas Daerah” di
kredit.

1.1.02.XX__Investasi Jangka Pendek ..... XXX
1,1.01.01 _ KasdiKas Daerah XXX

Perolehan Investasi (Investasi Jangka Panjang)

Perolehan investasi dicatat ketika penyertaan modal dalam
peraturan daerah dieksekusi. Pencatatan dilakukan oleh
berdasarkan SP2D LS vyang menjadi dasar pencairan
pengeluaran pembiayaan untuk investasi tersebut. mencatat
jurnal “Investasi Jangka Panjang” di debit dan “Kas di Kas
Daerah” di kredit.

1,2.01.XX Investasi Jangka Panjang ..... XXX

1.1.01.01 Kas di Kas Daerah
XXX




Sebagai transaksi realisasi anggaran, juga mencatat pengeluaran
pembiayaan dan melakukan penyesuaian Perubahan SAL melalui
jurnal “Pengeluaran Pembiayaan” di debit dan “Perubahan SAL” di

kredit.
7.2 XX.XX Pengeluaran Pembiayaan XXX
7.3.04.01 Perubahan SAL XXX

1)

2)

. Hasil Investasi

Hasil Investasi Jangka Pendek

Hasil investasi jangka pendek berupa pendapatan bunga.
Pendapatan bunga ini biasanya diperoleh bersamaan dengan
pelepasan investasi jangka pendek tersebut, sehingga
pembahasannya akan digabungkan ke bagian Pelepasan
Investasi,

Hasil Investasi Jangka Panjang

a) Metode Biaya
Dalam metode biaya, keuntungan perusahaan tidak
mempengaruhi investasi yang dimiliki pemerintah daerah.
pemerintah daerah hanya menerima dividen yang
dibagikan oleh perusahaan. Berdasarkan pengumuman
pembagian dividen yang dilakukan oleh perusahaan
investee, PPKD dapat mengetahui jumlah dividen yang akan
diterima pada periode berjalan. Selanjutnya akan
menjurnal pengakuan dividen yang akan diterima dengan
mencatat “Piutang Lainnya” di debit dan “Pendapatan Hasil

Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO” di
kredit.




1.1.04.XX Piutang Lainnya XXX

8.1.03.XX Pendapatan Hasil Pengelolaan XXX
Kekayaan Daerah yang Dipisahkan -
LO

Pada saat perusahaan investee membagikan dividen tunai
kepada pemerintah daerah, Fungsi Akuntansi PPKD
mencatat

1.1.01.01 Kas di Kas Daerah XXX

1.1.04.XX Piutang Lainnya XXX

Karena merupakan transaksi realisasi anggaran, juga
mencatat pendapatan LRA dan melakukan penyesuaian
Perubahan SAL melalui jurnal “Perubahan SAL” di debit dan
“pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
dipisahkan — LRA” di kredit.

7.3.04.01 Perubahan SAL XXX
4.1.03.XX Pendapatan Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - XXX
LRA

b) Metode Ekuitas

Berdasarkan Laporan Keuangan Perusahaan, PPKD dapat
mengetahui jumlah keuntungan perusahaan pada periode
berjalan. Dalam metode ekuitas, keuntungan yang
diperoleh perusahaan akan mempengaruhi jumlah investasi
yang dimiliki pemerintah daerah. akan menjurnal




keuntungan dengan mencatat “Investasi” di debit dan
“Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
dipisahkan— LO” di kredit.

1.2.XX.XX Investasi ..... XXX

8.1.03.XX Pendapatan Hasil Pengelolaan
Kekayaan XXX

Daerah yang Dipisahkan - LO

Pada saat perusahaan membagikan dividen, akan mencatat
penerimaan dividen tersebut dengan menjurnal “Kas di Kas
Daerah” di debit dan “Investasi” di kredit.

1.1.01.01 ‘Kas di Kas Daerah XXX

1.2. XX XX Investasi ..... XXX

Karena merupakan transaksi realisasi anggaran, juga
mencatat pendapatan LRA dan melakukan penyesuaian
Perubahan SAL melalui jurnal “Perubahan SAL” di debit dan
“ Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
dipisahkan — LRA”,

7.3.04.01 Perubahan SAL XXX

4.1.03.XX Pendapatan Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerahyang Dipisahkan-  xxx
LRA




¢) Metode Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan

Ketika pendapatan bunga dari investasi jangka panjang
(misal pendapatan bunga dari dana bergulir) telah diterima,
akan menjurnal pendapatan tersebut dengan mencatat
“kas di Kas Daerah” di debit dan “Pendapatan Bunga - LO”

di kredit.
1.1.01.01 Kas di Kas Daerah XXX
8.1.04.XX Pendapatan Bunga — LO XXX

Karena merupakan transaksi realisasi anggaran, juga
mencatat pendapatan LRA dan melakukan penyesuaian
Perubahan SAL melalui jurnal “Perubahan SAL” di debit dan
“pendapatan Bunga — LRA” di kredit.

7.3.04.01 Perubahan SAL XXX

4.1.04.XX Pendapatan Bunga — LRA XXX

¢. Pelepasan Investasi
1) Pelepasan Investasi Jangka Pendek

Dalam pelepasan investasi jangka pendek, berdasarkan
Dokumen Transaksi yang dimiliki PPKD, mencatat pelepasan
dan hasil dari investasi jangka pendek dengan menjurnal “Kas
di Kas Daerah” di debit serta “Pendapatan Bunga” dan
“Investasi Jangka Pendek” di kredit.

1.1.01.01 Kas di Kas Daerah XXX

8.1.04.XX Pendapatan bunga — LO XXX

1.1.02.XX Investasi Jangka Pendek XXX




2)

Karena merupakan transaksi realisasi anggaran, juga mencatat
pendapatan LRA dan melakukan penyesuaian Perubahan SAL
melalui jurnal “Perubahan SAL” di debit dan “Pendapatan
Bunga” di kredit,

7.3.04.01 Perubahan SAL XXX

4.1.04.XX Pendapatan Bunga — LRA XXX

Pelepasan Investasi Jangka Panjang

Dalam pelepasan investasi jangka panjang misalnya saham,
berdasarkan Dokumen Transaksi yang dimiliki PPKD, mencatat
pelepasan investasi. Apabila nilai kas yang diterima lebih besar
dari nilai perolehan investasi, menjurnal “Kas di Kas Daerah” di
debit serta “Surplus Investasi Jangka Panjang” dan “Investasi
Jangka Panjang” di kredit.

1.1.01.01 Kas di Kas Daerah XXX

8.4.01.01 Surplus Investasi Jangka Panjang XXX

1.2.XX.XX Investasi Jangka Panjang XXX

Karena merupakan transaksi realisasi anggaran, juga mencatat
penerimaan pembiayaan dan melakukan penyesuaian
Perubahan SAL melalui jurnal “Perubahan SAL” di debit dan
“Penerimaan Pembiayaan” di kredit sebesar nilai kas yang
diterima.

7.3.04.01 Perubahan SAL XXX

7.1.06.XX Penerimaan Pembiayaan XXX




d. Penyisihan Piutang

Terdapat kemungkinan adanya piutang dari pendapatan yang tidak
dapat ditagih karena peraturan perundang-undangan maupun
karena suatu kejadian yang terjadi pada pihak ketiga sehingga
tidak memungkinkan untuk dilakukan penagihan (force majeur)
serta kejadian lainnya. Jika hal ini terjadi maka Fungsi Akuntansi
PPKD berdasarkan bukti memorial dan persentase penyisihan
piutang yang ditetapkan maka akan dibuat jurnal sebagai berikut:

1.1.05.XX Penyisihan Piutang ... XXX

1.1.03.XX Piutang
XXX

Akuntansi Kewajiban PPKD
Pihak Terkait
a. Fungsi Akuntansi PPKD

Fungsi Akuntansi PPKD bertugas melakukan pencatatan atas
transaksi kewajiban yang terjadi serta menatausahakannya sesuai
dengan peraturan yang berlaku.

b. BUD/Kuasa BUD

BUD/Kuasa BUD melakukan tugas menerima dokumen dan
melakukan pembayaran atas transaksi kewajiban yang telah jatuh
tempo dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (sP2D)
dan disahkan oleh PPKD.

c. PPKD

PPKD mempunyai tugas memberikan otorisasi atas perjanjian
utang dan pembayaran utang/kewajiban yang akan dilakukan oleh
BUD/Kuasa BUD. -




Prosedur Akuntansi

a.

BUD/Kuasa BUD menerima dokumen mengenai perjanjian utang
maupun pembayaran utang, BUD menatausahakan ataupun
mengeluarkan uang untuk pembayaran utang setelah mendapat
persetujuan dari PPKD dan memberikan tembusan dokumennya
kepada Fungsi Akuntansi PPKD.

PPKD memberikan persetujuan untuk pengakuan utang maupun
pembayaran utang berdasarkan dokumen yang diterima.

Fungsi Akuntansi PPKD melakukan pencatatan akuntansi atas
timbulnya utang maupun pembayaran utang berdasarkan
dokumen sumber yang diterima.

Fungsi Akuntansi PPKD menatausahakan dan membuat
penyesuaian pada akhir periode akuntansi atas utang yang dimiliki.

Fungsi Akuntansi PPKD melakukan pencatatan seluruh transaksi
dan menyiapkan Laporan Keuangan PPKD.

Dokumen Sumber

e.

a. Nota Kredit dari Bank
b.

c.
d.

Dokumen Perjanjian Utang
Bukti Memorial

Surat Pernyataa.n Utang
Surat Pembayaran Utang

Pencatatan Transaksi

Penerimaan Utang

Berdasarkan Nota Kredit yang menunjukkan telah masuknya
penerimaan pembiayaan ke rekening kas daerah, Fungsi
Akuntansi PPKD mengakui adanya kewajiban jangka panjang




dengan mencatat jurnal “Kas di Kas Daerah” di debit dan
“Kewajiban Jangka Panjang (sesuai rincian objek terkait)” di kredit.

1.1.01.01 Kas di Kas Daerah XXX

2.2.XX.XX Kewajiban Jangka Panjang ..... XXX

Karena merupakan transaksi realisasi anggaran, Fungsi Akuntansi
PPKD juga mencatat penerimaan pembiayaan dan melakukan
penyesuaian Perubahan SAL melalui jurnal “perubahan SAL” di
debit dan “Penerimaan Pembiayaan” di kredit.

7.3.04.01 Perubahan SAL XXX

7.1.06.XX Penerimaan Pembiayaan XXX

. Pembayaran Kewajiban

Realisasi pembayaran kewajiban dilakukan melalui proses
penatausahaan yang dimulai dari pengajuan SPP, pembuatan SPM
hingga penerbitan SP2D. Berdasarkan SP2D tersebut, Fungsi
Akuntansi PPKD akan mencatat penghapusan kewajiban terkait
dengan jurnal “Kewajiban Jangka Panjang (sesuai rincian objek
terkait)” di debit dan “Kas di Kas Daerah” di kredit.

2.2.XX.XX Kewajiban Jangka Panjang XXX

1.1.01.01 Kas di Kas Daerah XXX

Karena merupakan transaksi realisasi anggaran, Fungsi Akuntansi
PPKD juga mencatat pengeluaran pembiayaan dan melakukan
penyesuaian Perubahan SAL melalui jurnal  “Pengeluaran
Pembiayaan” di debit dan “Perubahan SAL” di kredit.

7.2.XX.XX Pengeluaran Pembiayaan XXX




C.

7.3.04.01 Perubahan SAL XXX

Reklasifikasi Utang

Berdasarkan Dokumen Perjanjian Utang, Fungsi Akuntansi PPKD
menyiapkan bukti memorial terkait pengakuan bagian utang
jangka panjang yang harus dibayar tahun ini. Setelah diotorisasi
oleh PPKD, bukti memorial tersebut menjadi dasar bagi Fungsi
Akuntansi PPKD untuk melakukan pengakuan reklasifikasi dengan
jurnal “Kewajiban Jangka Panjang” di debit dan “Bagian Lancar
Utang Jangka Panjang” di kredit,

2.2 XX.XX Kewajiban Jangka Panjang XXX

1.1.04.XX Bagian Lancar Utang Jangka
Panjang XXX

Jurnal Koreksi dan Penyesuaian PPKD
Pihak Terkait

Fungsi Akuntansi PPKD

Fungsi Akuntansi PPKD mempunyai tugas melakukan pencatatan
atas setiap transaksi koreksi dan penyesuaian yang harus dilakukan
baik pada saat kesalahan ditemukan maupun pada akhir periode
akuntansi.

PPKD

PPKD memberikan persetujuan atas koreksi dan penyesuaian yang
dilakukan.

Prosedur Akuntansi

a.

Fungsi Akuntansi PPKD menerima dokumen sumber dari pihak lain
yang berakibat terjadinya koreksi, ataupun karena sifat




transaksinya menerbitkan bukti memorial untuk melakukan
koreksi,

Atas persetujuan dari PPKD, maka Fungsi Akuntansi PPKD
melakukan koreksi atas transaksi yang terjadi. Koreksi dapat
dilakukan pada saat kesalahan ditemukan maupun pada akhir
periode akuntansi sebelum penyusunan Laporan Keuangan.

Fungsi Akuntansi PPKD pada akhir periode akuntansi melakukan
penyesuaian atas transaksi yang terjadi berdasarkan bukti
memorial yang diterbitkan agar Laporan Keuangan dapat disajikan
dengan wajar (tidak lebih saji/overstated maupun kurang
saji/understated).

Dokumen Sumber

a.
b.
i
d.

Pencatatan Transaksi
da.

Bukti Memorial

Dokumen atau bukti koreksi

Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Penghapusan Piutang
Dokumen lainnya

Koreksi kesalahan pencatatan
Untuk melakukan koreksi atas terjadinya kesalahan pencatatan,

berdasarkan dokumen atau bukti koreksi terkait, Fungsi Akuntansi
PPKD membuat bukti memorial terkait koreksi kesalahan
pencatatan. Selanjutnya bukti memorial tersebut diotorisasi oleh
PPKD dan kemudian digunakan sebagai dasar untuk membuat
koreksi atas jurnal yang salah catat tersebut. Misal, transaksi
beban/belanja hibah dicatat pada beban/belanja subsidi. Untuk
melakukan koreksi atas kesalahan tersebut, akan menjurnal
“geban Hibah” di debit dan “Beban Subsidi” di kredit.

9,1.05.XX Beban Hibah XXX

9,1.04.XX Beban Subsidi XXX




Selain itu, pada saat bersamaan Fungsi Akuntansi PPKD juga perlu
mencatat koreksi belanja dengan menjurnal “Belanja Hibah” di
debit dan “Belanja Subsidi” di kredit.

5.1.05.XX Belanja Hibah XXX

5.1.04.XX Belanja Subsidi XXX

. Beban Penyisihan Piutang

Dalam metode penyisihan (Allowance method), setiap akhir tahun
berdasarkan Laporan Neraca atau Laporan golongan umur piutang
pemerintah daerah akhir periode, Fungsi Akuntansi PPKD akan
membuat cadangan piutang tak tertagih. Fungsi Akuntansi PPKD
akan mencatat jurnal “Beban Penyisihan Piutang” di debit dan
“Penyisihan Piutang...” di kredit.

9.1.08.XX Beban Penyisihan Piutang XXX

1.1.05.XX Penyisihan Piutang ... XXX

Pada saat terbit Surat Keputusan Kepala Daerah tentang
Penghapusan Piutang, maka Fungsi Akuntansi PPKD akan
menghapus piutang yang sudah nyata-nyata tidak dapat tertagih
itu dengan jurnal “Penyisihan Piutang ...” di debit dan “Piutang” di
kredit,

1.1.05.XX Penyisihan Piutang ... XXX

1.1.03.XX Piutang XXX




Jurnal, Buku Besar, dan Neraca Saldo
4, Jurnal

Sebagai entitas akuntansi, PPKD melakukan proses akuntansi yang
dimulai dari pencatatan transaksi hingga penyusunan dan penyajian
Laporan Keuangan. Transaksi-transaksi tersebut dicatat oleh Fungsi
Akuntansi PPKD sesuai dengan dokumen transaksinya menggunakan
Memo Jurnal ke dalam buku jurnal. Format Memo Jurnal dan Buku
Jurnal yang digunakan adalah sebagai berikut:

PEMERINT AH PROVINSI PAPUA BARAT
MEMO JURNAL
Tahun Anggaran
SKPD : BadanPengebl Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
Kode Perkdraan Deskripsl Perkiraan Jumizh Debet | Jumiah Kredit
Keterang :
Bukt Lt Nomo Tangaal
1.
2.
"3,
Dicatat Oleh : Disetujul : Audior

Dari Memo Jurnal kemudian dibukukan dalam Buku Jurnal dengan
format sebagai berikut:




PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

BUKU JURNAL
Periode : 1 Januarls.d, 31 Desenber 200X
Urusan M Urusan Wajib
Bidang 11,20 Otonoml Daerah, Pemerintahan Urum, Adiministras! Keuangan Daer,
Unit Organisas) 1 1. 20.05 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)

Sub Unit Organisasi 11, 20,05, 0: BPKAD (PPKD)

Mo TANGGAL NO.BUKTI REKENING URAIAN |[REF DEBET KREDIT

JUMLAH

Fungsi Aluntansl PPKD
(tanda tangan)
(nama lenglap)

NIP

5. Buku Besar

Tahapan selanjutnya setelah pencatatan transaksi melalui jurnal
adalah posting ke buku besar. Dalam tahap ini, Fungsi Akuntansi PPKD
mem-posting atau memindahkan setiap akun beserta jumlahnya dari
buku jurnal ke buku besar masing-masing akun. Format buku besar
yang digunakan adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

BUKU BESAR
Perlode : 1 Januaris.d. 31 Desember 20%1
Urusan 1 Urusan Wajb
Bidang 11,20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Urmum, Adrinistras] Keuangan Daerah, Per
Unit Organisas] 11.20.05 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
Sub Unit Organisasl 2 1.20.05. 02 BPKAD (PPKD)

Kode Rekening Buku Besar 1 1.1.3
Nama Rekening Buku Besar :  Pltang
No TANGGAL URAIAN DEBET MREDIT SALDO

JUMLAH




6. Neraca Saldo

Pada setiap akhir periode akuntansi atau sesaat sebelum penyusunan
laporan keuangan, Fungsi Akuntansi PPKD menyusun Neraca Saldo
atau Daftar Saldo Buku Besar.Neraca Saldo adalah suatu daftar yang
berisi seluruh kode rekening beserta saldonya pada tanggal tertentu.
Format Neraca Saldo atau Daftar Saldo Buku Besar yang digunakan
adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH PROVINST PAPUA BARAT

SALDO BUKU BESAR
per 31 Desember 20X1
Urusan Pemerintahan ¢ 1.20 Urusan Wajib Otonorr Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Unit Organisasi $1.20.05 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
Sub Unit Organisasi 1 1.20.05. 0i BPKAD (PPKD)
i
KODE REKENING URAIAN DEBET KREDIT
JUMLAH

Penyusunan Laporan Keuangan PPKD

Laporan Keuangan yang dihasilkan pada tingkat PPKD dihasilkan melalui
proses akuntansi lanjutan yang dilakukan oleh Fungsi Akuntansi PPKD.
Jurnal dan posting yang telah dilakukan terhadap transaksi keuangan
menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan.




Dari 7 Laporan Keuangan wajib yang terdapat dalam PP 71/2010,
terdapat 5 Laporan Keuangan yang dibuat oleh PPKD, yaitu:

1.
2. Neraca;

3. Laporan Operasional (LO);

4,

5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan

. Pihak-Pihak Terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur penyusunan laporan
keuangan adalah:

bl

Fungsi Akuntansi PPKD

Fungsi Akuntansi PPKD melakukan penyusunan atas Laporan
Keuangan.

. Pengguna Anggaran

Pengguna Anggaran akan melakukan otorisasi dan melaporkan
Laporan Keuangan-nya sebagai entitas akuntansi untuk dapat
dikonsolidasikan di entitas pelaporan.

. Prosedur penyusunan Laporan Keuangan

Membuat Neraca Saldo

Fungsi Akuntansi PPKD melakukan rekapitulasi saldo-saldo buku
besar menjadi neraca saldo atau daftar saldo buku besar.

Membuat Jurnal Koreksi dan Penyesuaian PPKD

Fungsi Akuntansi PPKD membuat jurnal penyesuaian.jurnal ini
dibuat dengan tujuan melakukan penyesuaian atas saldo pada
akun-akun tertentu dan pengakuan atas transaksi-transaksi yang
bersifat akrual.Jurnal penyesuaian tersebut diletakkan dalam
kolom “Penyesuaian” yang terdapat pada Kertas Kerja.




Jurnal koreksi dan penyesuaian yang diperlukan antara lain
digunakan untuk:

1. Koreksi kesalahan/Pemindahbukuan

2. Pencatatan jurnal yang belum dilakukan

3. Pencatatan piutang, persediaan dan atau aset lainnya pada
akhir tahun

Penjelasan atas jurnal koreksi tersebut dapat diuraikan sebagai

berikut:

5) Koreksi kesalahan pencatatan

Untuk melakukan koreksi atas terjadinya kesalahan
pencatatan, Fungsi Akuntansi PPKD akan membuat bukti
memorial yang akan diotorisasi oleh Pengguna Anggaran.
Berdasarkan bukti memorial yang telah diotorisasi, Fungsi
Akuntansi PPKD langsung membuat pembetulan atas jurnal
yang salah catat tersebut. Misalnya, transaksi beban/belanja
hibah dicatat pada beban/belanja subsidi. Untuk melakukan
koreksi atas kesalahan tersebut, menjurnal “Beban Hibah” di
debit dan “Beban Subsidi” di kredit.

9,1.05.XX Beban Hibah XXX

9.1.04.XX Beban Subsidi XXX

Karena merupakan transaksi realisasi anggaran, juga mencatat
koreksi belanja dan melakukan penyesuaian Perubahan SAL
dengan menjurnal “Belanja Hibah” di debit dan “Belanja
Subsidi” di kredit.

5.1.05.XX Belanja Hibah XXX

5.1.04.XX Belanja Subsidi XXX




.
)

6) Penyesuaian Beban Penyisihan Piutang

Pemerintah Daerah perlu membuat jurnal penyesuaian pada
akhir periode untuk transaksi yang diperkirakan tidak dapat
tertagih pada periode akuntansi. Sesuai dengan metode
penyisihan piutang maka piutang yang tidak tertagih akan
menjadi beban pada periode akuntansi. Fungsi Akuntansi
PPKD akan mencatat penyesuaian tersebut dengan jurnal
“Beban Penyisihan Piutang” di debit dan “Penyisihan Piutang”
di kredit pada buku jurnal.

9.1.08.XX Beban Penyisihan Piutang XXX

1.1.05.XX Penyisihan Piutang ... XXX

Membuat Neraca Saldo Setelah Penyesuaian

Berdasarkan jurnal penyesuaian yang telah dibuat Fungsi
Akuntansi PPKD melakukan penyesuaian atas neraca saldo
sebelumnya menjadi neraca saldo atau daftar saldo buku besar
setelah penyesuaian.

Membuat LRA, Membuat jurnal penutup LRA

Berdasarkan Neraca Saldo atau daftar saldo buku besar setelah
penyesuaian. Fungsi Akuntansi PPKD mengidentifikasi akun-akun
yang termasuk dalam komponen Laporan Realisasi Anggaran
(kode rekening yang berawalan 4, 5, dan 6) dan kemudian
membuat “Laporan Realisasi Anggaran”.

Bersamaan dengan pembuatan LRA, Fungsi Akuntansi PPKD juga
membuat jurnal penutup untuk menutup akun-akun LRA.Prinsip
penutupan ini adalah membuat nilai akun-akun LRA menjadi 0
(nol). Berikut contoh jurnal penutup LRA:




4,01.01.XX Pendapatan-LRA XHX

5.01.01.XX Belanja XXX
7.3.01.01 Surplus/Defisit LRA XXX
7.3.01.01 Surplus/Defisit LRA XXX
7.3.03.01 SiLPA/SIKPA XXX
7.3.03.01 SiLPA/SiKPA XXX
7.3.04.01 Perubahan SAL XXX

kemudian, setelah membuat jurnal penutupan, Fungsi Akuntansi
PPKD menyusun Neraca Saldo setelah Penutupan LRA.

Berikut adalah format LRA PPKD :




PEMERINTAH PROVING| PAPUA BARAT

LA NDAF BELANJA
UNTUK TAHUM Al 31 20X4 dan 20%0
= (Datam Ruplat)

[Orusan Pamarintahan. T Urusan wapt

Bidang Pamarintahan 1 1.20 Uevmim, sh, Daerah,
Unit Organieas! 1 1.20.08 Eadar| Pengelok Keuangan dan Asst Coerah (BPRAD)

Suls Uni Organisas! 3 1.20.08,.02 BPKAD{PPRD)

Unaa 2001 | 201 ™ 20%0

1

2 PENOAPATAN TRANSFER

3 TRARSFER PEMERINTAH PUSAT « DANA PERIMEANGAN

4 Dana Bagl HasH Pajak 00¢ o0t = 000
] Dana Bagl Hasll Sumber Days Mam 2000 e o 00¢
a Dana Alokes) Umsm 000 E e 000
T Dans Mokasl Khusus b o e b
a Jumilah Pendapaian Transfar Dana Perimbangan HERK EELTS e AR
L]

‘10 THRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA

1" Dana Clonomi Khusus w000 3000 o o
12 Dana Penyosualan 000 bl L 0e
13 Jumiah Pendapatan Transfer Lainmys RN Ty L3 EEAK
14 Total Pendapatan Transfer EARK HMKE LL3 RRNK
15

168 | LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SBAH

1T Pendapalan Hibah f- 000 £ 4 o
18 Pandepatan Dana Deral f 00 o5 o,
19 Pendapatan Lainnya 2000 00t ) 000
20 Jumish Pendapatan Lain-isin yang Sah R ERK L3 [T
2 JUMLAH PENDAPATAN MRXE x ARKK
22 |BELANJA

23| BELAMJA OPERAST

24 Bunga o0t 000 e 00y
25 Butrajdi o0 o g oo
28 Hibah w000 00 e 000
2r Banwan Sosisl o 00 3 o
28 HANK ERRE Y Eann
20| BELANJA TAK TERDUGA

30 Belanje Tak Tormduga o 000 = oot
Ll dumlah Belanja Tak Terduga (30 eid 30) CTU I T = XK
a2 Jumiah Belarga HNK ARER AN Ll
33

34 | TRANSFER

35 {ABiL P

38 Bagl Hosll Pajak ke Kabupaisi/#ola oo b = o0t
ar Bagl Hasll Retribusi ke KabupstonMola oot oot E o0l
as Bagl Hesll Lainnys ke ol f i -
39 Jumish mkﬁlﬂ Hash Pandapatan ke Kab Mola xR fror aX MEEX
“0 MLAH BELANJA DAN TRANSFER rLry N Exun
a1

42 BURPLUS/DEFISIT ERK N HXX AEX
43

44 | PEMEAYAAN

45

40| PENEFSMAAN PEMBLAYAAN

47 Penggunaan SiLPA ] 00 El 00
48 Fencalren Dena Cadsihgen 008 o0 b3 00
49 Hasil F DOserah yang O 2000 £ ] 00t
-] Finjeman Delam Negerd - Pemerintsh Pusat 00 aoce . o0l
61 Pinjaman Doelsm Neger - Pemerntsh Dasmh Lalnnys ot 0 o -]
52 Pinjaman Dalam Neger - Lembags Kelengan Bank f w00 Eed oo
53 Pinjerzan Dalam Negs(l - Lembags Keuangan Bukan Bank o 2000 ] 2000
B4 Pinjarmran Dalam Neged - Obligas| 00t 000 ot 200
55 Pinjarman Dalsm Neged - Lainmms 00t 0%, o 300(
568 F Komball Finj P Parusahnan Nagara 000 E £ E
&7 P Kamball Pinjaman kopada Py Daerah 0 E £ w0t
58 Kambal P kopada Daerah Lainnys E 2000 P Joot
59 dumtiah Penerimann (47 sk 88) KK KEXE XX EANX
a0

a1 PENGELUARAN PEMBIAYAAN

8z Pembenkikan Dana Cadangan o0t 000 £ 00t
a3 Penyartasn Modal Pemerintsh Dasmah 2000 b 00 00
(-2 Fambayaran Pokok Pinjaman Dalam Neger - Pamarinish Pusat £ £ 0t o
(1] FPembaysran Hﬂu Pinjaman Dalam Neger - Pemariniah Daerah Lainnys 00 e ot 00t
-] Dalam Nagerl - Lembaga Keusngan Bank e ol = 00t
ar Pembayarmn Holwk Fﬂlman Bl‘hm Magor - Lambaga Keuangan Bukan Bank - w00t e ooy
aa Pembayaran Fokok Pinjaman Dalam Magerl - Obligas| £ 00 e 00,
a9 Pambaysran Pokek Hn]lnun Dalam Neger - Lalnnys w00( 00 e 004
7o MNegara 200¢ 00 00 oo
sl Pambarian Pln]nmnn Iwnndn Perus ahssn Daorah 3000 ot 0t o
72 Pemberian Pinjaman kepada Pemerintsh Daerah Lednnys o o el oy
3 Jumilah Pengeluaran (82 ald 72) EXX EXK nx Anx
74 PEMBIAYAAN NETO ey xmax nx ERNE
75 ]

_'T_J Blua Labih Pemblaysan Anggarsn ERRE BERX (1 AERE




. Membuat LO dan jurnal penutup LO

Berdasarkan Neraca Saldo setelah Penutupan LRA, Fungsi
Akuntansi PPKD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk
dalam komponen Laporan Operasional (kode rekening yang
berawalan 8 dan 9) untuk kemudian membuat Laporan
Operasional.

Format Laporan Operasional adalah seperti berikut ini:

PERETNT AH PROVINS| PAPUA BARAT
LAPORAN OF ERABIONAL

UNTUK TAHLIN YANG BAMPAL a U001 chan DD
(Diakams Rugiaii)
[ Ureean [ Uriman wajn
Bdang 1 1.30 Otorwmi Dmarah, an U, Cmerah, =t
Unit Organlessd 1 1.20.05 Badan Keuangan den Asst Dearah (BPKAL)
Sub Unit 1 1.20,05.02 BPKAD(PPKD)
Ho URAIAN o | Foan 0 |
Penurunan
1 |PENOAPATAN
2 PENDAPATAN ABLI DAERAH
a Pandepainn Pejsk Osedsh K LR XK xxx
4 F F ok yang i xux KKK KEx xR
5 Pandapaisn Asi Dasrst Lannys xR XX KER TAW
a Jumish Pendspatan Asll Daerah L = AR ax
T
8 PENDAPATAN TRANSFER
» TRANSFER F PUSAT-DANA
10 Dana Bagl Hasll Pajeak EHK EXX HHH Rk
1" Dans Bagl Hosl Bumber Days Alsm ENR xnx e HRR
12 Dans Alokesi Limum AR WK HRK nAm
13 Duna Alokasi Khisus EHX RAK Hax x|
14 Himigt Pendapatan Transfer Dana Perlinbangsn [T [T KR mEN
16
18 TRANGFER PEMERINTAH PUBAT LAINNYA
17 Dana Donom Khusus o EEx Eiid RN
18 Dana Penyssusian 213 KR KRR XA
19 duish Pendepatan Transfer Lalnnys EET] [T ot =
20 Juplgh Pendapaten Transfer L Fre RN o |
29
22 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG 8AH
23 Paridapatan Hibsh RMK R RHK AR
a4 Pardapaten Lainnys MK AN MK R
a5 Jumish Lain-lain Pendapstan yang ash (24 e/d 28) AR AR X XEX
EL JUMLAH PENDAPATAN [TT] EER XER A
v
@8 |BERAN
Eud Baban Subsid| e s RR AR
a0 Beban Hibah xxn X KRR EEE
a Betan Haniuan Bosai xR O ARR AR
a2 Babon Transier EEi =X i EEt]
a3 Baban Lo lain EHR REX AN AR
M JUMLAH BERAN (31 sid 42) REK XA e Eot]
35 BURPLUBIDEFISIT LT XM ) i
ax X Lt EN
XX Ll xx fri )
XM Lt L) XN
KRR xR LEL) R
43| DEFISIT NON OPERASIONAL
aa Dolsll Penjusien Aset Noplanoar HHN £ R -
a5 DwtsitF langka Panjang pEi iy XK nEX
a8 Defsit Non Oparasional Lainnys ey £ MK o
47 JUMLAH DEFISIT NON OPERASIONAL L] mAR A fE]
48
48 JUMLAH BURPLUSD AR AN HON ONAL [rr] RN o oy
50
a BURPLUS/DEFISIT BEBELUM POS LUAR BIASA e ] Ere] o
52
53 XX LLE mEx EEd )
54 Pendapatan Lusy Blasa it REX XX xRN
55 Pandapatan Luar Biasa EE RHK =HR HAX
58 Jimish Pandepalsn Luar Blasa i wx xn X
&7 [Baban Lusr Blasa K =XH AR BHE
&8 Baban Luasr Blsa K BEX MK HEX
50 Bebhan Lusr Blasa e R B EAX
60 POS LUAR BIASA Lt LLsd RKK HER
a1 st mEx | xex
8z SURPLUS/DEF|BIT-LO fEd o i gx




Bersamaan dengan pembuatan LO, Fungsi Akuntansi PPKD juga
membuat jurnal penutup untuk menutup akun-akun LO. Prinsip
penutupan ini adalah membuat nilai akun-akun LO menjadi 0.
Kemudian, setelah membuat jurnal penutupan, Fungsi Akuntansi
PPKD menyusun Neraca Saldo setelah Penutupan LO. Berikut
contoh jurnal penutup akun LO.

8.01.01.XX Pendapatan-LO XXX
9.01.01.XX Beban XXX
3.1.01.02 Surplus/Defisit LO XXX

m. Membuat Laporan Perubahan Ekuitas dan jurnal penutup akhir
Selanjutnya, Fungsi Akuntansi PPKD membuat Laporan
Perubahan Ekuitas (LPE) menggunakan data Ekuitas Awal dan
data perubahan ekuitas periode berjalan yang salah satunya
diperoleh dari Laporan Operasional (LO) yang telah dibuat
sebelumnya.  Laporan  Perubahan Ekuitas ini  akan
menggambarkan pergerakan ekuitas SKPD.

Berikut merupakan contoh format Laporan Perubahan Ekuitas

SKPD.
PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT
) LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0
Fungsi
[:4 (Dalam Rupiah)|
Urusan Pemerintahan 1 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan i 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan
Unit Organisasi : 1,20.05 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
Suly Unit Organisasi 1.20.05. 02 BPKAD (PPKD)
NO URAIAN

1 |EKUITAS AWAL

2 |SURPLUS/DEFISIT-LO

3 |DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:
4 KOREKSI NILAI PERSEDIAAN

5 SELISIH REVALUASI ASET TETAP

6 LAIN-LAIN
7 |EKUITAS AKHIR

EEEE EE B
EEEE EE El




nl

Akuntansi PPKD membuat jurnal penutup akhir untuk menutup
akun Surplus (Defisit) — LO ke akun Ekuitas. Berikut contoh jurnal
penutup akhir

3.1.01.02 Surplus/Defisit LO XXX

3.1.01.01 Ekuitas XXX

Membuat Neraca dan Neraca Saldo Akhir

Berdasarkan Neraca Saldo setelah Penutupan LO, Fungsi
Akuntansi PPKD membuat Neraca. Bersamaan dengan
pembuatan Neraca, Fungsi Akuntansi PPKD menyusun Neraca
saldo Akhir. Neraca Saldo Akhir ini akan menjadi Neraca Awal
untuk periode akuntansi yang selanjutnya. Format Neraca PPKD
adalah sebagai berikut:




NERACA
PEMERINTAH PROVINSE PAPUA BARAT
Per 31 December 20X1 dan 20X0

(Palam Rupiah)
Urusan 1. 20 Urusan W Waib O Daerah, F Umum,
Unit Organisasi :1.20.05 Badan Pengebl KeuamnndanAsetDuemh{Bnum
Sub Unit 11.20.05. (BPKAD (PPKD)
URAIAN 20X3 200
ASET
ASET LANCA|
Kas DI Bandahara Penerimaan YOO JOOEHX
Kas DI Bendahara n OO0 OO0
Kas DI Badan Layanan Umum Daerah HXOKKN YOO,
Investas) Janaka OO0 OO
Plutang Pajak O] 2008
Putang Retribusi 200K 000K
Piutang Dana Bagl Hasi HHCEN HOOO
Piutang Dana Alokasi Umium RN OO0
Putang Dana Alokasi Khusus OO HOO0K
Penyishan Piutang HAO0H] 20O
Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara KOO 0000
Baglan Lancar I Daerah 0000 000K,
Baglan Lancar F I da | Pusat OO IO
Bagian Lancar kepad. 1 Daerah FORTHRA HOOO
Bagian Lancar Taghun Penlunhn Arlnsuran OO0 OO0
Bagian Bncar Tuntutan Gantl Rugl OO0 000K
Piutang Lain-lin 20000K] OO0
JUMLAH ASET LANCAR HKIO00] OO0
INVEST ASI JANGKA PANIANG
Investasl Non Permanen
Pini Kepada Perusat X000 e
Pe Daerah HOOO0K] OO0
Daerah Lainnya 200K OO0
Investasi Dalam Surat Utang Negara OO0 JORHX
Investasi Non Permanen Lainnya OO 20K
JUMLAH Investasi Non Permanen 000K 20000
Investasl Perrn!nerl
Penyertaan Modnl Dunm Proyek Pembangunan 0] JOOLKK
1 Modal F Patungan 000 0000
Imer!asl Permanen Lainnya 20000 JOOOK
JUMLAH Irwestas| Permanen OO0 20004
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG M0 2000
DANA, CA
Dana Cadangan HIOOKK] JO000K]
JUMLAH DANA CADANGAN X000 OO
ASET LAINNYA
Taghan Jangka 00004 000K
Kem| Dengan Phak Ketiga 20000 20000
Aset Tidak Berwujud HKAHOOK] 200EXK
Aset Lain-ain RO 20000
JUMLAH ASET LAINNYA JOOKK HOOOK
JUMLAH ASET 20000 200000
KEWAJIBAN
&EWA}IBAN JANGKA PENDEK
Utang Perhtungan Fihak Ketiga (PFK) RO FOHACKE]
Utang Bunga OO FOOCKK]
Bagian Lancar Utang Janoka Panjang FOOHHX OO0
Pendapatan Dierima Dimuka YO0 006X
Utang Jangka Pendek Lainnya K 00K
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK OO0 000
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
Utang Dalam Negeri-Sektor Perbankan HHOOX HOK
Utang Dalam Neges-Obigas! OO0 A
Utang Pemerinitah Pusat 0000 000K
Utang Pemerintah Provinsi OO HOHICK]
Utang Pemerintah Kabupaten/Kota 000N OO0
Utana Luar Neger-Sektor Perbankan 00K 0000
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 0000 20000
JUMLAH KEWAJIBAN W00 000K
EKUITAS
EKUITAS A0 OO
JUMLAH EKUITAS 20000K 20000 |
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 00K | 000K




o. Membuat Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau
rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran,
Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan
Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Hal-hal yang
diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara

lain:
7)

8)

9)

10)

11)

12)

Informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas
Akuntansi;

Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi
makro;

Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun
pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi
dalam pencapaian target;

Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan
kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan
atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting
lainnya; Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang
disajikan pada lembar muka laporan keuangan;

Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar
Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam
lembar muka laporan keuangan; dan

Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang
wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan
keuangan.




PPKD
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Bab | Pendahuluan

11 | Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan PPKD

1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan PPKD

1.3 [ Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan PPKD

Bab Il Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan PPKD

2.1 | Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan PPKD

Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target

o yang telah ditetapkan
Bab III Penjelasan pos-pos laporan keuangan PPKD
31 Rincian dari penjeiasan masmg—masing pos-pos pelaporan

keuangan Pemda

3.1.1 | Pendapatan

3.1.2 | Beban
3.1.3 | Belanja
3.1.4 | Aset

3.1.5 | Kewajiban

3.1.5 | Ekuitas

Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul
sehubungan dengan penerapan basis akrual atas
3.2 |pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan
penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas
pelaporan yang rnenggunakan basis akrual pada Pemda.

Bab IV Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan Pemda

BabV Penutup




p. Membuat Pernyataan Tanggung Jawab

Sebagai entitas akuntansi, PPKD juga wajib menyelenggarakan
sistem akuntansi untuk menyusun laporan keuangan SKPD
sebagai alat akuntabilitas penggunaan anggaran dan penggunaan
barang milik daerah.Laporan Keuangan SKPD merupakan
tanggung jawab pengguna anggaran sehingga pada saat
menyampaikan kaporan keuangan PPKD untuk dikonsolidasi
harus dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab.Surat
Pernyataan Tanggung Jawab berisi pernyataan bahwa Laporan
Keuangan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian
internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi
pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai
dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Format Surat
Pernyataan Tanggung Jawab adalah sebagai berikut:

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

PPKD
Pernyataan Tanggung Jawab
Laporan Keuangan Dinas/Badan/Kantor............ Tahun
Anggaran............ sebagaimana terlampir adalah merupakan

tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem
pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan
informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak
sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Manokwari, .......ceeueimninns
PPKD




Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian Pemerintah
Daerah

Ketentuan Umum

Laporan Keuangan Konsolidasian adalah suatu laporan
keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan
;Iaporan keuangan entitas pelaporan, atau entitas
akuntansi, sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.

Laporan keuangan pemerintah daerah disusun dengan
melakukan proses konsolidasi dari seluruh laporan
keuangan entitas akuntansi yang terdapat pada
pemerintah daerah. Neraca saldo dari semua entitas
akuntansi SKPD dan entitas akuntansi PPKD menjadi
dasar dalam penyusunan laporan keuangan.

Terdapat 7 Laporan Keuangan yang dibuat oleh PPKD,
yaitu:

Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL);
Neraca;

Laporan Operasional (LO);

Laporan Arus Kas (LAK);

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

a.
b.
c.
d.
e.
&
g.




Pihak-Pihak Terkait

Pihak-pihak yang melaksanakan penyusunan laporan keuangan
pemerintah daerah adalah sebagai berikut :

a. Fungsi Akuntansi PPKD
b. PPKD
Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan

a. Penggabungan seluruh unsur tiap komponen laporan
keuangan

Konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan
menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh seluruh
entitas akuntansi yaitu yang diselenggarakan oleh seluruh
SKPD dan PPKD, Laporan keuangan yang disusun entitas
akuntansi harus sudah menggabungkan laporan keuangan
seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada
di bawahnya. Laporan keuangan entitas akuntansi yang
digabungkan adalah:

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
b. Neraca;

c. Laporan Operasional (LO);

d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Sehingga menghasilkan laporan pemerintah daerah atas
laporan tersebut diatas hasil penggabungan. Format

laporan keuangan setelah penggabungan :




PEMERINTAH PROVINS| PAPUA BARAT

LAPORAN REALESAS! ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAIHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0
(Datam Rupiah)
Anggaran |Raalisasl Realisas
o - wxt |20 | [ o
B
2 %ﬂmm
3 Pendapalan Pajak Dagrah 0 X " E
4 Pendapatan Retribusi Daerah %0 0 E 0%
5 Hendapatan Hasil Fengetolasn Kekayaan Uaerah yang ipisahkan £ 00 b 00
-] Lain-ain PAD yang sah ol 000 0 000
3 Jumish Pendapatan Asl Daerah (3 s/d 6) [ MRRX | K | WX [T
8
9 | PENDAPATAN TRANSFER
w TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN
1" Dana Bag Hasil Pajak ' o 000 b 0
12 Dana Bagi Hastl Sumber Daya Alam 0 0 0 0%
13 Dana Alokasi Umum £ b o o
14 Dana Alokasi Khusus 0K s b K
:g Jumiah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (13 sid 12) IO | KRG | x| i |
17 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA
14 Dana Utonomi Khusus x0t 00t E X
19 Dana Fenyasuaian 000 00 o X0
20 Jumiah Pendapatan Transfer Lainnya (18 =/d 19) TOOK | 30000 XX (il
2 Total Pandapatan Transfer (15 + 20) WK | 00K | WK | WOK |
2
23| LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
24 Pendapatan Hibah 00 b3 x X
25 Pendapatan Dana Darurat ] 000 b o
26 Pendapatan Lainng ~ * 00 00 0 000
27 Jumish Pendapatan Lain-lain yang Sah (24 sid 26) (113 o | W | o
2 JUMLAH PENDAPATAN (T + 21 + 27) XXAX ARKX XX L]
2 A
30 %«m
N Belanja Pegawai X% 00 * 0
a2 Belanja Barang o ot 0 000
33 Bunga o 200 o0 0
34 Slbsidi 200 0K XK K
35 Hibah 0K o1 x o
36 Banuan Sosial K 200 0 X
g; Jumilah Belanja Operasi (31 s/d 36) EEET X | no
349 | BELAMJA MODAL
40 Beifanja Tanah 00 o o o
41 Hetanja Peralatan dan Mesin 00 00 * 000
42 Belanja Gedung dan Bangunan - 000 x 00l
43 Belanja Jalan, ingas| dan Janngan b 00 0 0
44 Betanja Aset Tetap Lainnya e 0 - 00
45 Belanja Aset Lainma 00 2000 o 000
46 Jumiah Balanja Modal (40 s/d 45) [T | R | XK | |
47
48 | BELANJA TAK TERDUGA
49 Belanja lak Terduga 0 b » 0%
50 Jumiah Belanja Tak Terduga (49 s/id 49) WK | 00K XX | X000
21 Jumiah Belanja (37 +46 + 50} T_E X oo |
2
LX)
b4 HASH. PENDAPATAN KE KABUPATENKOTA
55 Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Xota o 0% o X%
56 Bagl Hasil Retribusi ke KabupatenKota 200 0 b fid
&7 Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupatenota 0 0 b 00
54 Juraiah Transfer Bagl Hasil Pendapatan ke Kah./Xota (55 sid 57) o WOK | KX XUKX
59 JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (51 + 58) XXX XAXX XX XXXX
60
61 SURPLUS/DERSIT (28 - 58) oK | XK WK




L
63 | PEMBIAYAAN
64
65| PENERIMAAN PENBIAYAAN
]
67
68
68

Fenggunaan SILFA o4 b3 b b
Pencairan Dana Cadangan 0 0 X 0
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 0 0 b o
Pmjaman Dalam Negen - Pemesintah Pusat 0 0 :oc X0
n Fmjaman Dalam Negen - Pemerintah Daerah Lamnya X0 00 % ]
A Prmjaman Dalam Negen - Lembaga Keuangan Bank 000 0 X 0K
Iri Pmjaman Dalam Negen - Lembaga Keuangan Bukan Bank 000 o3 b 0
IE] Pinjaman Dalam Negen - Ubligasi 0 0 b e
14 Pinjaman Uajam Negen - Lainnya b b X 0
15 Penenmaan Kembal Finjaman kepada Perusahaan Negara 00 b 0 00
16 Penerimaan Kembal Finjaman kepada Perusahaan Daerah bt 0 » X0
[l Penenmaan Kemball Pinjaman kepada Pemenniah Daerah Lainnya 2000 ol " Loy
(1] Jumiah Penerimaan (66 s/d 77) WK | WO | KK | X0
7
80| PENGELUARAN PEMBIAYAAN
81 Pembentukan Dana Cadangan 000 xot o 00
L1} Penyertaan Modal Pemenntah Daerah o] XK X ]
82 Pembayaran Pokok Finjaman Dalam Negen - Pemerintah Pusat % 00 % 0
83 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negen - Pemenniah Daerah Lainnya o] s m s
84 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negen - Lembaga Keuangan bank 0t 00t bt 0
45 Pembayaran Pokok Pinjaman Ualam Negen - Lembaga Keuangan tukan Banki  »x X bl b
66 Pembayaran Pakok Pinjaman Dalam Negen - Obligas! 0 000 x 00
87 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negen - Lainnya 0 00 0 X
res Pembenan Pinjaman kepada Perusahaan Negara o d ok b4 4
£l Pembenan Pinjaman kepada Merusahaan Uaerah 0 00 ' 000
9 Pambenan Pimjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya 0 00K s 00
92 Jumiah Pengeluaran (81 sid 91) WK | K | K (11}
93 PEMBIAYAAN NETO (78 - 92) OOK | 00X | IX | 00K
94
95 sml.ohull’emhkmnhu_glrm (64 +93) X | XXX | x| oxxex




PEMERINTAH PROVINS! PAPLIA BARAT

LAPORAN OPERABIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPA| DENGAN 3 DESEMBER 201 den 2040
(Dol Ruplah)
URMAN WK | 2000 | Kenalkaal | (%)
Pentirunas
Axx xxx i3] Axx
xRX xrx Xt xxx
Kekayaan Daersh yang Dipaahiken xnx ane XX xx
ek KK Xy EX
Jumish Peadapatan Asll Dasrah XXX ] L x|
:
PENDAPATAN TRANSFER
TRANSFER PEMERINTAH PUBAT-DANA PERIMBANGAN
Dana Bagi Hasl Pajak xx xx 2K XK
Dana Bagi Hasd Sumber Daya Alam XXX XX XX anx
Dana Molas! Umum x ax xEx o
Dana Alokasi Khusus o xxx anx X
Jumish Pendapatan Transfer Dana Perimb o xxx x| o]
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA
Dana Oppoimi Khusus xxx Ak b H] axx
Dana Penyesuaian XK AT e { xxx |
Jumish Pendapatan Transfer Lalnaya XEX xxx oo ||
Jumiah Pendapatan Transfer frs x XX x|
LAIN-LAIH PENDAPATAN YANG SAH
Pendapatan Hbah nx AXR AKX ux
Pandapatan Dana Darrat 133 133 Ran i3
Pendapatan Lainnya XXX xxx i3] xxx |
ki Jumiahy Laln-lain Pendapatan yasg sah pisd ey XXX | uxx |
| L S LS
xkx KK PETS Axx
KX xxx XXX nxx
xxx x5 xxx XK
XEX XXX X Ei
xnx xxx xxx Xk
XK Xk Xxx o
(i) K KEX X
X K xxx e
o e xxx xxx
xxx e %% xxx
xxx ank xx XK
xxx xxx x| k|
xx xxx xoex [
SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN OPERASIONAL XK XX nex o |
AKX nxk xxx xxx
48]  Surphis Panyolesaian Kowaban Jangka Panjang XX xx xxx x
48]  Defsd Penjualan Asst Noplancar 1x xix xx X0t
50  Dedst Panyejsaian Kewaban Jangka Panjang xxx Ei1 fii LU
51| Surpes/Detal dar Kagistan Non Operasional Lainnya X X Axx K
52| JUBLAH SURPLUSIDEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL fe nx 000 o
53| SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA o AKX 00 iz |
54
POS LUAR BIASA rax Rex i3] XK
Pendapatan Luar Biasa 233 nex xxx 353
Beban Luar Biasa XXX XL nxx | x|
POS LUAR BIASA xKx xax o o
SURPLUS/DEFISIT-LO XXX X K X




PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT
NERACA
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Ruplah)

No. Urajan 20%1 20X0

1 ASET

2

a ASET LANCAR

4 Kaa d| Kas Daarah o HHx

5 Kem dl Bandahara Pangeluaran XXX HHK
a Kas di Bendahara Penarimaan xxx EAE
T Investas| Jarigka Pendek Hmx R

a8 Pilutsng Pajak REX K
L] Plutang Retribusl e MM
10 Panylihan Plutapg () LEEES]
11 Balan|s Dibayar Dimuka HHN K
12 Baglan Lancar Pi P F Negara Hn K
i3 Baglan Lanoar Pinj F Dasreh HHx HHK
14 Beglan Lanoar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat WM XM
15 Baglan Lanoar Pln) d Daarah Lalnnya MR ERM
18 Baglan Lanoar Taglhan Panjualsn Angauran R XK
17 Baglan lancar Tuntutan Gant Rugl i KRK
1B Piutang Lalnnya 353 WM
10 Parsadiaan e TS
20 RIK SKPD HHR L
21 Jumiah Aset Lancar (4 a/d 189) i g A
2z

23 INVESTASI JANGKA PANJANG

24 Investas| Nonparmanen

25 Pinjaman Jangka Panjang M EE
28 Inveatasl dalam Surat Utang Negara 44 A
ar Invastasi delam Proyek Pembangunan XK HK
28 Investasl Nonpermanan Lalnnys KX M
29 P (25 uid 28) xxx P
ao Investasl Parmanen

3 Panyertaan Modal Pemarintah Dasmah KX X
az Invasteal Parmanen Lainnya KME XHX
a3 {31 wid 32) RN MK
a4 Panj (29 + 33) e P
a5

3 ASET TETAP

ar Tanah L Lt
38 Paralaian dan Meain xxX %
ag Gedung dan Bangunan R HER
40 Jalan, Irigasi, dan Jaringan 2N XX
41 Asst Tetmp Lalnnya HXK WEK
42 kal dalam F 1 HRK MR
43 Akumulasl Penyusutan {xexx) ()
44 Jumiah Aset Tetap (37 e/d 43) EER X
45

48 DAMNA CADAMGAN

47 Dana Cadangan 2 L
48 Jumiah Dana Cadangan (47) RN X
48

50 ASET LAINNYA

B1 Teagihan Ponjualan Angsuran MR 0
52 Tuniutan Gantl Rugl XHN XXX
53 Keimiraan dangan Plhak Kelga HHK =K
54 Anat Tak Barawujud HAXK xHK
55 Anat Lain-Laln EEEs a0
&8 Jurntah Aset Lalnnya (51 s/d 55) HHK AR
57

68 JUMLAH ASET (21+34444+448+56) naun o
58

a0 KEWAJIBAMN

61

az KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

a3 Utang Perhitungen Pihak Ketiga (PFK) XXX W
84 Utang Bungs HHK AR
a5 Baglan Lanoar Utang Jangka Panjang HRK AN
-1:] Pandapatan Diarma Dimukea Et nax
ar Utang Balan|s xR RRE
B8a Utang Jangka Pendek Lainnya MR p S
68 RIK PPKD £ o
il 5 ta by ! ka Pendek (63 sid 68) AR Fi4 )
71

72 KEWAJBAN JANGHKA PANJANG

7a Utang Dalam Noger - Sekior Perbankan TS e
74 Utang Dalam Neger - Obligasl KKK w0
75 Premium (Diskoriio) Obligaal RN X
K] Utnng Jangka Panjang Lplnnya HEK 230
77 h ke F ! (73 wid 76) HRX R
T8 JUMLAH KEWAJIBAN (TO+7T) HRK )
T8

a0 EKUITAS

ai EKUITAS HRK b

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS (76478) RN XK




PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0
{Dalam Ruplah)

NOJ URAIAN 2X1_|_ 20k
1§ EKUITAS AWAL x|
2 SURPLUS/DEFISIT-LO XXX 300
3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBLIAKANIKESALAHAN MENDASAR:

4 KOREKS! NILAI PERSEDIAAN 00K KX
5 SELISIH REVALUASI ASET TETAP ol
6 LAIN-LAIN 0o | X
7|,  EKUITASAKHIR 00t XXX

b. Melakukan Eliminasi

Setelah unsur-unsur neraca entitas akuntansi digabungkan dan
dijumlahkan maka masih terdapat akun aset yang dikonsolidasikan
(R/K SKPD) dan kewajiban yang dikonsolidasikan (R/K PPKD),
Kedua akun tersebut mempunyai nilai saldo yang sama. Akun
tersebut merupakan gabungan rekening timbal balik (resiprocal
account) atas transaksi antar entitas akuntansi SKPD dan entitas
akuntansi PPKD sehingga secara entitas pelaporan saldo akun
tersebut bukan merupakan hasil taransaksi keuangan daengan
pihak eksternal. Akun-akun tersebut harus dieliminasi agar neraca
daerah tidak menyajikan hasil dari transaksi antar entitas
akuntansi sehingga format laporan keuangan neraca gabungan
setelah eliminasi:

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT
RACA

NE
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

{Dalam Ruplah)

No. Uraian 20X1 20X0
1 ASET

2

3 ASET LANCAR

4 Kas di Kas Daerah AKX XXX
5 Kas di Bandahara Pengeluaran KK KX
6 Kas di Bandahara Penarimaan fis X
7 Investas| Jangka Pendeak KX KX
8 Plutang Pajak XXX AKX
9 Fiutang Refribusi AKX AMK
10 Penyisihan Piutang (20x) (3x)
11 Belanja Dibayar Dimuka R HEX
12 Baglan Lancar Pinj kepada P Negara KX KX
13 Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah w0 XKK
14 Bagian Lancar PinjJaman kepada Pemerintah Pusat 20 X
15 Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya KK HHH
16 Bagian Lancar Taglhan Penjualan Angsuran ANX KHX




17 Baglan lancar Tuniutan Gantl Rugl b5 KHK

18 Piutang Lainnya KX Hnx

18 Parsadiaan KR 00

20 Jumiah Aset Lancar (4 s/d 19) AR AU
21

22 INVESTASI JANGKA PANJANG

23 Invastasl Nonpermanen

24 Pinjaman Jangka Panjang XK XK

25 Invastas| dalam Surat Utang Negara KK Hix

26 Invastas| dalam Proyek Pembangunan HHK XHX

27 Investasi Nonpermanen Lainnya Hn XHK

28 Jumiah I tasi Nonp (24 a/d 27) BXX XXX
29 Investasi Permanen

30 Pany n Modal F h Daerah KK K

k1] Investasi Permanen Lainnya xxn W

az Jumiah investasl Permanen (30 s/d 31) HMK XRX
33 Jumlah | Jangka Pan} (28 + 32) AX xHN
34

as ASET TETAP

36 Tanah i e

7 Paralatan dan Mesin AHK XXX

kl:} Gedung dan Bangunan XK KA

39 Jalan, Irigasl, dan Jaringan XK WHX

40 Aset Tetap Lainnya o HHH

41 I dalam P i HHK K

42 Akumulasl Penyusutan () (xxx)
43 Jumiah Aset Tetap (36 s/d 42) AXX xnx
44

45 DANA CADANGAN

46 Dana Cadangan HXK K

A7 Jumiah Dana Cadangan (46) XK AHX
48

49 ASET LAINNYA

60 Taglhan Penjualan Angsuran KK HHX

51 Tunttan Ganti Rugl A WK

62 Kemliraan dengan Pihak Keliga WU WM

63 Aset Tak Berwujud HHK XK

54 Aset Lain-Lain K fES

55 Jumiah Aset Lainnya (50 sid 54) XX AN
56

57 JUMLAH ASET (20433443447 +56) HRXX KXXX
58

58 KEWAJIBAN

60

61 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

62 Utang Perhitungan Pihak Ketga (PFIK)} KKK K

63 Utang Bunga KK WAK

64 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang KR XN

65 Pendapatan Ditarima Dimuka KXK e

66 Utang Belanja W KHK

67 Utang Jangka Pendek Lainnya KHK KK

68 Jumiah Kewajiban Jangka Pendek (62 s/d 67) XXX AXA

68

70 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

71 Utang Dalam Negeri - Sekior Perbankan HKH 00t

72 Utang Dalam Megerl - Obligasi HXX X

73 Premium (Diskonio) Obligasi XK 2001

74 Utang Jangka Panjang Lalnnya W KK

75 Jumiah Kewajiban Jangka Panjang (71 s/d 74) HNX AXX

76 JUMLAH KEWAJIBAN (68+75) xXX nXX

77

78 EKUITAS

79 EKUITAS 00 KX

80 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS (76+79) ARNN RN




¢. Menyusun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Setelah menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah
Daerah yang merupakan gabungan dari seluruh entitas akuntansi
pemerintah daerah maka tahapan berikutnya adalah penyusunan
Laporan Perubahan SAL. Fomat Laporan Perubahan Saldo
Anggaran Lebih

PEMERINTAH PAPUA BARAT
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0
(Dalam Rupih)

NO URAIAN 20,

><
=

20%0

(XXK)
L

Laporan Arus Kas disusun oleh Bendahara Umum Daerah. Inti
unsur dari Laporan Arus Kas ialah penerimaan kas dan
pengeluaran kas. Informasi tersebut dapat diperoleh dari Buku
Besar Kas dan juga jurnal yang telah dibuat sebelumnya. Semua
transaksi terkait Arus Kas tersebut kemudian diklasifikasikan ke
dalam aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan,
aktivitas transitoris. Berikut merupakan contoh format Laporan
Arus Kas. Forma Laporan Arus Kas adalah sebagai berikut:

Saldo Anggaran Lebih Awal

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjatan
Sublotal (1-2)

Sisa Lebih/Kurang Pemblayaan Anggaran (SLPAISIKPA)
Sublotal (3 +4)

Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Lain-lain
Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 +6 +7)

SRR R EEE:

d. Menyusun Laporan Arus Kas




FORMAT LAPORAN ARUS KAS

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0
{Dalam Ruplah) Metode Langsung

2 |Anus Mesuk Kas

3 Panerim aan Pajak Dasrah K HHx
4 Panenimaan Retrbusi Daorah AR HHX
5 Panadmaan Hasll Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan htts XXX
6 Penerimaan Laindaln PAD yang sah XK XK
T Penerimaan Dana Bagl Hasil Pajak XL XK
k] Penerimaan Dana Bagl Hasll Sumber Daya Alam X X
9 Penerimaan Dana Alokasl Umum XXX 0K
10 |  Penerimaan Dana Alokasl Khugus XXX XXX
1 Penerimaan Dana Otonom| Khusus pat WX
12 Penevimaan Dana Penyesualan b XXX
13 | Penermaan Hibah hats O
14 Penevimaan Dana Daturat pt 00
15 | Penerimaan Lainya XXX prts
16 Penerimaan dar Pendapatan Luar Blasa

17 Jumish Anss Masuk Kas (3 s/'d 16) K0 AKX
18 |Arus Keluar Kas

18 Pembayaran Pegawal XX 0
20 Pembayaran Barang o 00!
21 Pembayaran Bunga KX WK
22 |  Pembayaran Subsidi XXX XX
23 |  Pembayaran Beban Hibah XX 0o
24 Pembayaran Beban Bantuan Sosial XXX X
25 Pembayaran Tak Terduga X W00
26 Pembayaran Bagi Hasl Pajak ke Kabupaten/Kola Hx X
r Pembayaran Bagl Hasl Retribus! ke Kabupaten/Kota KX kX
28 Pembayaran Bagl Hasl Pendapatan Lainya ke KabupatenKota b X
29 |  Pembayaran Kejadian Luar Blasa XXX KK
30 Jumish Arus Keluar Kas (19 sfd 29) XXX XXX
k] Arus Kas Bersih darl Aktivitas Operasl (17 - 30) XXX XX
32 |Arus Kes darl Altivitss investasi

33 |Arus Masuk Kes

k) Pencakan Dana Cadangan bt HHK
35 Penjualan atas Tanah XX AKX
36 | Penjualan atas Peralatan dan Mesh 0K KKK
k1 Penjualan atas Gedung dan Bangunan W AKX
K] Penjuslan atas Jalan, Ingasi dan Jaringan XK WHX
k] Panjualan Aset Tetap Lainnya o XX
40 Perjislan Aset Lainnya XK MK
L] Hasil Penjuatan Kekayaan Daasah yang Dipisahkan XX 0
42 Penerkmsan Penjuaian Investasl Non Permanen KN XXX
4 Jumish Arus Masuk Kas (34 s/d 42) XXX 00
44 |Arus Keluar Kas

45 Pambeniukan Dana Cadangan XXX oo
46 |  Permishan Tanah XX 00K
47 Parolatian Peralatan dan Mesin XXX kX
48 Permilehan Gedung dan Bangunan R X
49 Perolehan Jalan, Irigasi dan Jarkgan w0 KX
50 Pemishan Asat Tetap Lainnya R KX




Perkshan Aset Lainnya
Penyertaan Modal Pemerintah Daersh
Pengekiaran Pembelan Investasi Non Pemanen
Jumish Arus Kehuar Kas (45 sfd 53)
Arus Kas Bersih darl Aktivitas Investasi (42 - 52)
Arus Kas darl Akdivitas Pendanaan
Arus Masuk Kas
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusal
Pivlaman Dalam Negeri - Pemerhtzh Daerah Lainnya
Pisjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank
- Pinjamen Datam Neger - Obligasi
Pinjaman Dalam Negeri - Lahnya
Penedmaan Kembeli Pinjaman kepada Perusahaan Negara
Penarimaan Kembal Pinjaman kepada Perusahasn Daerah
Penerimaan Kemball Pinjaman kepada Pemerintah Dasrsh Lainnya
Jurniah Arus Masuk Kas (58 sid 66)
Arus Keluar Kas
Pembayaran Pokok Phjsman Dalam Neger - Pemeriatah Pusat
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Neger - Pemesintah Daersh Lainnya
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Neged - Lembaga Keuangan Bank
Pembayaran Pokok Pinjaman Datam Neger - Lembaga Keuangan Buken Bank
Pembayaran Pokok Piyiaman Dalam Neged - Oblgasi
Pembayaran Pokok Pijaman Dalam Neger - Lainnya -
Pemberian Pinlaman kepada Perusahaan Negara
Pemberlan Pinjaman kepada Perusahaan Daerah
Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daesah Lainnya
Jumiah Arus Koluar Kas 89 si 77)
Arus Kas Bersih darl Aktivitas Pendanaan (57 - 78)
Arus Kas darl Akdivitas Transitoris
Arus Masuk Kas
Penerimaan Perhiungan Fihak Ketiga (PFK)
Jumiah Arus Masuk Kas (32)
Arus Keluar Kas
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
Jumiah Arus Keluar Kas (35)
Arus Kas Bersih darf Aldivitas Transitoris (83 - 86)
Kenalikan/Penurunan Kas
Saldo Awal Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran
Saldo Akhir Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran (36+89)
Sakdo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan
Saldo Akhir Kas (§0+91)

EEEEE

BRSEEEEEERE BREEEEEEEY
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e. Menyusun Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau
rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran,
Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan
Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Hal-hal yang diungkapkan
di dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain:

Bab| | Pendahuluan

1.1 | Maksud dan tujuan penyusunan laporan
keuangan

1.2 | Landasan hukum penyusunan laporan
keuangan

1.3 | Sistematika penulisan catatan atas laporan
keuangan

Bab Il | Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan

2.1 | Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja
keuangan SKPD

2.2 | Hambatan dan kendala yang ada dalam
pencapaian target yang telah ditetapkan

Bab IIl | Penjelesan pos-pos laporan keuangan

3.1 | Rincian dari penjelasan masing-masing pos-
pos pelaporan keuangan Pemda

3.1.1 | Pendapatan

3.1.2 |Beban

3.1.3 | Belanja

3.1.4 | Aset




3.1.5 | Kewajiban

3.1.5 | Ekuitas Dana

3.2 | Pengungkapan atas pos-pos aset dan
kewajiban yang timbul sehubungan dengan
penerapan basis akrual atas pendapatan dan
belanja dan rekonsiliasinya dengan
penerapan basis kas, untuk entitas
akuntansi/entitas pelaporan yang
rnenggunakan basis akrual pada Pemda.

Bab Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan
v Pemda

BabV | Penutup

f. Membuat Pernyataan Tanggung Jawab

Sebagai entitas pelaporan, pemerintah daerah  wajib
menyelenggarakan sistem akuntansi untuk menyusun laporan
keuangan pemerintah daerah sebagai alat akuntabilitas
penggunaan anggaran dan penggunaan barang milik daerah.
Laporan Keuangan pemerintah daerah pemerintah daerah
merupakan tanggung jawab pengguna anggaran sehingga pada
saat menyajikan laporan pemerintah daerah harus dilengkapi
dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab. Surat Pernyataan
Tanggung Jawab berisi pernyataan bahwa Laporan Keuangan telah
disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai,
dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan
posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab adalah
sebagai berikut:




SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
GUBERNUR
PROVINSI PAPUA BARAT

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua barat Tahun
Anggaran ........ sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung
jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem
pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan
informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai
dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Manokwari, ..o

Kepala Daerah

GUBERNUR PAPUA BARAT,
CAP/TTD
ABRAHAM 0. ATURURI

Untuk salinan yang sah sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,
CAP/TTD

WAFIK WURYANTO
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19570830 198203 1 005




